SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur dan
penyelenggaraan perizinan pelayanan terpadu satu pintu
yang cepat, mudah, dan pasti perlu peningkatan kualitas
perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sudah tidak sesuai kondisi daerah dan
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143
Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6871);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6627) Indonesia
Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7115);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);



Menetapkan :

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018
tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan
Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 567);

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 272);

16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);

18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 47);

19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2023 tentang
Lisensi Arsitek (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023
Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 46
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 47) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka
yakni angka 5a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

3. Gubernur adalah Gubernur Bali.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Provinsi.



5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang
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12.

13.

14.

15.

mengeluarkan rekomendasi teknis sebagai dasar
penerbitan izin.

Instansi Terkait adalah instansi pemerintah yang
menyelenggarakan urusan perizinan berusaha, perizinan
dan Nonperizinan.

Instansi  Vertikal adalah perangkat Lkementerian
dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang
melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak
diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah
tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat
DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Provinsi yang
menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat
DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah perangkat
daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang
mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan terpadu satu pintu.

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan
dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada
badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih
sepenuhnya kepada penerima delegasi.

. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan

kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha
yang wajib dipenuhi oleh pelaku wusaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanya.

Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti
legalitas atas sahnya suatu kegiatan usaha kepada
seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan
pelayanan/informasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
Sistem  Perizinan  Terintegrasi Secara  Elektronik
selanjutnya disebut PRESTISE adalah sistem pelayanan
perizinan yang dikelola dan diselenggarakan oleh
Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan perizinan
dan Nonperizinan.
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Bukti Registrasi/ Pendaftaran adalah bukti registrasi/
pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan
usaha dan sebagai identitas bagi pelaku wusaha
dalam pelaksanaan kegiatan usahanya melalui Sistem
PRESTISE.

Sertifikat ~ Standar adalah  pernyataan dan/atau
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari
suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat
bahaya.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission), yang selanjutnya disebut
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui komputer atau sistem
elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh
pelaku usaha dan masyarakat yang mengajukan
permintaan Perizinan Berusaha, perizinan dan
Nonperizinan dalam rangka melakukan usaha dan/atau
kegiatan tertentu.

Rekomendasi Teknis adalah suatu naskah dinas dari
Perangkat Daerah teknis yang isinya menganjurkan
dan/atau tidak menganjurkan suatu permohonan
perizinan.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang bertugas
melaksanakan pemeriksaan di lapangan, membuat
analisa, kajian, dan rekomendasi sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka proses penerbitan, penangguhan,
penolakan, dan pembatalan.

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya
disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang
menjadi kewenangan Provinsi.

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau
pejabat pemerintahan/penyelenggara mnegara lainnya
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.



27. Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata
yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.

28. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Provinsi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5

Gubernur menyelenggarakan pelayanan perizinan
berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. Perizinan Berusaha;

b. Perizinan; dan

c. Nonperizinan.

Gubernur dalam menyelenggarakan pelayanan
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan
perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

Jenis pelayanan perizinan dan Nonperizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada DPMPTSP
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala DPMPTSP
dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah
Teknis dan/atau Instansi Terkait.

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala DPMPTSP
berkewajiban melaporkan pelaksanaannya setiap bulan
dan/atau secara insidentil kepada Gubernur dan
Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada
Perangkat Daerah Teknis.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pelaksanaan dan mekanisme pelayanan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a,
dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

(1) Pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha,
dengan perangkat/fasilitas sendiri atau dapat disediakan
oleh DPMPTSP.

(2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
membentuk layanan perizinan berupa:

a. gerai layanan;

b. layanan bergerak;

c. layanan perbantuan dan/atau pendampingan; dan

d. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan
teknologi.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal S ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui
Sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ¢, merupakan
layanan perizinan di luar Perizinan Berusaha yang
diselenggarakan oleh DPMPTSP melalui sistem
PRESTISE.

(3) Pelayanan melalui sistem PRESTISE sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan
Standar Operasional Prosedur dan NSPK.

(4) Standar Operasional Prosedur dan NSPK pelayanan
perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(5) Dalam hal terdapat perubahan Standar Operasional
Prosedur dan NSPK pelayanan perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(6) Perubahan Standar Operasional Prosedur dan NSPK
pelayanan perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), sebelumnya dilaporkan kepada
Gubernur.

(7) Perubahan Standar Operasional Prosedur dan NSPK
pelayanan perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam
penyesuaian Peraturan Gubernur ini.



7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga  berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam mengajukan
permohonan pelayanan perizinan dan Nonperizinan
kepada DPMPTSP sesuai dengan standar operasional
prosedur dan NSPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3) melalui laman prestise.baliprov.go.id.

(2) Dalam hal terjadi kesalahan konsideran, kesalahan
redaksional, perubahan dasar penerbitan perizinan,
dan/atau fakta baru terhadap subyek atau obyek
perizinan dalam naskah perizinan, pemegang perizinan
dapat mengajukan permohonan perubahan perizinan
ke DPMPTSP.

(3) Permohonan perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh DPMPTSP dengan
melaksanakan koordinasi bersama Perangkat
Daerah Teknis.

(4) Dalam hal permohonan perubahan Perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diterima, permohonan perubahan
Perizinan ditindaklanjuti dengan penerbitan Izin.

(5) Dalam hal permohonan perubahan Perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditolak, berkas permohonan
perubahan Perizinan dikembalikan kepada pemohon.

. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 dihapus sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Perizinan yang telah diterbitkan dapat dilakukan

pencabutan atas dasar:

a. permintaan pemohon; dan

b.adanya bukti pelanggaran berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pencabutan perizinan dikarenakan adanya bukti
pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufb, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP
berdasarkan hasil pertimbangan /rekomendasi pencabutan
dari Perangkat Daerah teknis.

(3) Dihapus.

. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pelayanan konsultasi, meliputi:

a. Layanan konsultasi dan/atau pendampingan
Perizinan Berusaha;

b. Perizinan; dan
c. Nonperizinan.

(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan secara langsung dan/atau
elektronik.
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(3) DPMPTSP dalam memberikan pelayanan konsultasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi
dengan Perangkat Daerah Teknis dan Instansi Terkait.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat
permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan
perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

(2) DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis
dan/atau Instansi Terkait dalam hal terdapat
permasalahan hukum dalam proses, pelaksanaan dan
setelah masa berlaku Izin selesai.

(3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi hukum.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, paling
sedikit meliputi:

a. kantor depan;

b. kantor belakang;

c. ruang pendukung; dan

d. alat/fasilitas pendukung.

(2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi
secara elektronik dan paling sedikit dilengkapi dengan:

a. koneksi internet;

b. aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran
proses penerbitan perizinan dan Nonperizinan, dan
arsip digital;

c. server aplikasi dan pengamanan  dikelola oleh
Perangkat Daerah Teknis yang membidangi teknologi
informatika;

d. telepon pintar (smartphone);

e. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan
kebutuhan; dan

f. genzet.

(3) Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan
mengacu kepada standar pelayanan, kebutuhan, dan
perkembangan teknologi.
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13.

Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 22

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan
kerja yang meliputi:

a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal selaku Lembaga OSS;

b. hubungan kerja DPMPTSP dengan instansi vertikal,
lembaga Negara dan lembaga lainnya;

c. hubungan kerja DPMPTSP dengan Pemerintah Provinsi
lain;

d. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah
Teknis;

e. hubungan kerja  DPMPTSP dengan  DPMPTSP
Kabupaten/Kota; dan

f. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah
terkait Kabupaten/Kota

(2) Tata hubungan kerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Perizinan Berusaha, perizinan, dan Nonperizinan secara
teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

(2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
ditemukan pelanggaran, Perangkat Daerah Teknis
mengeluarkan rekomendasi kepada DPMPTSP sebagai
bahan pertimbangan pencabutan perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

(3) Gubernur Selaku Wakil pemerintah pusat di daerah
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perizinan dan
Nonperizinan di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan
Berusaha, perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan
dengan membentuk tim pengawasan terintegrasi dan
terkoordinasi.



14. Ketentuan huruf a Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 26

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

15. Ketentuan Lampiran [ diubah, sehingga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

16. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga
sebagaimana tercantum = dalam = Lampiran

merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Gubernur ini.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

II

Peraturan

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 29 Oktober 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala B1ro Hukum Setda Provinsi Bali

Ida Bagus :"c e Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 46
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

Jenis Pelayanan

No. Sektor — —
Perizinan Nonperizinan
1 2 3 4
1. Pariwisata 1. Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata
(KTPP) Umum
2. Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata
(KTPP) Umum
2. Ketenagakerjaan dan . Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk | 1. Surat Keterangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan
ESDM Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dengan Total Kapasitas Kerja) Pemasangan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
Pembangkit Tenaga Listrik lebih dari 500 kW (lima | 2- Surat Keterangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan
ratus kilowatt) Instansi Pemerintah Kerja) Pemanfaatan Instalasi Listrik
3. Perindustrian dan . Izin Penggunaan Label Branding Bali Untuk 1. Rekomendasi Surat Keterangan Minuman Beralkohol
Perdagangan Perusahaan (SKMB) untuk Distributor
4. Pekerjaan Umum, . Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Daerah Irigasi | 1. Lisensi Arsitek Provinsi Bali
Penataan Ruang, Kewenangan Provinsi Bali 2. Perpanjangan Lisensi Arsitek Provinsi Bali
Perumahan dan 3. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air Daerah
Kawasan Permukiman Irigasi Kewenangan Provinsi Bali
4. Persetujuan Kegiatan Pembangunan Pengaman
Pantai di Provinsi Bali
5. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan
Non Berusaha
5. Kehutanan dan 1. Persetujuan Pemerintah

Lingkungan Hidup

Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan

Hutan




Kesatuan Bangsa Dan
Politik

1.

Surat Keterangan Penelitian

Pendidikan

. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan

Pendidikan Khusus

. Operasional Satuan Pendidikan Menengah dan

Pendidikan Khusus

. Izin Pembukaan Program keahlian pada Satuan

Pendidikan Menengah Kejuruan

. Izin Penggabungan Satuan Pendidikan Menengah dan

Pendidikan Khusus

. Izin Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan

Pendidikan Khusus

Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan

Anak

. Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) Lintas

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

Lintas Provinsi yang berdomisili di Provinsi Bali
Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)

Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan
Sosial (LKS)

Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga
Negara Indonesia berdasarkan Adat Kebiasaan
Setempat

Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga
Indonesia  berdasarkan  Peraturan Perundang-
Undangan.

Pertanian dan
Ketahanan Pangan

Rekomendasi Pemasukan Ternak Unggas DOC (Day
Old Chicken), GP (Grand Parent), GGP (Grand Grand
Parent) Antar Negara

Rekomendasi Pengeluaran Ternak Unggas DOC (Day
Old Chicken), GP (Grand Parent), GGP (Grand Grand
Parent) Antar Negara

Rekomendasi Pemasukan Ternak Unggas DOD (Day
Old Duck), GP (Grand Parent), GGP (Grand Grand
Parent) Antar Negara

Rekomendasi Pengeluaran Ternak Unggas DOD (Day
Old Chicken), GP (Grand Parent), GGP (Grand Grand
Parent) Antar Negara

Rekomendasi Pemasukan Telur Tetas (Hatching Egg)
Antar Negara

Rekomendasi Pengeluaran Telur Tetas (Hatching Egg)
Antar Negara




7. Rekomendasi Pemasukan Ternak/Hewan/Satwa
Antar Negara
8. Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa
Antar Negara
9. Rekomendasi Pemasukan Ternak/Hewan/Satwa
Untuk Keperluan Konservasi Antar Negara
10. Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa
Untuk Keperluan Konservasi Antar Negara
11. Rekomendasi Pemasukan Ternak/Hewan/Satwa
Untuk Keperluan Lomba Hewan Kesayangan Antar
Negara
12. Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa
Untuk Keperluan Lomba Hewan Kesayangan Antar
Negara
13. Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal
Hewan Antar Negara
14. Rekomendasi Pengeluaran Produk Pangan Asal
Hewan Antar Negara
15. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non
Pangan Antar Negara
16. Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan Non
Pangan Antar Negara
10 Perhubungan 1. Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Sewa Khusus (ASK) | 1. Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Antar Kota
2. Peremajaan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) Dalam Provinsi (AKDP)
3. Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Sewa | 2. Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Antar
Khusus (ASK) Jemput Dalam Provinsi (AJDP)
4. Permohonan/Penambahan Kuota Angkutan Sewa | 3. Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Taksi
Khusus (ASK)
5. Perpanjangan/Pengembalian Kuota Angkutan Sewa
Khusus (ASK)
6. Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Kota Dalam
Provinsi (AKDP)
7. Peremajaan Kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam
Provinsi (AKDP)
8. Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar
Kota Dalam Provinsi (AKDP)
9. Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Jemput

Dalam Provinsi (AJDP)

10.Peremajaan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi

(AJDP)




11.Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar
Jemput Dalam Provinsi (AJDP)

12.Penambahan/Perpanjangan Kuota Angkutan Taksi

13.Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Taksi Peremajaan
Kendaraan Angkutan Taksi

14.Peremajaan Kendaraan Angkutan Taksi

15.Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Taksi

Salinan sesuai dengan aslinya GUBERNUR BALIL
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A. SEKTOR PARIWISATA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) Umum

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023

tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja dibidang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi  Secara  Elektronik  Sektor
Pariwisata Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1235);

Jenis Standar
Perizinan/Non PD Teknis Dasar Hukum Bi Waktu (hari kerja)
. iaya(Rp)
Perizinan
1 2 3 4 5
Penerbitan Dinas 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tidak 1. Tim Kerja pada DPMPTSP
Kartu Tanda Pariwisata tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Dikenakan melakukan
Pengenal Provinsi Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Biaya verifikasi administrasi
Pramuwisata Bali Tambahan Lembaran Negara  Republik paling lama 2 (dua) hari
(KTPP) Umum Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah kerja sejak berkas
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 diterima;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lama 3 (tiga) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan / penolakan

KTPP paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak
rekomendasi teknis yang
benar diterima dari PD
Teknis.




Jenis

Perizinan/Non PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
. Biaya(Rp)
Perizinan
1 2 3 4 S
4. Peraturan Daerah  Nomor 5 Tahun

2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun
2021 Tentang Standar Penyelenggaraan
Kepariwisataan Budaya Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 52).

Persyaratan:

Dokumen asli diunggah dalam format (pdf/jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb)

1. Warga Negara Indonesia;

Surat Permohonan pengajuan KTPP;

Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

Nomor Pokok Wajib Pajak;

Melampirkan surat keterangan tempat tinggal di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan,;

Berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah;

Sertifikat Kompetensi kepemanduan wisata;

Sertifikat pengetahuan budaya Bali;

Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas/sederajat dan mempunyai pengalaman magang paling singkat 2 (dua) tahun
sebagai Pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata di Provinsi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Asosiasi Biro Perjalanan
Wisata,;

10. Surat keterangan bebas narkoba;

11. Surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah;

12. Surat keterangan catatan kepolisian;

13. Pasfoto 2X3 (dua kali tiga) latar belakang merah menggunakan busana adat Bali.

14. Kartu BPJS Kesehatan yang masih aktif

15. Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif

kW

0 oNo



Prosedur/Tata Cara :

1.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik
melalui laman prestise.baliprov.go.id ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sesuai persyaratan apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap,
dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis, melakukan verifikasi teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan /penolakan dan dikirim ke Tim Kerja pada DPMPTSP ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk
penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat
Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan

Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi
secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id .




Bagan Alur Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) Umum

Pelak Mutu Baku
: Pengrima )
No. Kegiatan . ) Ka. PD Teknis Ka. FD ) Ka. e Keterangan
Pemohon Berkas/PPA | PPA Muda Ketua Tim DPMPTSP | (Tim Teknis) Teknis PPA Muda Ketua Tim DPMPTSP Kelengkapan Durasi (Hari Kerja) Qutput
Pertama
1 |Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi — Dokumen permohonan 2 Dokumen permohonan izin/nonizin
parsyaratan izin/nonizin secara elektronik AR I I sesuai dengan daftar
k |
| bt ] parsyaratan
| h !
2 |Penerima Berkas/PPA Pertama melakukan pemeriksaan : ¥ 1 hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izinfnonizin sesuai
kesesuaian data dokumen pengajuan izin/nonizin [ L oK | permohonan secara dan dilanjutkan ke PPA Muda atau
[ revisi | |- I ) ) . .
\ : elektronik dikembalikan ke pemohon untuk direvisi
! 1
3 |PPA Muda menindaklanjuti pemeriksaan keabsahan dan : ¥ : hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izinfnonizin absah
mengevaluasi kelayakan dokumen pengajuan ! revisi - 1 N permohonan secara dan layak dilanjutkan ke tahap kajian
izin/nonizin T T ) oK elektronik teknis/verifikasi lapangan atau
T dikembalikan ke pemohon untuk direvisi
4 | PD Teknis (Tim Teknis) melakukan kajian teknisiverifikasi - hak akses sistem, Dokumen 3 Konsep Rekomendasi Teknis
sesuai ketentuan teknis atas dokumen pengajuan oK permohonan secara {Persetujuan/Penolakan)
izinfnonizin i 1 elektronik
5 |Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan elektronik k. hak akses sistem, konsep Rekomendasi Teknis (Persetujuan/
terhadap rekomendasi teknis oK rekomitek, tandatangan Penolakan)
I elektronik
6 |PPA Muda melakukan validasi rekomendasi teknis hak akses sistem, Dokumen 2 Dokumen pengajuan izinfnonizin dan
terhadap berkas permohonan, serta mengkonsep oK permohonan secara rekomtek absah dan layak dilanjutkan ke
izinfnonizin 1 elektronik, Rekomtek tahap perumusan konsep izin/nonizin
A
7 |Ketua Tim menganalisis rekomendasi teknis terhadap L hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izinfnonizin dan
berkas permohonan dan melakukan finalisasi konsep reulsL L || oK permohonan secara rekomtek absah dan konsep izin/nonizin
izinfnonizin atau penolakan 1 elektronik, Rekomtek valid
e
& |Ka. DPMPTSP menandatangani secara elekironik 'I‘ Rekomiek, tandatangan Izin/Monizin atau Surat Penolakan
izinfnonizin atau penolakan ] elektronik tertandatangan elekironik
revisi oK
I
I 1
l.“ A
Tolak/TTE |
| -_—




2. Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) Umum

Jenis Standar
Perizinan/Non PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
. Biaya(Rp)
Perizinan

1 2 3 4 5
Perpanjangan Dinas 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun Tidak 1. Tim Kerja pada
Kartu Tanda Pariwisata 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Dikenakan DPMPTSP melakukan
Pengenal Provinsi Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Biaya verifikasi administrasi
Pramuwisata Bali Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia paling lama 2 (dua) hari
(KTPP) Umum Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan kerja sejak berkas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang diterima;

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023
tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja dibidang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tentang
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1235);

Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

. Verifikasi teknis pada

PD Teknis dilakukan
paling lama 3 (tiga) hari

kerja sejak  berkas
diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

KTPP paling lambat 2
(dua) hari kerja sejak
rekomendasi teknis
yang benar diterima
dari PD Teknis.




Jenis

Perizinan/Non PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
. Biaya(Rp)
Perizinan
1 2 3 4 5

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021
tentang Standar Penyelenggaraan
Kepariwisataan Budaya Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 52).

Persyaratan:
Dokumen asli diunggah dalam format (pdf/jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb)

1.

o~ BN

0.
1.

Surat permohonan pengajuan perpanjangan KTPP ;

Kartu Tanda Penduduk ;

Nomor Pokok Wajib Pajak;

Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata;

Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali;

Kartu Tanda Anggota dari Organisasi Pramuwisata;

Surat keterangan /rekomendasi dari organisasi pramuwisata;
KTPP Lama;

Pasfoto 2X3 latar belakang merah menggunakan busana adat bali;
Kartu BPJS Kesehatan yang masih aktif

Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif

Prosedur/Tata Cara :

1.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara
elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kelengkapan dokumen sesuai persyaratan apabila dokumen dinyatakan lengkap, lanjut mohon
rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada
pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis, melakukan verifikasi teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan /penolakan dan dikirim ke Tim Kerja pada DPMPTSP;
Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian rekomendasi Tenis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk
penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat
Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan




5.

Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan
terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id .

Bagan Alur Pelayanan Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) Umum

Pelak Mutu Baku
i Penerima )
Ne Kegiatan Pemaohon Berkas/PPA | PPA Muda Ketua Tim DPr:;fSP (':E’I Eﬁ:i; ?’:k:g PPA Muda Ketua Tim DPr:I(;.TSP Kelengkapan Durasi (Hari Kerja) Cutput eterangan
Pertama
1 | Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi . Dokumen permohonan 2 Dokumen permohonan izinfnonizin
persyaratan izin/nonizin secara elekironik ! R D o sesuai dengan daftar
! [
persy
2 |Penerima Berkas/PPA Pertama melakukan pemeriksaan T ] hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izinfnonizin sesual
kesesuaian data dokumen pengajuan izin/nonizin q . - (R oK | permohonan secara dan dilanjutkan ke PPA Muda atau
revisi - ) - I
e elektronik dikembalikan ke pemohon untuk dirgvisi
3 | PPA Muda menindaklanjuti pemeriksaan keabsahan dan hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izin‘nonizin absah
mengevaluasi kelayakan dokumen pengajuan revisi ‘ ‘ . ‘ ‘ { R permohonan secara dan layak dilanjutkan ke tahap kajian
izinfmonizin oK elektronik teknis/verifikasi lapangan atau
dikembalikan ke pemohon untuk dirgvisi
4 | PD Teknis (Tim Teknis) melakukan kajian teknisiverifikasi hak akses sistem, Dokumen 3 Konsep Rekomendasi Teknis
sesuai ketentuan teknis atas dokumen pengajuan oK permohonan secara (Persetujuan/Penclakan)
izinfmonizin elektronik
5 |Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan elektronik hak akses sistem, konsep Rekomendasi Teknis {Persetujuan/
terhadap rekomendasi teknis oK rekomiek, tandatangan Penolakan)
elektronik
6 | PPA Muda melakukan validasi rekomendasi teknis hak akses sistem, Dokumen 2 Dokumen pengajuan izin/nonizin dan
terhadap berkas permohonan, serta mengkonsep permohonan secara rekomiek absah dan layak dilanjutkan ke
izinfnonizin oK - elektronik, Rekomtek tahap perumusan konsep izininonizin
7 | Ketua Tim menganalisis rekomendasi teknis terhadap [ o hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izin/nonizin dan
berkas permohonan dan melakukan finalisasi konsep revisi | | oK permohonan secara rekomtek absah dan konsep izinfmonizin
izinfnonizin atau penolakan L elektronik, Rekomiek valid
& |Ka. DPMPTSP menandatangani secara elekironik A . Rekomtek, tandatangan Izin/Nonizin atau Surat Penolakan
izinfnonizin atau penolakan - oK elektronik tertandatangan elekironik
revisi
|'.‘—-\\'|
Tolak/TTE | |




B. SEKTOR KETENAGAKERJAAN DAN ESDM

1. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pemasangan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5
Surat Dinas 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tidak 1. Tim Kerja pada
Keteran Ketenagakerjaan tentang Keselamatan Kerja (Sekretaris Dikenakan DPMPTSP melakukan
gan K3 . . . o . . .
(Keselamatan dan ESDM Negara Republik Indonesia); Biaya verifikasi administrasi
dan Kesehatan Provinsi Bali ' ' pali.ng lama} 2 (Dua) hari
Kerja) 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan kerja sejak berkas
Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 diterima:
Pemasangan ;
tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan
APAR [Alat Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan; ;
Pemadam Api P gan; 2. Penerbitan/penolakan
Ringan) . . . Surat Keterangan K3
& 3. Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor Ins. (Keselamatan dan
11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Kesehatan Kerja)

Khusus Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pemasangan APAR (Alat

Penanggulangan Kebakaran Pemadam Api Ringan)

paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak
verifikasi administrasi
dan berkas dinyatakan
lengkap.

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi :
1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
bermeterai Rp. 10.000,-;
2. Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah Teknis (Disnaker dan ESDM Provinsi Bali)



Nk W

KTP Pemohon;

Wajib Lapor Ketenagakerjaan,;

NIB (Nomor Induk Berusaha) yang terbaru;

Kartu BPJS Kesehatan/Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif;

Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif;

Prosedur/Tata Cara :

1.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman
prestise.baliprov.go.id;

. Tim Kerja pada DPMPTSP Perizinan memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan administrasi, apabila telah lengkap,

diajukan kepada Kepala Dinas untuk diterbitkan Surat Keterangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pemanfaatan Instalasi Listrik. Apabila
dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi atau ditolak dengan disertai alasan;

. Kepala DPMPTSP Provinsi Bali menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keterangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pemasangan

APAR (Alat Pemadam Api Ringan); dan
Surat Keterangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pemasangan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dapat diunduh melalui akun yang
dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Surat Keterangan K3 Pemasangan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Penerima . o Keterangan
Pemohon Berkas/PPA PPA Muda Ketua Tim Ka. DPMPTSP Kelengkapan Durasi (Hari Kerja) Cutput
Pertama

1 | Pemohon mengajukan permohonan dan Dokumen 2 Dokumen permohonan izinfnonizin
mengunggah persyaratan izin/nonizin Y permohonan sesuai
melalui sistem elektronik - } oK = dengan daftar

| parsyaratan

2 |Penerima Berkas/PPA Pertama : Hak akses, Dokumen permohaonan izinfnonizin sesuai
melakukan pemeriksaan kesesuaian data L Dokumen dan dilanjutkan ke PPA Muda atau
dokumen pengajuan izinfnonizin : revisi | permohonan dikembalikan ke pemohon untuk direvisi

: oK
e -

3 | PPA Muda menindaklanjuti pemeriksaan v _ Hak akses, Dokumen pengajuan izinfnonizin absah
keabsahan dan mengevaluasi kelayakan . Dokumen dan layak dilanjutkan ke tahap perumusan
dokumen pengajuan izinfnonizin, serta revisi - permohonan konsep izinfnonizin atau dikembalikan ke
merumuskan konsep izin/nonizin oK pemohon untuk direvisi

4 [Ketua Tim menganalisis kelayakan Hak akses, Konsep izin‘nonizin layak untuk
dokumen pengajuan izin‘nonizin dan Dokumen memperoleh persetujuan Ka. DPMPTSP
melakukan finalisasi konsap iZinfonizin revisi Y permohonan atau dikembalikan ke pamohon untuk
atau penolakan N direvisi

£ >

5 [Ka. DPMPTSP mengkaji dan memutuskan Dokumen 2 Persetujuan atau Penolakan IzinfNonizin
persetujuan/penolakan pengajuan Tolak permchonan, tanda
izinfnonizin Ok tangan elekironik

L
Catatan:

————————— . Dokumen pengajuan dikembalikan untuk direvisiiditolak

- Dokumen pengajuan diproses lebih lanjut

* . Sesuai ketentuan yang berlaku




2. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pemanfaatan Instalasi Listrik

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5

Surat Dinas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tidak 1. Tim Kerja pada DPMPTSP
Keterangan K3 Ketenagakerjaan tentang Keselamatan Kerja (Sekretaris Dikenakan melakukan verifikasi
(Keselamatan dan ESDM Negara Republik Indonesia); Biaya administrasi paling lama 2
dan Kesehatan Provinsi Bali (Dua) hari kerja sejak berkas
Kerja) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan diterima;

Pemanfaatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang

Instalasi Listrik

Perubahan atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Listrik di Tempat Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

. Penerbitan/penolakan Surat

Keterangan K3 (Keselamatan
dan Kesehatan Kerja)
Pemanfaatan Instalasi Listrik
paling lambat 2 (dua) hari
kerja sejak verifikasi

15395); administrasi dan berkas

dinyatakan lengkap.

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi :
1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
bermeterai Rp. 10.000,-;
Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah Teknis (Disnaker dan ESDM Provinsi Bali);
KTP Pemohon;
Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
NIB (Nomor Induk Berusaha) yang terbaru;
Kartu BPJS Kesehatan/Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif;
Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif;

Nouraebd



Prosedur/Tata Cara :

1.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman
prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan administrasi, apabila telah lengkap, diajukan
kepada Kepala Dinas untuk diterbitkan Surat Keterangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pemanfaatan Instalasi Listrik. Apabila
dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi atau ditolak dengan disertai alasan;

Kepala DPMPTSP Provinsi Bali menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keterangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pemanfaatan
Instalasi Listrik; dan

Surat Keterangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pemanfaatan Instalasi Listrik dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Surat Keterangan K3 Pemanfaatan Instalasi Listrik

Pelaksana Mutu Baku
. Penerima
No. Kegiatan Keterangan
= Pemohon Berkas/PPA PPA Muda Ketua Tim Ka. DPMPTSP Kelengkapan Durasi (Har Kerja) QOutput g
Pertama
1 |Pemohon mengajukan permohonan dan Dokumen 2 Dokumen permohonan izin/nonizin
mengunggah persyaratan izininonizin I permohonan sesuai
melalui sistem elektronik ™ = OK dengan daftar
I ~ / -‘ persyaratan
|
2 |Penerima Berkas/PPA Pertama | 1 Hak akses, Dokumen permohonan izin/nonizin sesuai
melakukan pemeriksaan kesesuaian data |+ ] el Dokumen dan dilanjutkan ke PPA Muda atau
dokumen pengajuan izin/nonizin | revisi ' permohaonan dikembalikan ke pemahan untuk direvisi
! OK
| |
3 |PPAMuda menindaklanjuti pemeriksaan I ? Hak akses, Dokumen pengajuan izinnonizin absah
keabsahan dan mengevaluasi kelayakan | _ | | _ revisi |~ —|— - Dokumen dan layak dilanjutkan ke tahap perumusan
dokumen pengajuan izin/nonizin, serta I | permohaonan konsep izin/nonizin atau dikembalikan ke
merumuskan konsep izininonizin : OK pemahan untuk direvisi
|
4 |Ketua Tim menganalisis kelayakan : J. Hak akses, Konsep izininenizin layak untuk
dokumen pengajuan izin/nonizin dan R I _ . Dokumen memperoleh persetujuan Ka. DPMPTSP
melakukan finalisasi kensep izin/onizin revisi ¥ permohonan atau dikembalikan ke pemaohon untuk
atau penalakan direvisi
5 [Ka. DPMPTSP mengkaiji dan Tolak . Dokumen 2 Persetujuan atau Penolakan lzin/Nonizin
memutuskan persetujuan/penolakan o8 permohonan, tanda
O

pengajuan izinfnonizin

tangan elektronik

Catatan:

--------- - Dokumen pengajuan dikembalikan untuk direvisilditolak
- Dokumen pengajuan diproses lebih lanjut

*: Sesuai ketentuan yang berlaku




3. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dengan Total Kapasitas Pembangkit
Tenaga Listrik lebih dari 500 kW (lima ratus kilowatt) Instansi Pemerintah

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5
Izin Usaha Dinas . Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tidak 1. Tim Kerja pada DPMPTSP
Penyediaan Ketenagakerjaan 2009 tentang Ketenagalistrikan Dikenakan melakukan
Tenaga Listrik dan ESDM (Lembaran Negara Republik Biaya verifikasi administrasi paling

untuk
Kepentingan
Sendiri (IUPTLS)
dengan Total
Kapasitas
Pembangkit
Tenaga Listrik
lebih dari 500
kW (lima ratus
kilowatt)
Instansi
Pemerintah

Provinsi Bali

Indonesia Tahun 2009 Nomor 133);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2007 tentang Energi (Lemharan
Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 96);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

. Undang - Undang Nomor 15 tahun

2023 Tentang Provinsi Bali;

. Peraturan Pemerintah Nomor 62

Tahun 2012 tentang Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik

. Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2014 tentang Perubahan

lama 2 (dua) hari kerja sejak
berkas diterima;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling lama
15 (Lima Belas) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan Izin

paling lambat 2 (dua) hari
kerja sejak Surat Keterangan
Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik untuk Kepentingan
Sendiri, yang benar diterima
dari PD Teknis




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik;

Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral,

Peraturan Nomor 33 Tahun 2023
tentang Konversi Energi;

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun
2023 tentang Urusan Pemerintahan
Konkuren Tambahan di Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral
pada sub-Bidang Energi Baru
Terbarukan;

Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 11
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Usaha Ketenagalistrikan;

Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 12
Tahun 2021 tentang Klasifikasi,
Kualifikasi, Akreditasi, dan
Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang
Tenaga Listrik;

Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Rencana Umum Energi Daerah




Jenis Standar

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5

Provinsi Bali Tahun 2020-2050;

15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45
Tahun 2019 tentang Bali Energi
Bersih.

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
bermeterai Rp. 10.000,-;

2. Identitas Pemohon :

1) Nama Pemohon;

2) Alamat Pemohon;

3) Alamat Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
4) Telepon/Faks;

S) Email;

0) NPWP;

3. Lokasi Instalasi tata letak (Gambar Situasi) dengan ketentuan;
1) Tata Letak Pembangkit dan letak ruang pembangkit;

4. Diagram satu garis dengan ketentuan :
1) Instalasi yang ada pada lokasi instalasi yang terhubung dalam 2 (dua) sistem Instalasi Tenaga Listrik;

S. Jenis dan Kapasitas Instalasi Penediaan Tenaga Listrik dengan ketentuan :
1) Total Pembangki;
2) Jenis Pembangkit;



6.
7.

3) Spesifikasi pembangkit;
4) Jenis bahan bakar.

Kartu BPJS Kesehatan/Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif;
Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif (bagi pemohon yang sudah bekerja);

Prosedur/Tata Cara :

1.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman
prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen dinyatakan lengkap, lanjut
mohon Surat Keterangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di atas
500 kW (Lima ratus kilowatt) ke Perangkat Daerah Teknis. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada
pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan Surat Keterangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas Pembangkit Tenaga
Listrik di atas 500 kW (Lima ratus kilowatt) berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Surat Keterangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Total
Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di atas 500 kW (Lima ratus kilowatt) , apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dengan Kapasitas di atas 500 KW Instansi Pemerintah. Apabila terdapat
kesalahan, Surat Keterangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di
atas 500 kW (Lima ratus kilowatt) dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila Surat Keterangan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di atas 500 kW (Lima ratus kilowatt) menolak
permohonan izin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dengan Kapasitas di atas 500 KW Instansi Pemerintah dapat diunduh
melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id.




Bagan Alur Pelayanan lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dengan Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik lebih dari 500 kW (lima ratus kilowatt) Instansi Pemerintah

Pelak Mutu Baku
: Pengrima )
No. Kegiatan . ) Ka. PD Teknis Ka. PD ) Ka. e Keterangan
Pemohon Berkas/PPA | PPA Muda Ketua Tim DEMPTSP | (Tim Teknis) Teknis PPA Muda Ketua Tim DEMPTER Kelengkapan Durasi (Hari Kerja) Cutput
Pertama
1 | Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi P Dokumen permohonan 2 Dokumen permohonan izinfmonizin
persyaratan izin/nonizin secara elekironik b U o, sesuai dengan daftar
| = ] persyaratan
| A !
2 | Penerima Berkas/PPA Pertama melakukan pemeriksaan : L | hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izinnonizin sesuai
kesesuaian data dokumen pengajuan izin/nonizin [ - oK | permohonan secara dan dilanjutkan ke PPA Muda atau
oo revisio| o - I ] ) - R
I ! elektronik dikembalikan ke pemohon untuk direvisi
! 1
3 | PPA Muda menindaklanjuti pemeriksaan keabsahan dan | ¥ . hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izin/nonizin absah
mengevaluasi kelayakan dokumen pengajuan ! revisi . ] _ permchonan secara dan layak dilanjutkan ke tahap kajian
izinfnonizin T ] ! oK elektronik teknis/verifikasi lapangan atau
T dikembalikan ke pemohon untuk direvisi
4 | PD Teknis (Tim Teknis) melakukan kajian teknis/verifikasi - hak akses sistem, Dokumen 15 Konsep Rekomendasi Teknis
sesuai ketentuan teknis atas dokumen pengajuan oK permohonan secara {Persetujuan/Penolakan)
izinfnonizin B 1 elektronik
5 |Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan elektronik k. hak akses sistem, konsep Rekomendasi Teknis (Persetujuan/
terhadap rekomendasi teknis oK rekomtek, tandatangan Penolakan)
1 I elektronik
6 | PPA Muda melakukan validasi rekomendasi teknis k. hak akses sistem, Dokumen 2 Dokumen pengajuan izin/nonizin dan
terhadap berkas permohonan, serta mengkonsep permohonan secara rekomtek absah dan layak dilanjutkan ke
izinfnonizin - 0K elektronik, Rekomtek tahap perumusan konsep izinfnonizin
A
7 | Ketua Tim menganalisis rekomendasi teknis terhadap - k. hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izinnonizin dan
- revisi o .
berkas permohonan dan melakukan finalisasi konsep 1 || oK permohonan secara rekomtek absanh dan konsep izin/nonizin
izinfnonizin atau penolakan 1 elektronik, Rekomtek valid
-
8 |Ka. DPMPTSP menandatangani secara elektronik T" Rekomtek, tandatangan Izin/Nonizin atau Surat Penolakan
izinfnonizin atau penolakan oK elektronik tertandatangan elkektronik
revisi ]
1 1
K/TT f |
Tola E
| -_—




C. SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) untuk Distributor

Jenis Pelayanan

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7115);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan
Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Perubahan

Perdagangan

keenam  Atas Peraturan Menteri
Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014

Perizinan/ PD Teknis Dasar Standar W.aktu‘
Nonperizinan Hukum Biaya (Rp) (hari kerja)

1 2 3 4 S
Rekomendasi Dinas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tidak 1. Tim Kerja pada DPMPTSP
Surat Perindustrian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Dikenakan melakukan
Keterangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Biaya verifikasi administrasi
Minuman Perdagangan Penet Perat P intah P ti Undane- paling lama 2 (dua) hari
Beralkohol Provinsi Bali cnetapan teraturan remerintah tehggan 1 n ang kerja sejak berkas
(SKMB) untuk Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diterima;
Distributor Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

Rekomendasi Surat
Keterangan Minuman
Beralkohol untuk

Distributor, paling lambat
2 (dua) hari kerja sejak
diterima Surat
Keterangan Verifikasi
Kebenaran Dokumen dari
PD Teknis.




Jenis Pelayanan

Perizinan/ PD Teknis Dasar Standar W.aktu.
Nonperizinan Hukum Biaya (Rp) (hari kerja)
1 2 3 4 5

tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan, Minuman
Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 341).

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun
2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau
Standar  Produk/Jasa Pada  Penyelenggaraan
Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko  Sektor
Perdagangan dan Metrologi Legal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 750).

Persyaratan:
Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

0o Nooahk b

_.
e

— =
N =

Surat Permohonan dari perusahaan yang ditujukan Kepada Gubernur Bali Cq. Kepala DPMPTSP Provinsi Bali bermaterai Rp.10.000,- dilengkapi cap
dan ttd penanggungjawab perusahaan;

Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Akta Perubahan dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang serta Akta Perubahan;

Surat penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol dari produsen dan/atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB);

Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL) dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan, untuk minuman beralkohol golongan B dan C;
Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 46333 Perdagangan Besar Minuman Beralkohol,;

Tanda Daftar Gudang (TDG) melalui Sistem OSS dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Valid;

KTP Pemohon /Penanggungjawab Perusahaan;

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SK-MB;

Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian bagi perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri (untuk perusahaan yang mengambil
produk dalam negeri, jika mengambil produk luar negeri, agar membuat surat keterangan tidak mengambil produk dalam negeri );

I1zin Edar dari BPOM,;

Surat Pernyataan dari Pemohon/Penanggungjawab Perusahaan bermaterai Rp.10.000,- yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan



Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk;
13. Surat Pernyataan dari Pemohon/Penanggungjawab Perusahaan bermeterai cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang;
14. Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif; dan
15. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif.

Prosedur/Tata Cara :

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui
laman prestise.baliprov.go.id ;

2. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sesuai persyaratan apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon Surat Keterangan Verifikasi Kebenaran Dokumen ke Perangkat Daerah Teknis. Apabila dokumen permohonan dinyatakan
tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

3. Perangkat Daerah Teknis, melakukan verifikasi teknis sesuai dengan Peraturan yang telah ditentukan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan Surat Keterangan Verifikasi Kebenaran Dokumen berupa persetujuan /penolakan dan dikirim ke Tim Kerja pada
DPMPTSP ;

4. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian hasil verifikasi teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk
penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) untuk Distributor. Apabila terdapat kesalahan pada hasil
verifikasi, maka dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila Surat Keterangan verifikasi menolak
permohonan, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem;

S. Kepala DPMPTSP Provinsi Bali menindaklanjuti dengan menerbitkan Rekomendasi Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) untuk
Distributor; dan
6. Rekomendasi Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) untuk Distributor dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon

pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id




Bagan Alur Pelayanan Rekomendasi SKMB untuk Distributor

Pelaksana Mutu Baku
Kegaan Peneama Ka PDTeknis | Ka PD Ka Keterangan
Pemohon Berkas/PPA | PPA Muda | KewaTim DPUPTSP | (Tim Teknis)|  Teknis PPA Muda | KewaTim PVPTSE Kelengkapan Durasi (Hari Kerja) Ouiput
Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi Dokumen permohonan Dokumen permohonan izin/nonizin
persyaratan izin/nonizin secara elekironi (_,. sesuai dengan datar
: [ persyaraian
|
Penenima Berkas/PPA Perlama melakukan : ¥ hak akses sistem, Dokumen pengauan izin/nonizin sesual
pemeniksaan kesesuaian data dokumen pengajuan | EEEE 1 revisi ___lo|( L Dokumen permohonan dan dilanjufan ke PPA Muda atau
izinfnonizin ! $ecara elekronik dikembalikan ke pemohon uniuk direvisi
PPA Muda menindaklanjus pemeriksaan keabsahan | ¥ hak akses sistem, Dokumen pengajuan izin/nonizin absah
dan mengevalasi kelayakan dokumen pengauan S S revisi ._.._. Dokumen permohonan dan layak dlanjuian ke Ehap kaian
izin/nonizin ' : 0K secara elekironik teknis/verificasi lapangan atau
PD Teknis (Tim Teknis) melakukan kggan =~ | *-—---f--------f--mmoo oo _ hak akses sistem, Konsep Rekomendasi Teknis
teknis/verificasi sesual ketenluan teknis atas oK Dokumen permohonan (Persetuuan/Penolakan)
dokumen pengaran zn/nonizn ] secara elekronk
Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan N hak akses sistem, konsep Rekomendasi Teknis (Persetujuan/
elskironk terhadap rekomendasi teknis x rekomiek, tandatangan Penclakan)
] eleironic
PPA Muda melakukan validasi rekomendasi teknis - hak akses sisem, Dokumen pengajuan izininonizin dan
terhadap berkas permohonan, seria mengkonsep oK Dokumen permohonan rekomiek absah dan layak dianuian
izin/nonizin " secara elekronik, ke tahap perumusan konsep izinfnonizin
4 Bekomisy
Ketua Tim menganalisis rexomendasi teknis terhadap revisi hak akses sisiem, Dokumen pengajuan izin/nonizin dan
berkas parmohonan dan melakukan fnalisasi konsep ; 0K Dokumen permohonan rekomisk absah dan konsep izin/nonizin
izin/nonizin atau penclakan secara elekironk, vaiid
L —
Ka. DPMPTSP menandatangani secara elekironik ! Rekomiek, tandatangan [zin/Nonizin atau Surat Penolakan
izinfnonizin aau penciakan revisi oK elekironik terfandatangan elekironik
Tolak/TTE t-- -
1 I
Catatan:

---------- : Dokumen pengauan dikembalikan uniuk direvisi/ditolak

: Dokumen pengajuan diproses lebih lanjut

* : Sesuai kefeniuan yang beraky




2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penggunaan Label Branding Bali untuk Perusahaan

Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 5

Izin Dinas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang | Tidak Tim  Kerja pada
Penggunaan Perindustrian Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara | Dikenakan DPMPTSP

lg?:relldin gg?da anean Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, | Biaya ;erﬁlfl?sliizsyerifgfnsi
Bali untik Provingsi Bgali, Tambahan — Lembaran  Negara  Republik lama 2 (dua)p har%
Perusahaan Indonesia Nomor 3821); kerja sejak berkas

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7115);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun
2022 tentang Labelisasi Produk Dengan
Branding Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun
2023 tentang Kontribusi Pelindungan
Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali Dari
Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat

diterima;

Verifikasi teknis
pada PD  Teknis
dilakukan paling
lambat 5 (lima) hari
kerja sejak berkas

diterima dari
DPMPTSP;
Penerbitan/penolak

an Izin Penggunaan
Label Branding Bali
untuk Perusahaan,
paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak
diterima
Rekomendasi Teknis
dari PD Teknis.




J.e.nis . Standar . .
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 S

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 7)

Persyaratan:

Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

1. Surat Permohonan dari perusahaan yang ditujukan Kepada Gubernur Bali Cq. Kepala DPMPTSP Provinsi Bali bermaterai Rp.10.000,- dilengkapi
cap dan ttd penanggungjawab perusahaan;

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Valid;

KTP Pemohon/Penanggungjawab Perusahaan;

Surat Keterangan dari desa/kelurahan yang menerangkan memiliki tempat usaha di wilayah Provinsi Bali;

Data persyaratan produk yang meliputi nama produk, jenis produk, jumlah produk, bahan baku produk, tanggal produksi atau masa berlaku
produk, dan keterangan produk;

o ;a LN

N

Desain label dan/atau kemasan produk;

Data kontribusi yang sudah pernah dilakukan perusahaan (dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa);
9. Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif; dan

10. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif.

o

Prosedur/Tata Cara :

1.  Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik
melalui laman prestise.baliprov.go.id ;

2. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sesuai persyaratan apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon Rekomendasi Teknis ke Perangkat Daerah Teknis. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan,;




Perangkat Daerah Teknis, melakukan verifikasi teknis sesuai dengan Peraturan yang telah ditentukan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan Dokumen kesepakatan penggunaan Branding Bali (tata cara penggunaan dan kontribusi yang akan
diberikan) serta Rekomendasi Teknis berupa persetujuan /penolakan dan dikirim ke Tim Kerja pada DPMPTSP;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian hasil verifikasi teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk
penerbitan Izin Penggunaan Label Branding Bali untuk perusahaan. Apabila terdapat kesalahan pada hasil verifikasi, maka
dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila Rekomendasi Teknis menolak permohonan, maka Tim Kerja pada
DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem,;

Kepala DPMPTSP Provinsi Bali menindaklanjuti dengan menerbitkan Izin Penggunaan Label Branding Bali untuk perusahaan; dan
Izin Penggunaan Label Branding Bali dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi secara
elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id




Bagan Alur Pelayanan Label Branding Bali untuk Perusahaan

Pelaksana Muiu Baku
Kegiatan Pe EePe'le'lgsi oA o X PD Teknis Ka. PD Ka. K o Keferangan
mohon rhas/PP A Muda £ua Tim - - - - - elengkapan uiput
DPMPTSP m Teknis) exnis DPMPTSP 9
Pemochon mengajukan permohonan dan melengkapi pr— Dokumen permohonan Dokumen permohonan izin/nonizin MIE, Surat Keterangan
persyaratan Zin/nonizin secara elekironik | I sesual dengan daftar Lok.asi Usaha dari Desa,
S persyaratan Dezain Kemasan,
Perzyaratan Praduk
Penerima Berkas/PPA Pertama melakukan hak akses sisem, Dokumen pengajuan izinfnonizin sesus
pemenksaan kesesuaian data dokumen pengapuan - revisi -+ L oK L Dokumen permohonan dan dilanjuian ke PPA Muda atau
Zinmonizin seCara elekinonik dikembalikan ke pemohon unfuk direvis:
3 |PPA Muda menindaklanjuf pemeniksaan keabeahan ¥ hak akses sisem, Dokumen pengajuan izin/monizin abssh
dan mengevaluasi kelayakan dokumen pengauan revisi Ll Ll Dekumen permohonan dan layak dilanjuiian ke tahap kajian
Zin/nonizin secara elekironik feknisiverikasi lapangan alau
dikembalikan ke pemohon uniuk dinevis:
PD Teknis (Tim Teknis) melakukan kajian hak akses sisem, Dokumen kesepakatan penggunasn
feknis/verikasl sesual kelenluan teknis alas | | oK Dokumen permohonan Branding Bali {tata cara penggunaan dan
dokumen pengaiuan izin/nonizin secara elekionik koniribusi yang akan diberikan) dan
Sural Kelerangan Vieniikasi Kebenaran
Dokumen
Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan hak akses sisiem, konssp Rekomendasi Teknis
elekironik terhadap rekomendasi teknis rekomick, tandatangan (Persetujuan/Penclakan)
elekironik
& |PPA Muda melakukan validasi ekomendasi teknis hak akses sisem, Dokumen pengajuan izin/nonizin dan
ferhadap berkas permohonan, serfa mengkonsep Dokumen permohonan rekomick. abesah dan layak dilanjuikan
Zin/nonizin secara elekironik, ke tahap perumusan konsep izininonizin
Fiekomick
Ketua Tim menganalisis rekomendasi ieknis tethadap hak akses sisiem, Dokumen pengajuan izinfnonizin dan
berkas permohonan dan melakukan inalisasi konsep oK L. Dokumen permohonan rekomick abeah dan konsep izininonizin
zZinfnonizin alau penolakan ¥ secara elekionik, walid
Heknnnish
Ka. DPMPTSP menandatangani secara elekironik Rekomick, tandatangan lzin/Neonizin afau Surat Penclakan
zZinfnonizin alau penolakan oK elekironik ferandatangan elekironik
¥
Ir i
Tolak/TTE i
I

—————————— . Dokumen pengauan dikembaliian uniuk dinevisi/ditolak

. Dokumen pengajuan diproses lebin lanjut

* : Sesual kefenfuan yang beraku




D. SEKTOR PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Standar Operasional Prosedur Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bali

Jenis
Perizinan/ . Standar Waktu
Nonperizinan PD Teknis Dasar Hukum Biaya (Rp) (hari kerja)
y
1 2 3 4 5
Izin Dinas 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 ) . Tim Kerja pada
Pengusahaan | Pekerjaan tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia gl_iak I DPMPTSP melialfukar%
Sumber Daya | Umum, Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Bilae;la an verifikasi administrasi
Air Daerah Penataan Indonesia Nomor 6871, Lembaran Lepas Menteri Sekretariat Y pahp g .lama. 2 (dua)
Irigasi Ruang, Negara 7 Halaman); hari kerja sejak berkas
Kewenangan | Lerumahan 8 ’ diterima;
Provinsi Bali dan Kawasan i i
Permukiman 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 . Verifikasi teknis pada
Provinsi Bali tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- PD Teknis dilakukan
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi paling lama 16 (enam
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun belas) har.i kgrja sejak
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik l;erka}sl c'hterlma dari
Indonesia Nomor 6841); emonon;
) i . Penerbitan/penolakan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019

tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah dicabut sebagian
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Izin paling lambat 2
(dua) hari kerja sejak
rekomendasi teknis
diterima di DPMPTSP.




Jenis

Perizinan/ . Standar Waktu
Nonperizinan PD Teknis Dasar Hukum Biaya (Rp) (hari kerja)
1 2 3 4 S

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dicabut
sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981, Lembaran
Lepas Menteri Sekretariat Negara 98 Halaman);




Jenis

Perizinan/ . Standar Waktu
Nonperizinan PD Teknis Dasar Hukum Biaya (Rp) (hari kerja)
1 2 3 4 S

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Penangkapan Ikan Terukur;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4624, Lembaran Lepas Menteri Sekretariat
Negara 47 Halaman);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92, Lembaran Lepas
Sekretariat Kabinet 16 halaman);

10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014

tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78, Lembaran
Lepas Sekretariat Kabinet 13 halaman);

11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan




Jenis

Perizinan/ . Standar Waktu
Nonperizinan PD Teknis Dasar Hukum Biaya (Rp) (hari kerja)
1 2 3 4 S

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956, Lembaran
Lepas Menteri Dalam Negeri 37 Halaman);

13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha
Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan
Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 87);

14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 23/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset
Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
707, Lembaran Lepas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat 22 Halaman);

15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan
Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 638, Lembaran Lepas Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 13 Halaman);

16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 12/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia




Jenis

Perizinan/ . Standar Waktu
Nonperizinan PD Teknis Dasar Hukum Biaya (Rp) (hari kerja)
2 3 4 S

Tahun 2015 Nomor 537, Lembaran Lepas Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat 6 Halaman);

17.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);

18.Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 24, Lembaran Lepas Gubernur
Provinsi Bali 19 Halaman).

Persyaratan :

1.

OOk N

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali bermeterai Rp. 10.000,-;

Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan;

Surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan;

Izin berusaha yang telah dimiliki sesuai dengan kegiatan pemanfaatan yang akan dilakukan;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha;

Akta pendirian beserta perubahannya;

Surat kuasa (sesuai kondisi pemohon dan jenis kegiatan dalam usulan);

Perjanjian kerja sama (sesuai status pemohon dan jenis kegiatan dalam usulan);

Surat keterangan untuk menyatakan hal terkait produksi berupa air minum (sesuai status pemohon dan jenis kegiatan dalam
usulan);

10.Dokumen perjanjian jual beli listrik/izin usaha pembangkit tenaga listrik/letter of intent penunjukan penyedia (sesuai status

pemohon dan jenis kegiatan dalam usulan);

11.Dokumen persyaratan teknis;

12.Kajian teknis (khusus kegiatan pembangkit listrik tenaga surya terapung).
13.Kartu BPJS Kesehatan/Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif;

14.Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif;




Prosedur/Tata Cara :

1.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik
melalui laman prestise.baliprov.go.id ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sesuai persyaratan apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon Rekomendasi Teknis ke Perangkat Daerah Teknis. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis, melakukan verifikasi teknis sesuai dengan Peraturan yang telah ditentukan. Hasil verifikasi
teknis ditindaklanjuti dengan menerbitkan Rekomendasi Teknis berupa persetujuan /penolakan dan dikirim ke Tim Kerja
pada DPMPTSP ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian hasil verifikasi teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP
untuk penerbitan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bali. Apabila terdapat kesalahan
pada hasil verifikasi, maka dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila Rekomendasi Teknis
menolak permohonan, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem;

Kepala DPMPTSP Provinsi Bali menindaklanjuti dengan menerbitkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Daerah Irigasi
Kewenangan Provinsi Bali; dan

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bali dapat diunduh melalui akun yang dimiliki
oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id
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2. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bali

Jenis
Perizinan/ PD Teknis Dasar Standar Waktu
Nonperizinan Hukum Biaya (Rp) (hari kerja)
1 2 3 4 5
Persetujuan Dinas 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun ) 1. Tim Kerja pada
Penggunaan Pekerjaan 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Tl‘dak DPMPTSP melakukan
Sumber Daya Umum, Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Dikenakan verifikasi administrasi
Air Daerah Penataan Negara Republik Indonesia Nomor 6871, Lembaran Lepas Biaya paling lama 2 (dua) hari
Irigasi Ruang, Menteri Sekretariat Negara 7 Halaman); kerja sejak  berkas
Perumahan diterima;

E:X/?g:ﬁgiﬁ dan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
Kawasan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 2. Verifikasi teknis pada
Permukiman Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja PD Teknis dilakukan

Provinsi Bali

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana
telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya dan telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

paling lama 16 (enam
belas) hari kerja sejak
berkas diterima dari
Pemohon;

. Penerbitan/penolakan

paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak
rekomendasi teknis
diterima di DPMPTSP.




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Standar Waktu
Nonperizinan Hukum Biaya (Rp) (hari kerja)
1 2 3 4 5

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6981, Lembaran Lepas Menteri Sekretariat Negara
98 Halaman);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7115;




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Standar Waktu
Nonperizinan Hukum Biaya (Rp) (hari kerja)
1 2 3 4 5

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4624, Lembaran Lepas
Menteri Sekretariat Negara 47 Halaman);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
92, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet 16 halaman);

10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

11.

12.

2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
78, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet 13 halaman);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956, Lembaran Lepas Menteri Dalam Negeri 37
Halaman);




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Standar Waktu
Nonperizinan Hukum Biaya (Rp) (hari kerja)
1 2 3 4 5

13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan
Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan
Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 87);

14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 707, Lembaran Lepas Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 22 Halaman);

15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang
Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638,
Lembaran Lepas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat 13 Halaman);

16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang
Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537,
Lembaran Lepas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat 6 Halaman);

17.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun
2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023
Nomor 2);




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Standar Waktu
Nonperizinan Hukum Biaya (Rp) (hari kerja)
1 2 3 4 5

18.Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 24 Tahun 2020
tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 24,
Lembaran Lepas Gubernur Provinsi Bali 19 Halaman)

Persyaratan:
Dokumen asli diunggah dalam format (pdf/jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb)

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
bermeterai Rp. 10.000,-;

Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan;

Surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab kegiatan;

Akta pendirian beserta perubahannya (jika pemohon berbentuk badan hukum);

Surat kuasa (sesuai status pemohon dan jenis kegiatan dalam usulan);

Perjanjian kerja sama (sesuai status pemohon dan jenis kegiatan dalam usulan);

Surat keterangan untuk menyatakan hal terkait produksi berupa air minum (sesuai status pemohon dan jenis kegiatan dalam usulan);
Dokumen yang diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga minihidro/pembangkit listrik tenaga mikrohidro (sesuai status pemohon dan jenis
kegiatan dalam usulan);

10. Dokumen persyaratan teknis;

11. Kajian teknis (khusus kegiatan pembangkit listrik tenaga surya terapung).

12. Kartu BPJS Kesehatan/Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif;

13. Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif;

RN A LN

Prosedur/Tata Cara :

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui
laman prestise.baliprov.go.id ;

2. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sesuai persyaratan apabila dokumen dinyatakan
lengkap, lanjut mohon Rekomendasi Teknis ke Perangkat Daerah Teknis. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak
lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan,;



Perangkat Daerah Teknis, melakukan verifikasi teknis sesuai dengan Peraturan yang telah ditentukan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan Rekomendasi Teknis berupa persetujuan /penolakan dan dikirim ke Tim Kerja pada
DPMPTSP ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian hasil verifikasi teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk
penerbitan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bali. Apabila terdapat kesalahan pada
hasil verifikasi, maka dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila Rekomendasi Teknis menolak
permohonan, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem,;

Kepala DPMPTSP Provinsi Bali menindaklanjuti dengan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air Daerah Irigasi
Kewenangan Provinsi Bali; dan

Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bali dapat diunduh melalui akun yang dimiliki
oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id
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3. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai di Provinsi Bali

Jenis

Perizinan/Non PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
. Biaya(Rp)
Perizinan
1 2 3 4 5

Persetujuan Dinas 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun Tidak 1. Tim Kerja pada
Kegiatan Pekerjaan 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Dikenakan DPMPTSP melakukan
Pembangunan Umum, Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Biaya verifikasi  administrasi
Pengaman Penataan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871, paling lama 2 (dua) hari
Pantai di Ruang, Lembaran Lepas Menteri Sekretariat Negara 7 kerja sejak berkas
Provinsi Bali Perumahan Halaman); diterima;

dan Kawasan

Permukiman . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun . Verifikasi teknis pada PD

Provinsi Bali

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6405), sebagaimana telah dicabut sebagian
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya dan telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Teknis dilakukan paling
lama 16 (enam belas)
hari kerja sejak berkas
diterima dari Pemohon;

. Penerbitan/penolakan

Izin paling lambat 2
(dua) hari kerja sejak
Rekomendasi Teknis
diterima di DPMPTSP.




Jenis

Perizinan/Non PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
. Biaya(Rp)
Perizinan
1 2 3 4 S

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah dicabut sebagian
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya
Air serta telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5490, Lembaran Lepas
Menteri Sekretariat Negara 25 halaman), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;




Jenis

Perizinan/Non PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
. Biaya(Rp)
Perizinan
1 2 3 4 S

10.

11.

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6981, Lembaran Lepas Menteri
Sekretariat Negara 98 Halaman);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115),
sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023
tentang Penangkapan Tkan Terukur;

. Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 37

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5292, Lembaran Lepas Menteri
Sekretariat Negara 28 halaman);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51
Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 113, Lembaran Lepas Menteri Sekretariat
Negara 21 Halaman);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat
Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92, Lembaran




Jenis

Perizinan/Non PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
. Biaya(Rp)
Perizinan
1 2 3 4 S

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Lepas Sekretariat Kabinet 16 halaman);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 78, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet
13 halaman);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dan  Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 267);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956, Lembaran Lepas Menteri
Dalam Negeri 37 Halaman);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan
Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2015




Jenis Standar
Perizinan/Non PD Teknis Dasar Hukum Waktu (hari kerja)

Perizinan Biaya(Rp)

1 2 3 4 S
Tahun 2015 tentang Pengamanan Pantai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 532,
Lembaran Lepas Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat 14 halaman);

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015
Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah
Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 429, Lembaran Lepas Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat 8 halaman);

19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2023 Nomor 2);

20. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 24 Tahun
2020 tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai,
dan Laut (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020
Nomor 24, Lembaran Lepas Gubernur Provinsi Bali 19
Halaman).

Persyaratan:
Dokumen asli diunggah dalam format (pdf/jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb)

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
bermeterai Rp. 10.000,-;

Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan;

Surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab kegiatan;

Akta pendirian beserta perubahannya (sesuai status pemohon dan jenis kegiatan dalam usulan);

Surat kuasa (sesuai status pemohon dan jenis kegiatan dalam usulan);

Perjanjian kerja sama (sesuai status pemohon dan jenis kegiatan dalam usulan);

Noakowb



8. Dokumen persyaratan teknis;

9. Dokumen terkait lingkungan hidup (sesuai status pemohon dan jenis kegiatan dalam usulan).
10. Kartu BPJS Kesehatan/Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif;

11. Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif;

Prosedur/Tata Cara :

1.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui
laman prestise.baliprov.go.id ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sesuai persyaratan apabila dokumen dinyatakan
lengkap, lanjut mohon Rekomendasi Teknis ke Perangkat Daerah Teknis. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak
lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis, melakukan verifikasi teknis sesuai dengan Peraturan yang telah ditentukan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan Rekomendasi Teknis berupa persetujuan /penolakan dan dikirim ke Tim Kerja pada
DPMPTSP ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian hasil verifikasi teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk
penerbitan Persetujuan Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai di Provinsi Bali. Apabila terdapat kesalahan pada hasil
verifikasi, maka dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila Rekomendasi Teknis menolak permohonan,
maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem;

Kepala DPMPTSP Provinsi Bali menindaklanjuti dengan menerbitkan Persetujuan Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai di
Provinsi Bali; dan

Persetujuan Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai di Provinsi Bali dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id
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4. Standar Operasional Prosedur Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha

Jenis .
Perizinan/Non PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu. (hari
. Biaya(Rp) kerja)
Perizinan
1 2 3 4 5
Kesesuaian Dinas . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 | Tidak 1. Tim Kerja pada
Kegiatan Pekerjaan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- | Dikenakan DPMPTSP
Pemanfaatan Umum, Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi | Biaya melakukan verifikasi
Ruang Penataan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia administrasi paling
Kegiatan Non Ruang, Tahun2023/No.41, Tambahan Lembaran Negara Republik lama 2 (dua) hari
Berusaha Perumahan Indonesia Nomor 6856); kerja sejak berkas
Kewenangan dan Kawasan diterima;
Pemerintah Permukiman . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Provinsi Provinsi Bali Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 2. Verifikasi teknis
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia pada PD Teknis
Nomor 4725); dilakukan paling
lama 16 (enam belas)
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah hari kerja  sejak
Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 berkas diterima dari
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Pemohon;
Nomor 5587);
3. Penerbitan/
. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penolakan

Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. (Berita Negara
2021 Nomor 330);

Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
Kegiatan Non
Berusaha
Kewenangan
Pemerintah Provinsi
paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak
rekomendasi teknis
diterima di
DPMPTSP.




Persyaratan:
Dokumen asli diunggah dalam format (pdf/jpeg dengan ukuran maksimal S mb)

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

Koordinat lokasi dengan sistem koordinat WGS 84;

Kebutuhan luas lahan pemanfaatan ruang dengan satuan meter persegi (m2) atau satuan hektar (ha);

Informasi penguasaan tanah, dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah, akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah,
bukti sewa-menyewa atau pinjam-meminjam atas tanah yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan dan surat
pengakuan/pelepasan/pengalihan ha katas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan;

5. Informasi jenis kegiatan berupa KBLI 5 digit;

6. Informasi bangunan eksisting *bila ada;

7. Informasi rencana bangunan baru;
8
9

nall i

Informasi jumlah bangunan yang direncanakan;
Informasi jumlah lantai bangunan;
10. Informasi luas lantai bangunan;
11. Rencana Teknis Bangunan dan/atau Rencana Teknis Kawasan.
12. Kartu BPJS Kesehatan/Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif;
13. Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif.



Bagan Alur Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha
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5. Standar Operasional Prosedur Lisensi Arsitek Provinsi Bali

Jenis

Provinsi Bali

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6627);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2023
tentang Lisensi Arsitek (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2023 Nomor 34)

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 5

Lisensi Dinas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tidak 1. Tim Kerja pada

Arsitek Pekerjaan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Dikenakan DPMPTSP  perizinan

Provinsi Bali Umum, Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Biaya melakukan verifikasi
Penataan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor administrasi paling
Ruang, 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, lama 2 (dua) hari kerja
Perumahan terkahir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun sejak berkas diterima
dan Kawasan 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Permukiman Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. Penerbitan/penolakan

Lisensi Arsitek paling
lambat 2 (dua) hari
kerja sejak verifikasi
administrasi
menyatakan
lengkap.

berkas




Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
bermeterai Rp. 10.000,-;

KTP Pemohon;

Kartu BPJS Kesehatan/Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif;

Pakta Integritas bermeterai Rp. 10.000,- bertanda tangan pemohon;

Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;

Rekomendasi dari Asosiasi Profesi;

Rekomendasi Teknis dari Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;

@eo a0

Prosedur/Tata Cara :

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang
telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;
2. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan administrasi, apabila telah

lengkap, diajukan kepada Kepala Dinas untuk diterbitkan Lisensi Arsitek. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak
lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi atau ditolak dengan disertai alasan;

3. Kepala DPMPTSP menindaklanjuti dengan menerbitkan Lisensi Arsitek; dan

4. Lisensi Arsitek dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik
melalui laman prestise.baliprov.go.id. .
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6. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan Lisensi Arsitek Provinsi Bali

Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 5

Perpanjangan Dinas . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tidak 1. Tim Kerja pada DPMPTSP

Lisensi Pekerjaan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Dikenakan perizinan melakukan

Arsitek Umum, Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Biaya verifikasi administrasi

Provinsi Bali Penataan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor paling lama 2 (dua) hari
Ruang, 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kalli, kerja sejak berkas diterima
Perumahan terkahir dengan Undang-Undang Nomor 1
dan Kawasan Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan . Penerbitan/penolakan
Permukiman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Lisensi Arsitek paling

Provinsi Bali

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6627);

. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2023

tentang Lisensi Arsitek (Berita Daerah Provinsi
Bali Tahun 2023 Nomor 34)

lambat 2 (dua) hari kerja
sejak verifikasi administrasi
menyatakan berkas
lengkap.




Persyaratan :

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a.

M thd A0 T

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
bermeterai Rp. 10.000,-;

KTP Pemohon;

Kartu BPJS Kesehatan/Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif;

Pakta Integritas bermeterai Rp. 10.000,- bertanda tangan pemohon;

Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;

Rekomendasi dari Asosiasi Profesi;

Rekomendasi Teknis dari Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;

Sertifikat Lisensi Arsitek Sebelumnya (dengan ketentuan paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis).

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang
telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan administrasi, apabila telah
lengkap, diajukan kepada Kepala Dinas untuk diterbitkan Lisensi Arsitek. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak
lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi atau ditolak dengan disertai alasan;

Kepala DPMPTSP menindaklanjuti dengan menerbitkan Lisensi Arsitek; dan

Lisensi Arsitek dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik
melalui laman prestise.baliprov.go.id. .
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Pemohon Berkas'PPA PPA Muda Fetua Tim Ka DPMPTSP Felengkapan Durasi (Hari Kera) Qutput
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melalui sistem eleitronik _ oK - dengan dafar
1

I

1
pemedisaan kesssuaian 13t fokumen [ Dokumen dan dianjutican e PEA Mada xau
PENgaEan DnnonEzn If“‘i nevis 1 permahonan dikembaiican ke pemohon unil direvsi

[ oK

| .
PPA Muda menindaklanjel pemerksaan { ] Hak akses, Dokumen pengajuan izin/nonizn absah
ksabsanan dan mengevaluas kelayakan | ) Dokumen dan layak dilanjuiican lo: tahap perumusan
dolumen pengajuan Dn'nonizn, sefa f==f == rews_-- pemmoRonan korrss0 iDr/nonizn 3ty dikembalican ios
menumuskan konses izin'nonizin : oK pemchon untuk drevis
Fetaa Tim menganakss kelayakan . T Hak gises, Konsep @mmonizn lyak e
doiumen pengajiuan mn'nonizin dan I Dokumen mempercich persetuuan Ka, DPAUPTSP
metakuican fealisas konsen mninonizin b= " FEvisi Y pemnohonsn atay dicembadiican ke pemohon uiuk
Ha. DPUPTSP menghai dan memutusian v Dokurmen 2 Han Persetupaan atay Penolaian [zinMonizin
percetyjuan/penciakan pengajuan Tolak L: permohonan, tanda
Zrne “l tangan eleitonk
Catatan:
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* - Besuai losheniuan yang berlaiu




E. SEKTOR KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Pemerintah

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
p
1 2 3 4 5
Persetujuan Dinas 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tidak 1. Berkas permohonan
Pemerintah Kehutanan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Dikenakan dikirimkan ke PD Teknis
dan Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Biaya 2 (dua) hari kerja sejak
Lingkungan Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah dinyatakan lengkap
Hidup diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang

Provinsi Bali

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Verifikasi teknis oleh PD
Teknis Katagori A paling
Lama 180 hari kerja.
Katagori B paling lama
120 hari kerja. Katagori C
paling Lama 60 hari
kerja.

. Penerbitan /penolakan

Persetujuan Pemerintah
paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak diterima
Rekomendasi Teknis
yang benar di DPMPTSP




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N -2 Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6953);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analsis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2017 Nomor 1);




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum .
Biaya (Rp)

Nonperizinan

Waktu (hari kerja)

1 2 3 4 5

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2) ;

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang
Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97) 10.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50).

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:
a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.

10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan yang Valid;
Kartu BPJS/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan
Kartu BPJS/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan.

o o0 o

Persyaratan Teknis :
a. KKPR/PKKPR yang valid;
b. Penapisan mandiri;
c. Laporan Sosialisasi Kegiatan;
d. Dokumen Lingkungan ( UKL-UPL/ Amdal (KA, Andal dan RKL -RPL) yang mengacu pada lampiran PP 22 Tahun 2021.



Prosedur/Tata Cara :

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

2. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

3. Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

4. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Persetujuan Pemerintah. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan.
Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada
sistem; dan

S. Persetujuan Pemerintah dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui
laman prestise.baliprov.go.id.




Bagan Alur Persetujuan Pemerintah
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2. Standar Operasional Prosedur Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6635);

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan

qepis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Bi R Waktu (hari kerja)
Nonperizinan iaya (Rp)

1 2 3 4 S
Pertimbangan Dinas 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tidak 1. Tim Kerja pada
Teknis / | Kehutanan tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Dikenakan DPMPTSP melakukan
Rekomendasi dan Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Biaya verifikasi administrasi
Perizinan Lingkungan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor paling lama 2 (dua) hari
Berusaha Hidup 3888), sebagaimana telah diubah dengan kerja  sejak  berkas
Pemanfaatan Provinsi Bali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 diterima;

Hutan (PBPH) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

. Verifikasi teknis pada

PD Teknis dilakukan
paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak
berkas diterima dari
Pemohon;

. Penerbitan/penolakan

Pertimbangan Teknis /
Rekomendasi Perizinan
Berusaha Pemanfaatan
Hutan (PBPH)paling
lambat 2 (dua) hari kerja
sejak rekomendasi
teknis diterima di
DPMPTSP.




Jenis Standar

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan
Kawasan Hutan;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan
Lindung dan Hutan Produksi

Dokumen asli diunggah dalam format (pdf/jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb)

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
bermeterai Rp. 10.000,-;

Proposal Teknis PBPH yang di tandatangani pemohon;

NIB;

Scan Peta kawasan hutan yang dimohon (sesuai standar pemetaan dan ditandatangani oleh pemohon, pdf);

Pakta integritas bermaterai:

sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;

semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar dan kebenarannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemohon;
tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada persetujuan;

bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel,

tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; dan

dalam hal melanggar ketentuan, bersedia menanggung konsekuensi hukum.

6. Pernyataan Komitmen bermaterai, memuat:

membuat Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon;

menyusun dokumen lingkungan hidup sesiuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

menyelesaikan Perizinan Berusaha di bidangnya;

menyelesaikan pembayaran PNBP Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) sesuai mekanisme peraturan perundangan
berlaku.

7. Kartu BPJS Kesehatan/Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif;

8. Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif;

S

oo o
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Prosedur/Tata Cara :

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

2. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

3. Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

4. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis
dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja
pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

S. Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id.




Bagan Alur Pertimbangan Teknis | Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PEPH)
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3. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)

1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Tidak 1. Tim Kerja pada
Persetujuan Kehutanan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Dikenakan DPMPTSP melakukan
Penggunaan dan Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Biaya verifikasi = administrasi
Kawasan Lingkungan Negara Republik Indonesia Nomor 3888), paling lama 2 (dua) hari
Hutan Hidup Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang kerja sejak berkas

Bali

. Peraturan

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6635);

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutandan Perubahan Fungsi Kawasan
Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

diterima;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak berkas
diterima dari Pemohon;

. Penerbitan/penolakan

Rekomendasi PD teknis
(pendidikan) paling
lambat 2 (dua) hari kerja
sejak rekomendasi teknis
diterima




Persyaratan:
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf/jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb)

1.

0.
7.

Sl

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali bermeterai Rp. 10.000,-;
Proposal Teknis Penggunaan Kawasan Hutan yang di tandatangani pemohon;
NIB;
Scan Peta kawasan hutan yang dimohon (sesuai standar pemetaan dan ditandatangani oleh pemohon, pdf);
Persyaratan Administrasi berupa :
1. pernyataan Komitmen;
2. pakta integritas; dan
3. profil badan usaha atau badan hukum termasuk NPWP, KTP, dan akta pendirian badan usaha atau badan hokum.
Kartu BPJS Kesehatan/Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif;
Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif;

Prosedur/Tata Cara :

1.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan
melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman
prestise.baliprov.go.id. ;

. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen dinyatakan lengkap,

lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

. Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti

dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah
Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan
penolakan permohonan pada sistem; dan

Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan
terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id.
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F. SEKTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keterangan Penelitian

Jenis
Perizinan / PD Dasar Standar Waktu (hari keri
Nonperizinan Teknis Hukum Biaya (Rp) aktu (hari kerja)
1 2 3 4 5
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tidak 1. Tim Kerja pada DPMPTSP
Surat  Keterangan - Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Dikenakan melakukan verifikasi administrasi
Penelitian Keterangan Penelitian  (Berita Negara Biava paling lama 2 (Dua) hari kerja sejak
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor Y berkas diterima:
122) 2. Penerbitan / penolakan Surat
Keterangan Penelitian paling lambat
2 (dua) hari kerja sejak verifikasi
administrasi dan berkas dinyatakan
lengkap.
Persyaratan

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).
Surat Permohonan di tujukan Kepada Yth. Gubernur Bali cq. Kepala DPMPTSP Provinsi Bali (dengan mencantumkan : nama, alamat sesuai
KTP, judul proposal, tempat penelitian, waktu penelitian (mencantumkan bulan, tahun, maksimal 6 bulan) dan jumlah peneliti);

1.

S

KTP Pemohon;

Kartu BPJS Kesehatan yang masih aktif;
Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif ;
Surat Pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bertanda tangan dan bermaterai Rp.

10.000,-;

Melampirkan proposal penelitian (Bab I lengkap dengan sampul depan).




Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Bali dengan melampirkan
dokumen persyaratan yang telah ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa keseuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan administrasi apabila telah lengkap, diajukan
kepada Kepala Dinas untuk diterbitkan Surat Keterangan Penelitian, apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi atau ditolak dengan disertai alasan;

Kepala DPMPTSP menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keterangan Penelitian; dan

Surat Keterangan Penelitian dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik
melalui laman prestise.baliprov.go.id.




Proses Bisnis Pelayanan ... (nonizin Kesatuan Bangsa dan Politik)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiaian ol ; i Keferangan
Pemohon Berkas/PPA PPA Muda Ketua Tim Ka. DPMPTSP Kelengkapan Durasi (Hari Kerja) Ouiput
Pertama

1 |Pemohon mengajukan permohonan dan Dokumen 2 Hari Kerja Dokumen permohonan in/nonizin
mengunggah persyaratan zin/nonizin D permohonan sesuai
melalui sistiem elekironik —t< )—-— OK n dengan dafar

— persyaratan

2 |Penerima Berkas/PPA Periama melakukan v Hak akses, Dokumen Dokumen permohonan Zin/nonizin sesuai
pemeriksaan kesesuaian daia dokumen | - o permohonan dan dianjukan ke PPA Muda atau
pengajuan Zzin/nonizin revisl 1 dikembaiikan ke pemohon uniuk direvisi

OK
1

3 |PPA Muda menindakianjui pemeriksaan v Hak akses, Dokumen Dokumen pengajuan Zin/nonizin absah dan
keabsahan dan mengevaluasi kelayakan S [ gl ) 1| permohonan layak dilanjutkan ke tahap perumusan
dokumen pengajuan Zin/nonizin, seria I 1 konsep Zin/nonizin atau dikembalikan ke
merumuskan konsep in/nonizin 1 OK pemohon uniuk direvisi

I 1

4 |Keta Tim menganaiisis kelayakan dokumen | I v Hak akses, Dokumen Konsep @in/nonizin layak uniuk memperoleh
pengajuan Zin/nonizin dan melakukan 'L n permohonan persetujuan Ka. DPMPTSP atau
finafisasi konsep izZifnonzin ataupenolakan [~ T T T T[T T T T T T T revist T 7T b4 dikembalikan ke pemohon uniuk direvisi

5 |Ka. DPMPTSP mengkaji dan memutuskan folck N Dokumen 2 Hari Kerja Perseiujuan aiau Penclakan Izin/Nenizin
persetujuan/penolakan pengajuan onaies | permohonan, tanda
izin/nonizin K tangan elekironik
Catatan:

--------- : Dokumen pengajuan dikembalikan untuk direvisvdiolak
: Dokumen pengajuan diproses lebih lanjut

* . Sesuai kefentuan yang berlaku




G.SEKTOR PENDIDIKAN

1. Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus

Jenis Standar Biaya Waktu

Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum (Rp) y (hari kerja)
Nonperizinan P
1 2 3 4 5

Izin Pendirian | Dinas Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem | Tidak 1. Tim Kerja pada
Satuan Kepemudaan dan Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik | Dikenakan DPMPTSP
Pendidikan Olahraga Provinsi Indonesia Nomor 4301); Biaya melakukan

Menengah dan
Khusus

Bali

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6762);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

verifikasi adminis
trasi paling lama 2

(dua) hari kerja
sejak berkas
diterima;

. Verifikasi teknis

pada PD Teknis
dilakukan paling

lama 20 (dua
pulih) hari kerja
sejak berkas
diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan /
penolakan Izin
paling lambat 2
(dua) hari kerja
sejak
rekomendasi

teknis yang benar
diterima dari PD
Teknis.




Jenis Standar Biaya Waktu

Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum (Rp) (hari kerja)
Nonperizinan p
1 2 3 4 5

S. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pendirian, Operasional, Perubahan, Penggabungan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus,
serta Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada
Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi
Bali Tahun 2022 Nomor 14);

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

a. Dokumen Persyaratan Pengajuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Baru
1. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
a) Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi
Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin Pendirian (Nama Satuan Pendidikan) ;
b) Hasil studi kelayakan;
c) Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Desa/Lurah;
d) Memiliki luas lahan minimal 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dibuktikan dengan dokumen hak atas tanah, berupa sertifikat;
e) Surat keterangan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dari yang berwenang;

f) Surat Pernyataan rencana dan/atau luas Ruang Kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m?2 (dua meter persegi) x jumlah
Peserta Didik;



g) Surat Pernyataan rasio kelas minimal 1:20 (satu berbanding dua puluh);

h) Surat Pernyataan memiliki petugas Tata Usaha sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan tenaga pesuruh 2 (dua) orang;

i) Surat Pernyataan memiliki Ruang Kelas sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas, Ruang UKS, Ruang perpustakaan, Ruang Kepala Sekolah,
Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain/lapangan, toilet, laboratorium dan Ruang lainnya untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standar minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,;

j) Memiliki rencana program kerja Sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan,;

k) Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

1) Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;

m) Surat Pernyataan memiliki 2 (dua) Ruang Guru yang dilengkapi meja dan kursi untuk Guru, Kepala Sekolah dan staf Kependidikan lainnya
serta tersedia Ruang Kepala Sekolah yang terpisah dari Ruang Guru,;

n) Surat Pernyataan memiliki 2 (dua) orang Guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk keadaan tertentu dan khusus tersedia 2 (dua)
orang Guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

0) Surat Pernyataan memiliki Guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D.IV bidang Pendidikan;

p) Surat Pernyataan memiliki Kepala SMA yang berkualifikasi akademik S.1 atau D.IV bidang Pendidikan; dan

q) BPJS kesehatan Pemohon dan Bukti Pembayaran BPJS;

r) NPWP pemohon;

s) Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan

t) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00.

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a) Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin Pendirian (Nama Satuan Pendidikan);

b) Hasil studi kelayakan;

c) Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Desa/Lurah;

d) Memiliki luas lahan minimal 3.000 m? (tiga ribu meter persegi) dibuktikan dengan dokumen hak atas tanah, berupa sertifikat;

e) Surat Pernyataan memiliki rencana dan/atau luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2m?2 (dua meter persegi) X jumlah
peserta didik;

f) Surat Pernyataan memiliki rasio kelas minimal 1:15 (satu berbanding lima belas);

g) Surat Pernyataan memenuhi 1 (satu) orang Kepala Sekolah;

h) Surat Pernyataan memenuhi guru mata pelajaran Normatif, Adaptif dan Produktif untuk setiap program kompetensi keahlian dengan
Pendidikan minimal S.1 atau D.IV;

i) Surat Pernyataan memenuhi guru Bimbingan Konseling (BK) dengan Pendidikan minimal S.1 atau D.IV Kependidikan,;

j) Surat Pernyataan memenuhi petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan Pendidikan minimal SLTA dan Penjaga Sekolah;



k) Surat Pernyataan adanya Kerjasama atau MoU dengan dunia usaha/dunia industri untuk pelaksanaan praktek kerja industri minimal 2
(dua) institusi;

l) Surat Pernyataan memiliki Ruang Kelas (teori) sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas, Ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah,
ruang guru, ruang tata usaha, ruang praktik sesuai kompetensi keahlian, gudang, sarana olah raga, tempat bermain/lapangan, toilet,
laboratorium dan ruangan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standar minimal sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan;

m)Memiliki rencana program kerja Sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;

n) BPJS kesehatan pemohon dan Bukti Pembayaran BPJS;

o) NPWP pemohon;

p) Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan

q) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00.

SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin Pendirian (Nama Satuan Pendidikan);
b. Hasil studi kelayakan;
c. Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
d. Memiliki luas lahan minimal untuk SDLB, SMPLB dan SMALB sebagai berikut:
3.1 Lahan SDLB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 1

Tabel 1 Luas Lahan Minimum SDLB

. Luas lahan minimum (m?2)

No | Banyak rombongan Jenis - .

belajar ketunaan angunan satu Bangunan dua lantai
lantai

1 6 1 1170 640
2 12 1-2 1700 900
3 18 1-3 2200 1150
4 24 1-4 2670 1390




3.2 Lahan SMPLB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2 Luas Lahan Minimum SMPLB

. Luas lahan minimum (m?2)

No | Banyak rombongan Jenis B .

belajar ketunaan angunan satu Bangunan dua lantai
lantai

1 3 1 1170 640
2 6 1-2 1500 800
3 9 1-3 1840 970
4 12 1-4 2100 1100

3.3 Lahan SMALB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3 Luas Lahan Minimum SMALB

. Luas lahan minimum (m?2)

No Banyak rombongan Jenis 5 .

belajar ketunaan angunan satu Bangunan dua lantai
lantai

1 3 1 1070 590
2 6 1-2 1240 670
3 9 1-3 1440 770
4 12 1-4 1640 870

3.4 Lahan untuk SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang bergabung memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum
pada Tabel 4.

Tabel 4 Luas Lahan Minimum SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang Bergabung

Luas lahan minimum (m?2)
No Jenjang Pendidikan Banyal;erlc:.r;?ongan Bangunan Bangunan dua
J satu lantai lantai
1 SDLB dan SMPLB 9 1600 850
2 SDLB, SMPLB dan 12 1800 950
SMALB
3 SMPLB dan SMALB 6 1440 770

dibuktikan dengan dokumen hak atas tanah, berupa sertifikat;



R

i

j-
k.
L.
m.
n.

. Surat Pernyataan memiliki rencana dan/atau luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 3m? (tiga meter persegi) x jumlah

peserta didik;

Surat Pernyataan memiliki rasio kelas 1 : 5 (satu berbanding lima);

Surat Pernyataan memiliki 1 (satu) orang Kepala Sekolah, guru sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap kelas dengan Pendidikan
minimal berijazah D.IV atau S.1 Kependidikan atau Tenaga Ahli kekhususan;

. Surat Pernyataan memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1(satu) orang dan Penjaga Sekolah;

Surat Pernyataan memiliki ruang kelas sekurang-kurangnya 2 (dua) kelas, ruang uks, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang
guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain/lapangan, toilet khusus difabel, dapur, ruang tuggu orang tua siswa dan
ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;

Memiliki rencana program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;

Surat Pernyataan memiliki Kepala Sekolah yang berkualifikasi akademik S.1 atau D.IV bidang Pendidikan; dan

BPJS kesehatan pemohon dan Bukti Pembayaran BPJS;

Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan

Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00.

. SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)

Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin Pendirian (Nama Satuan Pendidikan) oleh ketua yayasan;

Hasil Studi Kelayakan;

Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Bendesa Pekraman setempat;

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pejabat yang berwenang;

Memiliki luas lahan minimal 2.500 m?2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dibuktikan dengan dokumen hak atas tanah, berupa sertifikat,
bukti kepemilikan atau melampirkan bukti sewa menyewa lahan minimal 20 (dua puluh) Tahun yang disahkan oleh Notaris;

Surat keterangan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dari yang berwenang;

Surat Pernyataan rencana dan/atau luas Ruang Kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m2 (dua meter persegi) x jumlah
Peserta Didik;

Surat Pernyataan rasio kelas 1 : 20 (satu berbanding dua puluh);

Surat Pernyataan memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan tenaga pesuruh 1 (satu) orang;

Surat Pernyataan memiliki Ruang Kelas sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas, Ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang
guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain/lapangan, toilet, laboratorium dan ruang lainnya untuk menunjang
proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standar minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;

Memiliki rekening Bank tersendiri untuk anggaran untuk Satuan Pendidikan;

Surat Pernyataan memiliki 1 (satu) ruang guru yang dilengkapi meja dan kursi untuk guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya
serta tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;



Surat Pernyataan memiliki 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk keadaan tertentu dan khusus tersedia 1 (satu)
orang Guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

Surat Pernyataan memiliki Guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D.IV bidang Pendidikan;

Surat Pernyataan memiliki Kepala sekolah yang berkualifikasi akademik S.1 atau D.IV bidang Pendidikan; dan

BPJS kesehatan pemohon dan Bukti Pembayaran BPJS;

NIB pemohon;

Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan

Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00

5. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a)

ooy

=

Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin Pendirian (Nama Satuan Pendidikan) oleh ketua yayasan;

Hasil Studi Kelayakan;

Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Bendesa Pekraman setempat;

Fotocopy akte pendirian Yayasan;

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pejabat yang berwenang;

Memiliki luas lahan minimal 3.000 m?2 (tiga ribu meter persegi) dibuktikan dengan dokumen hak atas tanah, berupa sertifikat, bukti
kepemilikan atau melampirkan bukti sewa menyewa lahan minimal 20 (dua puluh) Tahun yang disahkan oleh Notaris;

Surat Pernyataan memiliki rencana dan/atau luas Ruang Kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m? (dua meter persegi) x
jumlah Peserta Didik;

Surat Pernyataan memiliki rasio kelas 1:15 (satu berbanding lima belas);

Surat Pernyataan memiliki 1(satu) orang Kepala Sekolah;

Surat Pernyataan memiliki Guru tetap Yayasan mata pelajaran Normatif, Adaptif dan Produktif untuk setiap program kompetensi keahlian
dengan Pendidikan minimal S.1 atau D.IV;

Surat Pernyataan memiliki Guru Bimbingan Konseling (BK) dengan Pendidikan minimal S.1 atau D.IV bidang Pendidikan;

Surat Pernyataan memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan Pendidikan minimal SLTA dan Penjaga Sekolah;
Surat Pernyataan adanya Kerjasama atau MoU dengan dunia usaha/dunia industri untuk pelaksanaan praktek kerja industri minimal 2
(dua) institusi;

Surat Pernyataan memiliki ruang kelas (teori) sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah,
ruang guru, ruang tata usaha, ruang praktik sesuai kompetensi keahlian, gudang, sarana olah raga, tempat bermain/lapangan, toilet,
laboratorium dan ruangan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standar minimal sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Surat Pernyataan memiliki program kerja Sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;

Memiliki rekening Bank tersendiri untuk anggaran untuk Satuan Pendidikan;



q) BPJS kesehatan pemohon dan Bukti Pembayaran BPJS;

r) NIB pemohon;

s) Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan
t)  Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00

6. SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA
Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
a) Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin Pendirian (Nama Satuan Pendidikan) oleh ketua yayasan,;
b) Hasil Studi Kelayakan;
c) Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
d) Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pejabat yang berwenang;
e) Memiliki luas lahan minimal untuk SDLB, SMPLB dan SMALB sebagai berikut:

a.l Lahan SDLB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 1

Tabel 1. Luas Lahan Minimum SDLB

No Banyak rombongan Jenis Luas lahan minimum (m?2)
belajar ketunaan | Bangunan satu lantai Bangunan dua lantai
1 6 1 1170 640
2 12 1-2 1700 900
3 18 1-3 2200 1150
4 24 1-4 2670 1390

a.2  Lahan SMPLB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 2.
Tabel 2. Luas Lahan Minimum SMPLB
N Banyak rombongan Jenis Luas lahan minimum (m?2)
° belajar ketunaan | Bangunan satu lantai Bangunan dua lantai
1 3 1 1170 640
2 6 1-2 1500 800
3 9 1-3 1840 970
4 12 1-4 2100 1100




a.3 Lahan SMALB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Lahan Minimum SMALB

No Banyak rombongan Jenis Luas lahan minimum (m?2)
belajar ketunaan Bangunan satu Bangunan dua lantai
lantai
1 3 1 1070 590
2 6 1-2 1240 670
3 9 1-3 1440 770
4 12 1-4 1640 870

a.4  Lahan untuk SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang bergabung memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum
pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Lahan Minimum SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang Bergabung

No Jenjang Banyak rombongan Luas lahan minimum (m?2)
Pendidikan belajar Bangunan satu lantai | Bangunan dua lantai
1 SDLB dan SMPLB 9 1600 850
2 SDLB, SMPLB dan
SMALB 12 1800 950
3 SMPLB dan SMALB 6 1440 770

dibuktikan dengan dokumen hak atas tanah, berupa sertifikat, bukti kepemilikan atau melampirkan bukti sewa menyewa lahan minimal
20 (dua puluh) Tahun yang disahkan oleh Notaris;

f) Surat Pernyataan memiliki rencana dan/atau luas Ruang Kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 3 m2 (tiga meter persegi) x
jumlah Peserta Didik;

g) Surat Pernyataan memiliki rasio kelas 1 : 5 (satu berbanding lima);

h) Surat Pernyataan memiliki 1 (satu) orang Kepala Sekolah, Guru sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap kelas dengan Pendidikan
minimal berijazah D.IV atau S.1 Kependidikan atau tenaga ahli kekhususan;

i) Surat Pernyataan memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1(satu) orang dan Penjaga Sekolah;



j)

Surat Pernyataan memiliki ruang kelas sekurang-kurangnya 2 (dua) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang
guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain/lapangan, toilet khusus difabel, dapur, ruang tuggu orang tua siswa dan
ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;

k) Memiliki program kerja Sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
I) Memiliki rekening Bank tersendiri untuk anggaran untuk Satuan Pendidikan;
m) Surat Pernyataan memiliki Kepala Sekolah Luar Biasa yang berkualifikasi akademik S.1 atau D.IV bidang Pendidikan; dan
n) BPJS kesehatan pemohon dan Bukti Pembayaran BPJS;
o) NIB pemohon,;
p) Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan
q) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00
Output:
1. Surat mohon verifikasi dokumen, Rekomendasi Teknis, dan Berita Acara Pemeriksaan dari DPMPTSP Provinsi Bali teregister di Bagian
Umum Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
2.  Pendistribusian surat permohonan.
3. Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
4. Berita Acara.
5. Laporan.
6. Rapat terbatas.
7. Rekomendasi teknis.
8. Pengajuan rekomendasi teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Bali.

b. Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

4.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap,
dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan,;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk
penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke
Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP
melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan




5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan
terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id.

Bagan Alur Pelayanan ( Izin Pendirian Satuan Pendidika Baru SMA, SMK, SLB/ Swasta dan Negeri )

Pelaksana Mutu Baku
. Penenma
No Kegiatan ) Wil 0 Keferangan
o0 Pemohon Berkas/PPA | PPA Muda Kelua Tun  |Ka. DPMPTSP! (ESI L:m) Ka. PD Teknis | PPA Muda Kelua Tim  [Ka. DPMPTSP Kelengkapan Durasi (Hen Kenja) Qulput el
Pertama
1 |Pemohon m 1 h danr gkapl | s L e s Dokumen permohonan sesual 2 Harl Kerja Dokumen permehonan zin/nonizn
persyaralen in/nonwin secard eleklronik = f dengan dallar persyaralan
| 1
! |
7 |Pencima Berkas/PPA Pertama melakukan pemenksaan : . o ! 'hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izn/nonizin sesuai dan
kesesuaian dala dokumen pengauan izin/nonizin (- ~| revisi b= OK : permohonan secara eleklronik dilanutkan ke PPA Muda alau dkembalikan
1 - = 1 p ke pemohon untuk direvisi
! 1
3 |PPA Muda indaklanjuti pemerik keabsahan dan : [ hak akses sistem, Dokumen Dokumen pangajuan izn/nonizin absah dan
gevaiuasi kelayakan dok p J R |l || e > ! —] permohonan secara elektronik layak dianjutkan ke tahap kajan
— by oK | teknisiverfikasi lapangan atau dikembaikan
| "=
4 |PD Teknis (Tim Teknis) melakukan kajian teknis/venfikasi |_ | hak akses sistem, Dokumen 20 Hari Kerja  |Konsep Rekomendasi Teknis
sesual kefentuan teknis atas dokumen pengajuan OK permohonan secara elektronik (Persetujuan/Penolakan)
izininoriin L -|
5 |Ka. PD Teknis melakukan p d lekronik hak akses sislem, konsep Rek dasi Teknis (P [
terhadap rekomendasi teknis | ok rekomfe, tandatangan Penclakan)
5= 'I eleklronk
6 |PPA Muda melakukan validasi reke fasi leknis terhad: hak ekses sislem, Dokumen 2HariKerja  |Dokumen pengajuan izn/nonian dan
berkas f b , serta } P EINNONGI [ OKi permohonan secara rekomtek absah dan layak dilanjutkan ke
L elektronk, Rekomtek tahap perumusan konsep izin/nonizin
A
7 |Ketua Tim hsis rekc {asi teknis terh [ révisi | al hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izn/nonizn dan
berkas permobonan dan melakukan finalisasi konsep | oK | permohonan secara rekemtek absah dan konsep izin/nenizin valid
zin/nonizin atau penolakan ; ' ’ elektronk, Rekomtek
8 |Ka. DPMPTSP secara ; g Rekomtek, tandatangan |zn/N atau Surat P k
izin/nonizin atau penolakan [ = ‘ | | ok ‘ elektronk tertandatangan elektronk
revisi
L a8 |
‘ i 1
| Tolak/TTE : .
| [ 1
1
Catatan
rrrrrrrrrr . Dokumen p fikernbelikan unluk di Jitclak

Dokumen pengauan diproses lebih lanut
* - Sesual ketentuan yang bedaku




2.

Standar Operasional Prosedur Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terkahir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Jenis .Pfelayanan PD Ste}ndar Waktu
Perizinan / . Dasar Hukum Biaya . .
.. Teknis (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5
Izin  Operasional | Dinas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem | Tidak . Tim Kerja pada
Satuan Pendidikan, Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik | Dikenakan DPMPTSP
Pendidikan Baru Kepemudaan Indonesia Nomor 4301); Biaya melakukan
dan Olahraga verifikasi administra
Provinsi Bali Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah si paling lama 2

(dua) hari kerja sejak
berkas diterima;

. Verifikasi teknis
pada PD Teknis
dilakukan paling

lama 20 (dua pulih)
hari kerja sejak
berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan /
penolakan izin
paling lambat 2 (dua)
hari kerja  sejak
rekomendasi teknis

yang benar diterima
dari PD Teknis.




Jenis Pelayanan Standar

Perizinan / PD. Dasar Hukum Biaya W.aktu.
. Teknis (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahu 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pendirian, Operasional, Perubahan, Penggabungan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan
Khusus, serta Penambahan dan Perubahan Program
Keahlian pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

1. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
a) Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin Operasional (Nama Satuan Pendidikan) ;
b) Surat Izin Pendirian Sekolah yang masih berlaku;
c) Struktur organisasi Sekolah;
d) Daftar nama pendidik dan Tenaga Kependidikan dan uraian tugasnya;
e) Memiliki Peserta Didik sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang;
f) Daftar Peserta Didik yang terbaru;
g) Daftar inventaris (sarana dan prasarana) Sekolah;
h) Tata tertib Sekolah (siswa,pendidik dan Tenaga Kependidikan);



i)
)
k)
)

Jadwal mata pelajaran;

BPJS kesehatan dan Bukti Pembayaran BPJS;

NPWP pemohon;

Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan

m) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00.

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a.

o a0
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Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin Operasional (Nama Satuan Pendidikan) ;

Surat Izin Pendirian Sekolah yang masih berlaku;

Struktur organisasi Sekolah;

Surat Pernyataan memenuhi 1 (satu) orang Kepala Sekolah;

Surat Pernyataan memenuhi guru mata pelajaran normatif, adaptif dan produktif untuk setiap program kompetensi keahlian dengan
Pendidikan minimal S.1 atau D.IV;

Surat Pernyataan memenuhi guru Bimbingan Konseling (BK) dengan Pendidikan minimal S.1 atau D.IV Kependidikan;

Surat Pernyataan memenuhi petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan Pendidikan minimal SLTA dan Penjaga
Sekolah;

Program kerja sekolah;

Denah gedung Sekolah;

Tata tertib Sekolah (Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan);

Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang;

Dokumen Kurikulum;

. Surat Pernyataan adanya Kerjasama atau MoU dengan dunia usaha/dunia industri untuk pelaksanaan praktek kerja industri minimal

2 (dua) institusi;

BPJS kesehatan dan Bukti Pembayaran BPJS;

NPWP pemohon;

Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan
Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00.



3. SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a.

SRS FR D0 A0 T

Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin Operasional (Nama Satuan Pendidikan) ;

Surat izin pendirian sekolah yang masih berlaku;

Struktur organisasi Sekolah;

Daftar nama pendidik dan Tenaga Kependidikan dan uraian tugasnya;

Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang;

Daftar peserta didik yang terbaru,;

Daftar inventaris (sarana dan prasarana) Sekolah;

Tata tertib Sekolah (Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan);

Jadwal mata pelajaran;

BPJS kesehatan dan Bukti Pembayaran BPJS;

NPWP pemohon;

Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan

m. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00.

4. SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a.

OB OB EIRT PR MO Q0T

Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin Operasional (Nama Satuan Pendidikan) oleh ketua yayasan;

Surat izin pendirian sekolah yang masih berlaku;

Fotokopi akte pendirian Yayasan;

Surat keterangan yayasan terdaftar di Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial;

Program kerja sekolah;

Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;

Surat keterangan domisili yayasan,;

Memiliki dokumen Kurikulum sesuai ketentuan;

Surat Keterangan kepemilikan gedung disertai dengan dokumen pendukung dan fotokopi 1zin Mendirikan Bangunan (IMB);
Struktur organisasi yayasan yang disahkan oleh ketua yayasan;

Susunan pengurus yayasan;

Struktur organisasi sekolah;

Denah gedung sekolah;

Surat Keputusan Yayasan tentang pengangkatan Kepala Sekolah;

Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah;

Fotokopi ijazah Kepala Sekolah dan Guru;

Daftar nama pendidik dan Tenaga Kependidikan dan uraian tugasnya;

Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang;



Daftar peserta didik yang terbaru atau terakhir;

Daftar inventaris (sarana dan prasarana) sekolah;

Tata tertib Sekolah (siswa, pendidik dan tenaga kependidikan);

Jadwal mata pelajaran;

Instrumen evaluasi (instrumen supervisi manajerial dan supervisi akademik);

Surat pernyataan Kepala Sekolah (bermeterai) menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai ketentuan yang berlaku; dan
BPJS kesehatan pemohon dan Bukti Pembayaran BPJS;

NIB pemohon;

aa.Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan
bb.Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00

5\1K.<?¢§.<:§:5"“f”

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA

Yayasan Penyelenggara Pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut;
a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin Pendirian (Nama Satuan Pendidikan) oleh ketua yayasan;
Surat izin pendirian sekolah yang masih berlaku;
Fotocopy akte pendirian yayasan;
Surat keterangan yayasan terdaftar di perangkat daerah yang membidangi urusan sosial;
Program kerja sekolah;
Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
Surat keterangan domisili yayasan;
Memiliki dokumen kurikulum;
Struktur organisasi yayasan yang disahkan oleh ketua yayasan;
Susunan Pengurus yayasan;
Struktur organisasi sekolah;
Denah gedung Sekolah;
. Surat Keputusan Yayasan tentang pengangkatan Kepala Sekolah;
Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah;
Fotokopi ijazah Kepala Sekolah dan Guru;
Daftar nama pendidik dan Tenaga Kependidikan dan uraian tugasnya;
Daftar inventaris (sarana dan prasarana) Sekolah;
Tata tertib Sekolah (Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
Dokumen Kerjasama atau MoU dengan dunia usaha/dunia industri untuk pelaksanaan praktek kerja industri minimal 2 (dua)
institusi;
Surat Pernyataan pimpinan dunia usaha/dunia industri bahwa bersedia menjadi tempat praktek kerja industri bagi siswa SMK,
minimal 2 (dua) institusi;
Surat pernyataan kepala sekolah (bermaterai) menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
v. BPJS kesehatan pemohon dan Bukti Pembayaran BPJS;
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w. NIB pemohon;
xX. Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan
y. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00

6. SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA

Yayasan Penyelenggara Pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin Operasional (Nama Satuan Pendidikan) oleh ketua yayasan;
Surat izin pendirian sekolah yang masih berlaku;

Fotokopi akte pendirian yayasan;

Surat keterangan yayasan terdaftar di perangkat daerah yang membidangi urusan sosial;
Program kerja Sekolah;

Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;

Surat keterangan domisili yayasan,;

Memiliki dokumen kurikulum sesuai ketentuan;

Surat keterangan kepemilikan gedung disertai dengan bukti pendukung dan fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB);
Struktur organisasi yayasan yang disahkan oleh Ketua Yayasan;

Susunan pengurus yayasan;

Struktur organisasi sekolah;

Denah gedung sekolah;

Surat Keputusan Yayasan tentang pengangkatan Kepala Sekolah;

Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah;

Fotokopi ijazah Kepala Sekolah dan Guru;

Daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan dan uraian tugasnya;

Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang;

Daftar Peserta Didik yang terbaru atau terakhir;

Daftar inventaris (sarana dan prasarana) Sekolah,;

Tata tertib sekolah (siswa, pendidik dan tenaga kependidikan);

Jadwal mata pelajaran;

Instrumen evaluasi (instrumen supervisi manajerial dan supervisi akademik);

Surat pernyataan Kepala Sekolah (bermeterai) menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
BPJS kesehatan pemohon dan Bukti Pembayaran BPJS;



Z. NIB pemohon;

aa. Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan
bb.  Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00

Output:
1.

NGk

Surat mohon verifikasi dokumen, Rekomendasi Teknis, dan Berita Acara Pemeriksaan dari DPMPTSP Provinsi Bali teregister di Bagian
Umum Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Pendistribusian surat permohonan.

Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Berita Acara.

Laporan.

Rapat terbatas.

Rekomendasi teknis.

Pengajuan rekomendasi teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali

Prosedur/Tata Cara :

1.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap,
dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk
penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan Baru. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah
Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan
penolakan permohonan pada sistem; dan

Izin Operasional Satuan Pendidikan Baru dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi
secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id.




Bagan Alur Pelayanan (Standar Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus SMA,SMK, SLB!/ SWASTA dan NEGERI )
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3.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pembukaan Program keahlian pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
Jenis .Pfelayanan PD Stgndar Waktu
Perizinan / . Dasar Hukum Biaya . :
.. Teknis (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5
Izin Pembukaan | Dinas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem | Tidak . Tim Kerja pada
Program Keahlian | Pendidikan, Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara | Dikenakan DPMPTSP
pada Satuan | Kepemudaan dan Republik Indonesia Nomor 4301); Biaya melakukan
Pendidikan Olahraga Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang verifikasi administra
Menengah Kejuruan | Provinsi Bali Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia si paling lama 2
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara (dua) hari kerja
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah sejak berkas
diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang diterima;
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran . Verifikasi teknis
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, pada PD Teknis
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor dilakukan paling
6757); lama 20 (dua pulih)
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar hari kerja sejak

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana
telah diubah dengan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6762);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan /

penolakan Izin paling
lambat 2 (dua) hari
kerja sejak
rekomendasi teknis
yang benar diterima
dari PD Teknis.




Jenis Pelayanan Standar

Perizinan / PD. Dasar Hukum Biaya Wtaktu'
. Teknis (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5

S. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 607);

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pendirian, Operasional, Perubahan, Penggabungan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan
Khusus, serta Penambahan dan Perubahan Program
Keahlian pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14).

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).
a. Dokumen Persyaratan Pembukaan Program Keahlian Baru Pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
1. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
a) Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin pembukaan Program Keahlian (Nama Satuan Pendidikan) ;
b) Foto copy Surat izin Operasional Sekolah;
c) Dokumen Kurikulum dan jadwal mata pelajaran;
d) Surat Pernyataan tersedianya Guru produktif (melampirkan foto copy ijasah Guru Produktif);
e) Surat pernyataan tersedianya Ruang praktek Sekolah (RPS) (melampirkan dokumentasi);
f) Surat pernyataan tersedianya sarana prasarana praktik (melampirkan daftar alat dan dokumentasi);
g) Surat dukungan dari Pengurus komite;
h) Memiliki peserta didik masing-masing kompetensi keahlian sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang;
i) Daftar peserta didik terbaru dan terakhir;
j) Dokumen kerja sama atau MoU dengan dunia usaha/dunia industri untuk kompetensi keahlian yang diusulkan;
k) Surat pernyataan pimpinan dunia usaha/Industri bahwa bersedia menjadi tempat kerja praktek industri bagi siswa SMK untuk kompetensi
keahlian yang diuraikan, minimal 2 (dua) institusi;



Surat pernyataan Kepala Sekolah (bermaterai) menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai ketentuan yang berlaku; dan
BPJS kesehatan Dan Bukti pembayaran BPJS;

NPWP pemohon;

Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan

Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00.

. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
Yayasan penyelenggara Pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a)

b
C
d
€)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali bermaterai Rp10.000,00 hal: Permohonan Izin Pembukaan Program Keahlian (Nama Satuan Pendidikan) oleh ketua yayasan,;
Foto copy Surat izin Operasional Sekolah;

Dokumen Kurikulum dan jadwal mata pelajaran;

Surat pernyataan tersedianya ruang praktek sekolah (RPS) (dilampiri dokumentasi);

Surat pernyataan tersedianya sarana prasarana praktik (dilampiri daftar alat dan dokumentasi);

Surat dukungan dari Pengurus Yayasan,;

Surat dukungan dari Sekolah pendamping;

Surat dukungan dari aparat desa/Kelurahan;

Daftar Guru produktif (dilampiri foto copy ijasah guru produktif);

Daftar nama pendidik untuk kompetensi baru dan uraian tugasnya;

Memiliki Peserta Didik masing-masing kompetensi keahlian sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang;

Daftar Peserta Didik terbaru dan terakhir;

Dokumen kerja sama atau MoU dengan dunia usaha/dunia industri untuk kompetensi keahlian yang diusulkan;

Surat pernyataan pimpinan dunia usaha/Industri bahwa bersedia menjadi tempat kerja praktek industri bagi siswa SMK untuk kompetensi
keahlian yang diuraikan, minimal 2 (dua) institusi;

Surat pernyataan Kepala Sekolah (bermaterai) menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
BPJS kesehatan dan Bukti Pembayaran BPJS;

NIB pemohon;

Surat Pernyataan yang menyatakan menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp10.000,00; dan
Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp10.000,00.



Output:

® Nk b

Surat mohon verifikasi dokumen, Rekomendasi Teknis, dan Berita Acara Pemeriksaan dari DPMPTSP Provinsi Bali teregister di Bagian
Umum Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Pendistribusian surat permohonan.

Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Berita Acara.

Laporan.

Rapat terbatas.

Rekomendasi teknis.

Pengajuan rekomendasi teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali.

Prosedur/Tata Cara :

1.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap,
dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk
penerbitan Izin Pembukaan Program keahlian pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi
Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka
Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Izin Pembukaan Program keahlian pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id.




Bagan Alur Pelayanan (lzin Pembukaan Keahlian pada satuan pendidikan menengah SMA SMK,SLB/ SWASTA dan Negeri)
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4.

Standar Operasional Prosedur Izin Penggabungan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Jenis
Pelayanan PD Sta.Lndar Waktu
L . Dasar Hukum Biaya . .
Perizinan / Teknis (Rp) (hari kerja)
Nonperizinan P
1 2 3 4 5
Izin Dinas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Tidak . Tim Kerja pada
Penggabungan | Pendidikan, Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Dikenakan DPMPTSP
Satuan Kepemudaan dan Indonesia Nomor 4301); Biaya melakukan
Pendidikan Olahraga verifikasi administr

Provinsi Bali

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

asi paling lama 2

(dua) hari kerja
sejak berkas
diterima;

. Verifikasi teknis
pada PD Teknis
dilakukan paling
lama 20 (dua pulih)
hari kerja sejak
berkas diterima

dari DPMPTSP;

. Penerbitan /
penolakan Izin
paling lambat 2

(dua) hari kerja
sejak rekomendasi
teknis yang benar
diterima dari PD
Teknis.




Jenis Standar

Pelayanan PD Waktu
Perizinan / Teknis
Nonperizinan

Dasar Hukum Biaya

(Rp) (hari kerja)

1 2 3 4 5

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pendirian, Operasional, Perubahan, Penggabungan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus,
serta Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada
Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi
Bali Tahun 2022 Nomor 14);

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

1.

Penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, penyelenggara berkewajiban melakukan kesepakatan Penggabungan
secara tertulis di depan notaris;

Satuan Pendidikan yang digabung harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menerbitkan Keputusan Gubernur
mengenai izin Penggabungan Satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus;

Penggabungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/masyarakat ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan
rekomendasi teknis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;

Satuan Pendidikan yang digabung, mengalihkan tanggung jawab kegiatan belajar mengajar, administrasi, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga
Kependidikan kepada Satuan Pendidikan hasil Penggabungan;

Setiap Penggabungan Satuan Pendidikan harus ditindak lanjuti dengan penyaluran atau pemindahan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan
Baru;




7. Penataan dan pencatatan aset sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah; dan
8. Kartu BPJS kesehatan dan Bukti Pembayaran BPJS
Output:
1. Surat mohon verifikasi dokumen, Rekomendasi Teknis, dan Berita Acara Pemeriksaan dari DPMPTSP Provinsi Bali teregister di Bagian Umum
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
Pendistribusian surat permohonan.
Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
Berita Acara.
Laporan.
Rapat terbatas.
Rekomendasi teknis.

Pengajuan rekomendasi teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali.

N RN

Prosedur/Tata Cara :

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

2. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan,;

3. Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

4. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Izin Penggabungan Satuan Pendidikan. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk
perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan

5. Izin Penggabungan Satuan Pendidikan dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi secara
elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id.




Bagan Alur Pelayanan (Izin Penggabungan satuan pendidikan)

o,
H

Mutu Baku

Kegiatan Eoncing | Kelerangan
e BerkasPPA Ketua T |Ka. DPMPTSP PPA Muda Ka. DPMPTSP| Kelengkapan Output i
Pertama
Pemohon mengajukan p h dan melengk Dokumen permohonan sesuai Dok permoh
secara dengan daftar persyaratan

By

Penerima Berkas/PPA Pertama melakukan pemeriksaan
kesesuaian data dokumen pengauan izin/nonizin

hak akses sistem, Dokumen
permohonan secara elektronik

Dokumen pengajuan izn/nonizin sesuai dan
dilanutkan ke PPA Muda atau dkembalikan
ke pemohon untuk direvisi

PPA Muda menindaklanjuti pemenksaan keabsahan dan

o Y pengajuan ian/

hak akses sistem, Dokumen
permohonan secara eleklronik

Dokumen pengajuan zn/nonizn absah dan
layak dianjulkan ke tahap kajan

teknis/ atau dik

PD Tekns (Tim Teknis) melakukan kajian teknis/venfikasi

hak akses sistemn, Dokumen

Konsep Rekomendas: Teknis
(Persetujuan/Penolakan)

L)

sesuai teknis atas dok pengaj permohonan secara elektronik
1zin/nonizin
Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan eleklrenik hak akses sislem, konsep Rek dasi Teknis (P juan/
terhadap rekomendasi teknis | OT 1 ‘rekomtek, tandatangan Penclakan)

-I eleklronk
PPA Muda kukan validasi rek dasi teknis terhadap hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izevnonizin dan
berkas p b seria k ny permohonan secara rekomtek absah dan layak dilanjutkan ke

elektronk, Rekomtek

tahap perumusan konsep izin/nonizin

Ketua Tim rekc teknis f
berkas permobonan dan melakukan inalisast konsep
1zin/nonizin atau penolakan

I revisi
T

hak akses sistem, Dokumen

oK | permohonan secara
TS elektronk, Rekomtek

Dokumen pengajuan @n/nonizn dan
rekomltek absah dan konsep ian/nonizn valid

Ka. DPMPTSP secara elektronik o Rekomiek, tandatangan |lzn/Nonan atau Surat P k
izin/nonizin atau penolakan | OK w elektronk tertandatangan elektronk
4
Tolak/TTE .
I
Calalan
.......... - Dok pengauan baitkan untuk di
- Dokumen pengauan dipreses lebih langut

*  Sesuai kelenluan yang beraku




5.

Standar Operasional Prosedur Izin Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Jenis PD Standar Waktu
Perizinan / . Dasar Hukum Biaya . .
. Teknis (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5
Izin Penutupan | Dinas Pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem | Tidak . Tim Kerja pada
Satuan Kepemudaan dan Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik | Dikenakan DPMPTSP
Pendidikan Olahraga Provinsi Indonesia Nomor 4301); Biaya melakukan

Bali

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terkahir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

verifikasi administ
rasi paling lama 2

(dua) hari kerja
sejak berkas
diterima;

. Verifikasi teknis
pada PD Teknis
dilakukan paling
lama 20 (dua pulih)
hari kerja sejak
berkas diterima

dari DPMPTSP;

. Penerbitan /
penolakan Izin
paling lambat 2
(dua) hari kerja

sejak rekomendasi
teknis yang benar
diterima dari PD
Teknis.




Jenis Standar
Perizinan / Dasar Hukum Biaya
Nonperizinan (Rp)

PD Waktu

Teknis (hari kerja)

1

2 3 4 5

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pendirian, Operasional, Perubahan, Penggabungan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan
Khusus, serta Penambahan dan Perubahan Program
Keahlian pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);

Persyaratan

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

a.

Persyaratan Penutupan Satuan Pendidikan sebagai berikut:
1.

2.
3.

Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian;

Satuan Pendidikan tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

Penutupan Satuan Pendidikan Negeri diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,;

. Usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan hasil evaluasi yang

dilakukan oleh Tim Verifikasi atau Tim Pertimbangan Satuan Pendidikan yang dibentuk oleh Gubernur;

. Hasil Tim Verifikasi atau Tim Pertimbangan Penutupan Satuan Pendidikan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Penutupan Satuan

Pendidikan,;

. Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara dengan mengajukan surat

permohonan Penutupan Satuan Pendidikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



11.
12.
13.

Output:

® No g A Wb

. Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan

dapat dicabut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setelah
mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga,;

. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan izin Penutupan

berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;

. Penyaluran atau pemindahan Peserta Didik kepada lembaga Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
10.

Penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi
kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;

Penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan;
Penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat; dan

Kartu BPJS Kesehatan dan Bukti Pembayarannya BPJS

Surat mohon verifikasi dokumen, Rekomendasi Teknis, dan Berita Acara Pemeriksaan dari DPMPTSP Provinsi Bali teregister di Bagian
Umum Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Pendistribusian surat permohonan.

Disposisi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Berita Acara.

Laporan.

Rapat terbatas.

Rekomendasi teknis.

Pengajuan rekomendasi teknis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali.

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen dinyatakan
lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak
lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;




4. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk
penerbitan Izin Penutupan Satuan Pendidikan. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah
Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan
penolakan permohonan pada sistem; dan

5. Izin Penutupan Satuan Pendidikan dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi secara
elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id.




Bagan Alur Pelayanan (lzin Penutupan satuan pendidikan)

Mutu Baku
: Penerima
Kegutan Pemchon Berkas/PPA Kelengkapan Output Kelornamn
Pertama
Pemohion mengajukan p h dan melengk Dokumen permohionan sesual Dokumen permehonan izinfnonizn
persy 4 secara L dengan daftar persyaratan

-

Penerima Berkas/PPA Pertama melakukan pemeriksaan
ian data dok

A

1 L 1L_ ‘-JL

hak akses sistem, Dekumen

permohonan secara elektronik

Dokumen pengajuan izn/nonizin sesuai dan
dilanutkan ke PPA Muda atau dkembalikan

PPA Muda ksaan keabsahan dan

ok Ledoiak 1k . ey

—
b - == | revisi |- ~~

hak akses sistem Dokumen

permohonan secara eleklronik

PD Tekns (Tim Tekns) melakukan kejian teknis/venfikasi

hak akses sistern, Dokumen

20 Hari Kerja  |Konsep Rekomendas: Teknis
(Persetujuan/Penolakan)

ke pemohon untuk direvisi

Dokumen pengajuan n/nonizin absah dan
layak dianjulkan ke lahap kajan
teknis/venfikasi lapangan atau dikembaik

sesuai teknis atas dok pengaj permohonan secara elektronik
zin/nonizin
Ka. PD Teknis melakukan p i lektronil hak akses sislermn, konsep Rek dasi Teknis (P juan/
terhadap rekomendasi teknis rekomiek, fandatangan Penclakan)
eleklronk
PPA Muda mefakukan validasi rek dasi teknis terhadap hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izn/nonizin dan

berkas permohonan, serta mengkonsep @n/nonazin

permohonan secara
elektronk, Rekomtek

rekomtek absah dan layak dilanjutkan ke
tahap perumusan kensep izinfnonizin

Ketua Tim hsis rekc das teknis terhad:
berkas permohonan dan melakukan inalisast konsep
1zin/nanizin atau penolakan

hak akses sistem, Dokumen
permohonan secara
elektronk, Rekomtek

Dokumen pengajuan n/nonzn dan
rekomitek absah dan konsep ian/nonizn valid

Ka. DPMPTSP menandatangani secara elektronik

Rekomiek, tandatangan

in atau Surat P

izin atau penolak elektronk tertandatangan elektronk
Calalan
__________ - Dok peng dikembalikan untuk di
- Dokumen pengauan diproses lebih langut

* _ Sesuai kelentuan yang beraku




H. SEKTOR SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penyelengaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Jenis Standar
Perizinan/ PD Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
. . Biaya (Rp)
Nonperizinan Teknis
1 2 3 4 5
Izin Dinas Sosial, . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang | Tidak 1. Tim Kerja pada
Penyelengaraan | Pemberdayaan Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara | Dikenakan DPMPTSP melakukan
Pengumpulan Perempuan dan Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, | Biaya verifikasi administrasi
Uang atau Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia paling lama 2 (dua) hari
Barang (PUB) Provinsi Bali Nomor 2273); kerja sejak  berkas
Lintas diterima;
Kabupaten/Kota . Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang

di Provinsi Bali

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3175);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3106);

. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1099); dan

. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan
Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1026).

. Verifikasi teknis pada

PD Teknis dilakukan
paling lama S (lima)
hari kerja sejak berkas
diterima dari

DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

izin paling lambat 5
(lima) hari kerja sejak
rekomendasi teknis
yang benar diterima
dari PD Teknis.




Persyaratan

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

1.

o aRrLb

O o N

11.
12.

13.
14.

15.

16.

Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali;

KTP Pemohon;

Nomor Induk Berusaha (NIB);

NPWP (Konfirmasi status wajib pajak dengan memuat status valid);

Kartu BPJS Kesehatan Pemohon dan/atau perusahaan;

Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon dan/atau perusahaan;

Surat Tanda Daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia;

Bukti setor PBB/surat sewa tempat;

Nomor rekening atau wadah/tempat penampungan hasil penyelenggaraan PUB;

Rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemohon);

Proposal Kegiatan PUB;

Contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan;

Laporan Pertanggungjawaban kegiatan PUB untuk periode PUB sebelumnya (jika hasil PUB dalam satu periode diatas Rp.
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) agar dilengkapi dokumen audit dari akuntan publik;

Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan

Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme dan kegiatan
yang bertentangan dengan hukum;

Surat pernyataan kesediaan menampilkan profil kelembagaan dalam laman publikasi yang paling sedikt memuat:

e Sejarah pendirian lembaga.

e Susunan pengurus lembaga.

e Kegiatan yang dilaksanakan.

e Alamat dan nomor telepon lembaga.

Surat pernyataan kebenaran dokumen legalitas yang ditandatangani oleh direktur/ketua dan/atau di cap diatas meterai Rp
10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).



Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan

yang telah ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id ;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi

teknis ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP
Provinsi Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis
untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan

Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.
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2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) Lintas Provinsi yang berdomisili di Provinsi Bali

yang berdomisili
di Provinsi Bali

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3175);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3106);

. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1099); dan

. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan
Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1026).

Jenis Standar
Per1z1pgn / PD Teknis Dasar Hukum Biaya (Rp) Waktu (hari kerja)
Nonperizinan
Rekomendasi Dinas Sosial, . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Tidak . Tim Kerja pada
Pengumpulan Pemberdayaan Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Dikenakan DPMPTSP
Uang atau Perempuan dan Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Biaya melakukan
Barang (PUB) Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273); verifikasi
Lintas Provinsi Provinsi Bali administrasi

paling lama 2
(dua) hari kerja
sejak berkas
diterima;

. Verifikasi teknis

pada PD Teknis
dilakukan paling
lama 5 (lima) hari
kerja sejak berkas
diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penola

kan izin paling
lambat 5 (lima)
hari kerja sejak
rekomendasi
teknis yang benar
diterima dari PD
Teknis.




Persyaratan

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

1.

o RN

0O N

11.
12.

13.

14.

15.

Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali;

KTP Pemohon;

Nomor Induk Berusaha (NIB);

NPWP (Konfirmasi status wajib pajak dengan memuat status valid);

Kartu BPJS Kesehatan Badan Usaha/Perorangan);

Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon dan/atau perusahaan;

Surat Tanda Daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia;

Bukti setor PBB/surat sewa tempat;

Nomor rekening atau wadah/tempat penampungan hasil penyelenggaraan PUB;

Rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemohon);

Proposal Kegiatan PUB;

Contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan;

Laporan Pertanggungjawaban kegiatan PUB untuk periode PUB sebelumnya (jika hasil PUB dalam satu periode diatas Rp. 500.000.000
(lima ratus juta rupiah) agar dilengkapi dokumen audit dari akuntan publik;

Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme dan kegiatan yang
bertentangan dengan hukum,;

Surat pernyataan kesediaan menampilkan profil kelembagaan dalam laman publikasi yang paling sedikt memuat:

e Sejarah pendirian lembaga.

e Susunan pengurus lembaga.

e Kegiatan yang dilaksanakan.

e Alamat dan nomor telepon lembaga.

Surat pernyataan kebenaran dokumen legalitas yang ditandatangani oleh direktur/ketua dan/atau di cap diatas meterai Rp 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah).



Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang

telah ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan
tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP Provinsi
Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk
perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan permohonan pada
sistem; dan

Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.
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3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)

Jenis Standar
Per1z1r'1a.n / PD Teknis Dasar Hukum Biaya (Rp) Waktu (hari kerja)
Nonperizinan
1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas Sosial, . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Tidak . Tim Kerja pada
Undian Gratis Pemberdayaan Undian,; Dikenakan DPMPTSP melakukan
Berhadiah (UGB) | Perempuan dan Biaya verifikasi administrasi
Perlindungan Anak . UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan; paling lama 2 (dua)
Provinsi Bali hari kerja sejak berkas
. PP Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan diterima;
atas Hadiah Undian;
. Verifikasi teknis pada
. PP Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas PD Teknis dilakukan
Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Sosial; paling lama 5 (lima)
) . ) hari kerja sejak berkas
. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 diterima dari
Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan DPMPTSP:
Undian; dan ’
. . . Penerbitan/penolakan
. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang izin paling lambat 5
Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. (lima) hari kerja sejak
rekomendasi teknis
yang benar diterima
dari PD Teknis.
Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).
1.  Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Bali;
KTP Pemohon;
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Izin Usaha (untuk KBLI Risiko Tinggi);
NPWP (Konfirmasi status wajib pajak dengan memuat status valid);

Kartu BPJS Kesehatan Pemohon dan/atau perusahaan;

Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon dan/atau perusahaan;

ous L




7.  Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris;

8. Surat pengesahan badan usaha/perusahaan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia;

9.  Surat pajak bumi dan bangunan tahun terakhir atau surat sewa bangunan;

10. surat pernyataan akan menjamin kerahasian data peserta UGB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pelindungan data pribadi;

11. Produk yang akan dipromosikan dan/atau surat perjanjian kerja sama dengan pihak yang akan dipromosikan
(bagi penyelenggara UGB yang tidak memiliki produk yang akan dipromosikan); dan

12. Surat pernyataan kebenaran dokumen ditandatangani dan/atau di cap diatas meterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu
Rupiah);

Prosedur/Tata Cara :

1.  Pemohon membuka aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial secara online dengan prosedur:

a. Mengisi formulir registrasi petugas penyelenggara PUB,;

b. Pemohon mengisi formulir registrasi institusi dengan mengunakan ID Login Petugas dan mengunggah berkas
persyaratan registrasi institusi;

c. Petugas DPMPTSP melakukan verifikasi data petugas, data institusi dan berkas legalitas institusi jika telah
sesuai dengan persyaratan akan diberikan status aktif jika belum sesuai pemohon harus melengkapi;

d. Selanjutnya pemohon mengisi formular rencana program pada aplikasi serta mengubah status “rencana
program baru” menjadi status “rencana program sedang diverifikasi”;

e. PD teknis memverifikasi data rencana program. Jika setuju memberikan status “rencana program telah
diverifikasi” jika tidak status menjadi “rencana program perlu direvisi”; dan

Petugas DPMPTSP memberikan status jika setuju mengubah status menjadi “rencana program disetujui”

jika tidak permohonan ditolak;

2.  Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen
persyaratan yang telah ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

3. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan,
apabila dokumen dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait.
Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan
disertai alasan;

4. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil
verifikasi teknis ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan
dikirim ke Tim Kerja;

S. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala
DPMPTSP Provinsi Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan
ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin,
maka Tim Kerja melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan




Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman
prestise.baliprov.go.id ; dan

Berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan, Tim kerja DPMPTSP provinsi Bali menginput data rekomendasi
tersebut pada sistem Kementerian Sosial.
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4. Standar Operasional Prosedur Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Jenis Standar
Per1z1r'1a.n / PD Teknis Dasar Hukum Biaya (Rp) Waktu (hari kerja)
Nonperizinan

1 3 3 4 5
Surat Tanda Dinas Sosial, . Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan Tidak . Tim Kerja pada
Daftar Lembaga | Pemberdayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor | Dikenakan DPMPTSP
Kesejahteraan Perempuan dan 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor | Biaya melakukan verifikasi
Sosial (LKS) Perlindungan Anak 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang administrasi paling

Provinsi Bali

. Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4430);

Nomor 11 Tahun 2009 tentang
kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019
tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6397);

. Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir

miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); dan

. Peraturan Menteri Sosial Nomor S5 Tahun 2024 tentang

Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 988).

. Verifikasi

lama 2 (dua) hari
kerja sejak berkas
diterima;

teknis
pada PD  Teknis
dilakukan paling
lama 5 (lima) hari
kerja sejak berkas

diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolak
an izin paling
lambat 5 (lima) hari
kerja sejak

rekomendasi teknis
yang benar diterima
dari PD Teknis.




Persyaratan
(Dokumen asli
1.

VRN RWD

—
M=o

—
@

14.
15.
16.

17.

Prosedur/Tata
1.

2.

diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Surat Permohonan dari Organisasi Kemasyarakatan ditujukan kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penenaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;

Akte Pendirian LKS dari Notaris;

Surat Pengesahan LKS dari Kemenkumham;

AD/ART LKS yang dilegalisir/dicatatkan di Notaris/ditandatangani Pembina LKS;

Rekening Bank atas nama LKS;

NPWP atas nama LKS (Konfirmasi status wajib pajak dengan memuat status valid);

KTP Pengurus LKS;

Surat Keterangan bebas dari narkoba bagi pengurus LKS;

Program Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang dibidang Kesejahteraann Sosial;

Surat Rekomendasi/Tanda Pendaftaran LKS dari Pejabat yang berwenang bidang sosial di Kab/Kota;

Struktur Organisasi Pengurus LKS;

Proposal (program dan kegiatan LKS, modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan, nomor rekening LKS, sumber daya manusia dan
kelengkapan sarana dan Prasarana);

Surat Pernyataan yang menyatakan kegiatan tidak menyimpang dari Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Program Kerja dalam
pelaksanaan kegiatan;

Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;

Surat pernyataan persetujuan tetangga;

Konfirmasi status BPJS kesehatan (Badan Usaha/Perorangan);

Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon dan/atau perusahaan;

Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani oleh direktur/ketua dan/atau di cap diatas meterai Rp
10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Cara:

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan

yang telah ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi

teknis ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP
Provinsi Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis
untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan

Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.




Proses Bisnis Pelayanan Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Pelaksana Mutu Baku
" Penerima . "
ho Kegian Pemohon Berkas/PPA | PPAMuda | KeaTim DP;;'TSP [;ﬁ] ;Zt:z] Ka. PD Teknis| PPAMuda | KetwaTm DP;;'T . Kelengkapan Durasi (Hari Kerja) Output Keerangan
Periama

1 [Pemchon mengajukan permechonan dan melengkapi P Dokumen permohenan 2 Dokumen permehonan Zin/nenizin

persyaraian in/nonizin secara elekironik A sesuai dengan dafiar
_/‘ persyaratan

2 |Penerima Berkas/PPA Periama melakukan pemeriksaan hak akses sisiem, Dokumen Dokumen pengajuan izin/nonizin sesuai dan
kesesuaian data dokumen pengajuan in/nonizin ===/ revisi | - { }_ oK S permohonan secara dilanjutkan ke PPA Muda atau dikembalikan

eleldronik ke pemohon untuk direvisi

3 |PPA Muda jul pemeriksaan dan hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan Zinfnonizin absah dan
mengevaluasi kelayakan dokumen pengajuan Iin/nonizin ==l == revisi |--- _‘ %_,‘ }>4+ permchonan secara layak dianjutkan ke tahap kajian

| . oK elekironik teknis/verikasi lapangan atau dikembalikan
1 T ke pemohion untuk direvisi

4 PD Teknis (Tim Teknis) melakukan kajan ieknisiverikasi i Rl il Bl - v hak akses sistem, Dokumen 5 Konsep Rekomendasi Teknis
sesual kelemuan teknis atas dokumen pangajuan ok L permohonan secara (Perssujuan/Penolakan)
Einfnonizin eleltronik

5 |Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan elekironik hak akses sisiem, konsep Rekomendasi Teknis (Perseujuan/
terhadap rekomendasi ieknis oK L rekomiek, tandatangan Penclakan)

elekironik

6 |PPA Muda melakukan validasi rekomendasi tieknis ierhadap hak akses sisiem, Dokuman 5 Dokumen pengajuan izinfnonizin dan
berkas permohonan, serta mengkensep zin/nonizin oK - permohonan secara rekomiek absah dan layak dianjukan ke

eletaronik, Rekomiek tahap perumusan konsep Zin/nonizin
[

7 |Keiua Tim menganalisis rekomendasi teknis terhadap revisi hak akses sisiem, Dokumen Dokumen pengajuan izin/nonizin dan
berkas permehonan dan melakukan finalisasi konsep — oK permchonan secara rekomiegk absah dan konsep in/nonizin
Ein/nonizin atau penciakan 1 elekaronik, Rekomisk valid

t

8 |Ka. DPMPTSP menandatangani secara elelironik I Rekomiek, tandatangan Izin/Nenizin atau Surat Penclakan
izin/nonizin atau penclakan L elekironik teriandatangan elekironik

revisi

Tolak/TTE

uniuk dir

---------- : Dokumen pengaj
: Dokumen pengajuan diproses lebih lanjut

* : Sesual kefentuan yang berlaku

isiditolak




5. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
. Biaya (Rp)
Nonperizinan
1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas Sosial, 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Tidak . Tim Kerja pada
Pengangkatan Pemberdayaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Dikenakan DPMPTSP
Anak Antar Perempuan dan 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Biaya melakukan
Warga Negara Perlindungan Anak Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- verifikasi
Indonesia Provinsi Bali Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- administrasi
berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan paling lama 2
Adat Kebiasaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (dua) hari kerja
Setempat 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik sejak berkas
Indonesia Nomor 5606); diterima;
. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang . Verifikasi  teknis

Pelaksanaaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 tentang

Persyaratan Pengangkatan Anak;

. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 02

Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedor Pengangkatan
Anak; dan

. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali

Tahun 2022 Nomor: 04 /Kep-PSM.III/MDA-Bali/XII/2022
Tentang Pedoman Meras Sentana (Pengangkatan Anak/Penerus
Keturunan) Berdasarkan Hukum Adat Bali.

pada PD Teknis
dilakukan paling

lama 60 (Enam
puluh) hari kerja
sejak berkas
diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penola
kan izin paling
lambat 5 (lima)
hari kerja sejak
rekomendasi

teknis yang benar
diterima dari PD
Teknis.




Persyaratan

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

1.

>

02 Noo

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali;

Surat Pernyataan Hibah Warisan (bermeterai Rp. 10.000) dari calon orang tua angkat/pemohon

Surat Pernyataan Akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak
dan kebutuhan anak) (bermeterai Rp. 10.000) dari calon orang tua angkat/pemohon,;

Surat Pernyataan akan memberitahukan tentang Asal Usul Anak Angkat terkait Orang Tua Kandungnya
(bermeterai Rp. 10.000);

Surat Pernyataan Motivasi Calon Orang Tua Angkat (bermeterai Rp. 10.000);

Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah/Camat tentang pengangkatan calon anak angkat tersebut;

Surat Keterangan Sehat calon orang tua angkat/pemohon dari pihak yang berwenang;

Akta kelahiran Calon orang tua angkat/pemohon;

SKCK (surat Keterangan Catatan Kepolisian) calon orang tua angkat/pemohon;

Akta perkawinan dan/atau Surat Pernyataan belum menikah calon orang tua angkat/pemohon;

Pas photo calon orang tua angkat/pemohon ukuran 4 x 6 cm;

Surat Pernyataan memiliki penghasilan calon orang tua angkat/pemohon;

KTP calon orang tua angkat/pemohon;

Kartu keluarga calon orang tua angkat/pemohon;

Akta Kelahiran Calon Anak Angkat;

Berita Acara Pengangkatan Anak secara Adat (Meperas) dengan bermeterai Rp. 10.000;

Silsilah Keluarga Calon Orang Tua Angkat/pemohon dari Garis Kapurusa, diketahui oleh Kelihan Banjar Adat
atau Bandesa Adat atau dengan sebutan lain, Kepala Lingkungan/Kelihan Dinas, dan Camat dan/atau Lurah
(bermeterai Rp. 10.000);

Surat Pernyataan Calon Orang Tua Angkat/pemohon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar
bermaksud untuk memperoleh keturunan yang sah melalui pengangkatan anak dari keluarga kapurusa
(suami/ayah) dan/atau keluarga predana (istri/ibu) (bermeterai Rp. 10.000);

Surat Pernyataan dari Orang Tua atau Keluarga Calon Anak Angkat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
tidak keberatan kalau salah seorang anak atau keluarganya diangkat (bermeterai Rp. 10.000);

Surat Pernyataan dari Keluarga Kapurusa Terdekat (tercantum dalam Silsilah) yang menyatakan bahwa mereka
tidak keberatan atas rencana pengangkatan anak yang dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat/pemohon
(bermeterai Rp. 10.000);

Surat Pernyataan Kelihan Banjar Adat atau Bendesa Adat atau dengan sebutan lain yang menyatakan bahwa
rencana pengangkatan anak yang dimaksud telah mendapat persetujuan rapat (paruman) Banjar Adat dan/atau
rapat Desa Adat, yang dilaksanakan pada hari dan tanggal tertentu (bermeterai Rp. 10.000);

Konfirmasi status BPJS kesehatan (Badan Usaha/Perorangan) dengan memuat status aktif; dan

Surat pernyataan kebenaran dokumen (bermeterai Rp 10.000,-) dari calon orang tua angkat/pemohon.



Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen
persyaratan yang telah ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan,
apabila dokumen dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait.
Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan
disertai alasan,;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa
persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala
DPMPTSP Provinsi Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan
ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin,
maka Tim Kerja melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman
prestise.baliprov.go.id.




Frodes Bisnts Pelryanin Rekemendisl Pengingliss Anak Anisr Wirgh Regars ndonesis berdasariun A4 Kebissaan Sstempat

o . K PO | PRt I [ ot
PP e DR e SRR Lt s (e CRROATR
Sy ErRCAS ek il Sl
2 | P B Pactirma P piaeh i P e e Dokl S e SRR Bl A0
LA L ok T NN TRTCNGT et tT iy PR Ry e giletopiin
i [R00T R D
3 |FRA MG renncatiined pemwriaar keadiatan n o o ke Pk png i Sninere s 2
e A s e TR WM S i DR
i ) S
£ (PO Todng (T Tikray maadialon o it vl Kgmpap Prkomincn T
bl L e [ S P P |

E

§ |li. FID Tt i, AL
THIWLL AT

B U P
wddrgin

Friisivimulich TP | Poriauly
T |

AP Rt e il S T LI [ e Coafii S gl SRNER i
HEPLI QTENNN, W TENGLIID SRNEGT ™ W rdrmin abnan 2 iyl daridun b
Pl [ L) DRTORTR
T [ Tre e rodcomspriond irey rbacig s e, Cokumen il b iuein Sinonir fin
DB PR T MY T L i WM PO AR 1 KD SRR
i P e viiel
4 [dn DPUFTEP mesandaaraurs o senmnl W ATy S Pretiian
Wy et = I'llr-pm-n
G,




0. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan

Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
. Biaya (Rp)
Nonperizinan
Rekomendasi Dinas Sosial, 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Tidak . Tim Kerja pada
Pengangkatan Pemberdayaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor | Dikenakan DPMPTSP melakukan
Anak Antar Perempuan dan 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | Biaya verifikasi administrasi
Warga Negara Perlindungan Anak Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- paling lama 2 (dua)
Indonesia Provinsi Bali Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- hari kerja sejak berkas
berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan diterima;
peraturan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
perundang- 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik . Verifikasi teknis pada
undangan Indonesia Nomor 5606); PD Teknis dilakukan
paling lama 120
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang (seratus dua puluh)
Pelaksanaaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik hari kerja sejak berkas
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan diterima dari
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); DPMPTSP;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 tentang . Penerbitan/penolakan
Persyaratan Pengangkatan Anak; dan izin paling lambat 5
(lima) hari kerja sejak
4. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 02 rekomendasi  teknis
Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedor Pengangkatan yang benar diterima
Anak. dari PD Teknis.
Persyaratan

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

1.

2.
3.

Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Bali;

Surat Pernyataan Kesepakatan Pengangkatan Anak dari calon orang tua angkat/pemohon (bermeterai Rp. 10.000);
Surat Persetujuan Keluarga untuk Mengangkat Anak (bermeterai Rp. 10.000);

Surat Pernyataan Hibah Warisan (bermeterai Rp. 10.000) dari calon orang tua angkat/pemohon;




oo

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Prosedur/Tata
1.

2.

Surat Pernyataan Hak Perwalian (bermeterai Rp. 10.000) dari calon orang tua angkat/pemohon;

Surat Pernyataan Akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak dan kebutuhan
anak (bermeterai Rp. 10.000) dari calon orang tua angkat/pemohon;

Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat terkait Orang Tua Kandungnya (bermeterai Rp. 10.000)
dari calon orang tua angkat/pemohon;

Surat Pernyataan Akan Memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan (bermeterai Rp. 10.000) dari calon orang tua
angkat/pemohon,;

Surat Pernyataan motivasi mengangkat anak dari Calon Orang Tua Angkat/pemohon (bermeterai Rp. 10.000);

Surat Pengantar Pengangkatan Anak dari Kepala Desa/Lurah/Camat;

Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua biologis dari calon orang tua angkat/pemohon dan/atau Berita Acara
Penyerahan Anak dari Lembaga Pengasuhan Anak (bermeterai Rp. 10.000);

Surat Keterangan Sehat calon orang tua angkat/pemohon dari rumah sakit pemerintah;

Surat Keterangan Kesehatan Jiwa calon orang tua angkat/pemohon dari Dokter Spesialis Jiwa (Rumah Sakit Pemerintah)

Akta kelahiran calon orang tua angkat/pemohon;

SKCK (surat Keterangan Catatan Kepolisian) calon orang tua angkat/pemohon;

Akta perkawinan dan/atau Surat Pernyataan belum menikah calon orang tua angkat/pemohon;

Pas photo calon orang tua angkat/pemohon ukuran 4 x 6 cm;

Surat Pernyataan memiliki penghasilan calon orang tua angkat/pemohon;

KTP calon orang tua angkat/pemohon;

Kartu keluarga calon orang tua angkat/pemohon,;

Akta Kelahiran Anak yang akan diangkat;

Surat Pernyataan Belum mempunyai anak (bermeterai Rp. 10.000) dari calon orang tua angkat/pemohon;

Konfirmasi status BPJS kesehatan (Badan Usaha/Perorangan) dengan memuat status aktif calon orang tua angkat/pemohon,;
dan

Surat pernyataan kebenaran dokumen (bermeterai Rp 10.000,-) dari calon orang tua angkat/pemohon.

Surat Pernyataan (bermaterai Rp. 10.000,-) yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak
dan perlindungan anak;

Cara:

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan

yang telah ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi

teknis ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;




Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP
Provinsi Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis
untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan

Izin /Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.
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L.

1.

SEKTOR PERTANIANN DAN KETAHANAN PANGAN

Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pemasukan Ternak Unggas Day Old Chicken(DOC) Grand Parent (GP) atau Great Grand Parent (GGP)

Antar Negara.

Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);

Jenis
Perizinan dan PD Teknis Dasar Hukum Stapdar Wa.lktu.
Nonperizinan Biaya (hari kerja)
p
1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan | Tidak . Tim Kerja pada
Pemasukan Pertaniann Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | Dikenakan DPMPTSP
Ternak Unggas dan 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | Biaya melakukan
Day Old Ketahanan Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir verifikasi
Chicken (DOC) Pangan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta administrasi
Grand Parent Provinsi Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan paling lama 2
(GP) atau Great | Bali Lembaran Negara Nomor 6573); (dua) hari kerja
Grand Parent sejak berkas
(GGP) Antar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah diterima;
Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . Verifikasi  teknis

pada PD Teknis
dilakukan paling
lama 5 (lima) hari
kerja sejak berkas

diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penol
akan izin paling
lambat 5 (lima)
hari kerja sejak
rekomendasi

teknis yang benar
diterima dari PD
Teknis.




Perizinan dan
Nonperizinan

Jenis

PD Teknis

Dasar Hukum

Standar
Biaya

Waktu
(hari kerja)

1

3

4

5

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6618);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuDaerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); dan

Peraturan Menteri Pertaniann Nomor
29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 873).

Persyaratan:

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:
Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.

a.

mo a0 o

10.000,-;

KTP Pemohon;
NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);
NIB dan lampirannya;
Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan yang masih aktif;

Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan yang masih aktif (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).




Persyaratan Pemasukan

a. Melampirkan Rekomendasi Pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
b. Melampirkan Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertaniann RI; dan

c.  Health Certificate dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal.

Prosedur/Tata Cara :

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id;

2. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

3. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

4. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP
Provinsi Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis
untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan

S. Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pemasukan Ternak Unggas Day Old Chicken(DOC) Grand Parent (GP) atau Great Grand Parent (GGP) Antar Negara

Pelaksana Mutu Baku
. Penerima
Kegiatan Ka PD Teknis . Ka e Keterangan
= Pemohan Berkas/PPA | PPAMuda | KetuaTm OPMPTSP | (Tim Tekmie) Ka. PD Teknis| PPAMudzs | KetuaTm DPMETSR kelengkapan Durasi (Hari Kerja) Output o
Pertama '
Pemohon mengapmkan permohonan dan melengkapi —_— Diokumen permohaonan 2 Dokumen permohonan izin/aonizin
persyaratan izinfnonizin secara elektronik — I R sesuai dengan daftar
ot persyaratan
Penerima Berkas/PPA Pertama melakukan pemenksaan mak akzes zistem, Dokumen Dokumen pengajuan izin/nonizin sesuai
kesesuaian data dokumen pengapan izininonizin oK permohonan secara dan dilanputkan ke PPA Mudz atau
elekironik dikembalikan ke pemohon untuk direwsi
PPA Muda menindaklanjuti pemeriksaan keabsahan dan ! mak akses sistem, Dokumen Diokumen pengajuan izin/nonizin sbsah
mengevaluasi kelayakan dokumen pengajuan izininonizin - | . permohonan secara dan layak dilanjutian ke tahap kajian
S : elekironik teknisiverfikasi lapangan atau
T dikembalikan ke pemohon untuk direwsi
PO Tekniz (Tim Teknis) melakukan kajian teknisiverfikas mak akses sistem, Dokumen Konsep Rekomendasi Teknis
sesual ketentuan teknis atas dokumen pengsjuan permohonan secara (Persetujuan/Penolakan)
in/nonizin elekironik
5 |Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan elekiranik mak skees sistem, konsep Rekomendasi Teknis (Persetujuan/
tethadap rekomendasi teknis P rekomtsk, tandatangan Penclakan)
Il elekironik
PPA Muda melakukan validasi rekomendasi teknis nak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izin/nonizin dan
tethadap berkas permohonan, serta mengkonsep permohonan secara rekomtek absah dan layak dilanjutkan ke
Zininonizin elektronik, Rekomtek tahap perumusan konsep izinfnonizin
Ketua Tim menganalisis rekomendasi teknis terhadap nak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izin/nonizin dan
berkas permononan dan melakukan finalisasi konsep permohanhan secars rekomtek absah dan konsep zinhanizin
mninonizin atau penolakan elekironik, Rekomiek valid
Ka. DPMPTSP menandatangani secara elekironik Rekomisk, tandstangan lzinMNonzin atau Surat Penolakan
zin/nonizin ataw penclakan elekironik tertandatangan elektrank
Tolak/TTE
I

Catatan:

—————————— Dokumen pengajuan dikembalikan untuk direvisiditolak

- Dokumen pengajuan diproses lebih lanjut
* - Besual ketentuan yang beraku




2. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pengeluaran Ternak Unggas DOC (Day Old Chicken) Grand Parent (GP) atau Great

Grand Parent (GGP) Antar Negara

Jenis
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Stapdar Wtaktu.
Nonperizinan Biaya (hari kerja)

1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan | Tidak . Tim Kerja pada
Pengeluaran Pertaniann Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Dikenakan DPMPTSP
Ternak Unggas dan Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) Biaya melakukan
Day Old Ketahanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang- verifikasi
Chicken (DOC) Pangan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara administrasi
Grand Parent Provinsi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); paling lama 2
(GP) atau Great | Bali (dua) hari kerja

Grand Parent
(GGP) Antar
Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5543);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia 6618);

sejak  berkas

diterima;

. Verifikasi

teknis pada PD
Teknis
dilakukan
paling lama 5
(lima) hari kerja
sejak  berkas
diterima  dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/pen

olakan izin
paling lambat 5
(lima) hari kerja
sejak
rekomendasi
teknis yang
benar diterima
dari PD Teknis.




Jenis
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu
Nonperizinan Biaya (hari kerja)
1 2 3 4 5
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 /M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan
Produk Hewan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
Peraturan Menteri Pertaniann Nomor
29 /Permentan/PP.210/7/2018 Tentang tata Cara Perizinan Berusaha
Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
873);
Persyaratan:
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).
Persyaratan Administrasi:
a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.

10.000,-;

KTP Pemohon;
NPWP Pemohon/Perusahaan;

NIB dan lampirannya;

Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan

Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).

mopo g

Persyaratan Pengeluaran
a. Melampirkan Rekomendasi Teknis Pemasukan Negara penerima/tujuan serta melengkapi Dokumen Persyaratan Teknis yang

diminta oleh Negara tujuan;
b. Melampirkan Rekomendasi Pengeluaran dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi

Bali; dan

c.  Health Certificate dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Nasional Kementerian Pertaniann RI.




Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id ;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP Provinsi
Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk
perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan permohonan pada
sistem; dan

Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pemasukan Ternak Unggas Day Old Chicken(DOC) Grand Parent (GP) atau Great Grand Parent (3GP) Antar Negara

Pelaksana Mutu Bahu
Penenima
Mao. Kegiatan in Keterangan
4 Pemohon Berkas/FPA | PPA Muda Ketua Tim DPhT;TSP "IE}nD'n I:{:_ z'- Ka. PD Teknis| PPA Muda Kewa Tim DPhln"IQ;:FSP Kelengkapan Durasi (Hari Kexja) Cuiput 9
Pertama ' '
Pemohon mengaukan permohonan dan melenghkap — Diokumen permohonan secus 2 Dokumen permohonan zinfnonizin
persyarsian mninonan secara elekironk - _Hf | dengan dafar persyaraian
|
|
2 |Penenma Berkas/PPA Perama melakukan pemenksaan I hak aksss sistem, Dokumen Dokumen pengaman mminonizin sesua dan
kesesuzian data dokumen pengapuan @n/nonizin —— i | oK L permohonan secara elekionk dilanjutkan ke PPA Muda ziau dkembaikan
| revst ke pemohon untuk direvis
I
3 |PPA Mudz menindaklanpsd pemenksaan keabsshan dan | nak zkzes sistem, Dokumen Dokumien pengapuan zminonizin shash dan
mengevaluzsi kelayakan dokumen pengauan mn/nonizin :_ SN S (I B L A permononan secara lekionik a:aklc a:f_&:a' ke thap k3 a'k e
oK teknes/ventkasi lapangan atau dikembalikan
I L . ke pemchon untuk dirgvis
4 |PD Tekniz (Tim Teknic) melzkukan kapan ehnis/vernfkas e e e e e e e == == o — ¥ hak aks=s sistem, Dokumen 5 Komsep Rekomendasi Teknis
sesua ketentuan ishnis 2ias dokumen pengauan | ok L permohonan secara elskironk {PersetupaniPenclakan)
) lllllol " g}
5 |Ka. PD Teknis melskukan penandsianganan dlekionk hak akses sistem, konssp Rekomendasi Teknis (Persstupan’
teradap rekomendasi i=kniz oK rekomizk, Endatangan Penclzkan)
1 1 elekronik
B |PPA Muda melakukan vahidasi rekomendasi teknis tethadap hak akzes sistem, Dokumen 2 Dokumen pengapuan Zminonizin dan
berkas permohonan, serta menghonsep @n/nonizin permohonan Secara rekomisk hesh dan layak dlanutkan ke
OK elekironsk, Rekomiek tzhap perunusan konsep mn/nonizn
F
T |Ketuz Tim menganabsis rekomendast iehnis terhadap berkas . ¥ hak aks=s sstem, Dokumen Dokumen pengapan zminonizin dan
e i ; revisi — ! ;
permohonan dan melakukan inaksasi konsep @nfnonizin —_—_ || oK permohonan secara rekomisk abesh dan konsep @ninonizin vald
ztau penolakan 1 elzkironik, Rekomiek
t
& [Ka DPMPTSP menandstangan secarm slekionk i Rekonnzk, =ndatangan |zm/Nonizin atau Surat Peaclakan
Zin/nonizin atau penclakan oK elzkironik terandaiangan elekonk
revisi
| ¥
L [
— Telak/TTE il )
I

- Dokumen pengapan diproses lebih lanut
*: Sesua keentuan yang bedaku

: Dokumen pengajuan dikembalikan unuk dirsvisiideolzk




3. Standar Operasional

Parent(GGP) antar Negara

Prosedur

Rekomendasi Pemasukan

Ternak Unggas Day Old Duck (DOD) Grand Parent (GP) atau Great Grand

Jenis
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Stgndar W'aktu‘
Nonberizi Biaya (hari kerja)
perizinan
1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Tidak . Tim Kerja pada
Pemasukan Pertaniann Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Dikenakan DPMPTSP
Ternak Unggas dan 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Biaya melakukan
Day Old Duck Ketahanan Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir verifikasi
(DOD) Grand | Pangan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta administrasi
Parent (GP) | Provinsi Bali Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan paling lama 2
atau Great Lembaran Negara Nomor 6573); (dua) hari kerja
Grand sejak berkas
Parent(GGP) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diterima,;

antar Negara

Peraturan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian
dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5543);

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran

. Verifikasi teknis

pada PD Teknis
dilakukan paling
lama 5 (lima)
hari kerja sejak
berkas diterima
dari DPMPTSP;

. Penerbitan/peno

lakan izin
paling lambat 5
(lima) hari kerja

sejak
rekomendasi
teknis yang
benar diterima

dari PD Teknis.




Jenis Standar Waktu

Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum . . i
.. Biaya (hari kerja)
Nonperizinan
1 2 3 4 5

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6618);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 /M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan
dan Produk Hewan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Menteri Pertaniann Nomor
29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 873);

Persyaratan:
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:
a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp. 10.000,-

b. KTP Pemohon;

c. NPWP Pemohon/Perusahaan;

d. NIB dan lampirannya;

e. Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan

f. Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).

Persyaratan Pemasukan

a. Melampirkan Rekomendasi Pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
b. Melampirkan Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertaniann RI; dan

C.  Health Certificate dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal.




Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan,;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP
Provinsi Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis
untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan

Izin /Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.



—

Proses Bagan Alur Rekomendasi Pemasukan Ternak Unggas Day Old Duck (DOD) Grand Parent (GP) atau Grand Grant Parent (GGP) antar Negara

Pelakzana Mutu Baku
. Penerima
Kegiatan ) Ka PD Teknis ) Ka o Keterangan
Pemahon BerkasPPA | PPAMuda | Ketua Tm DPMETSP | (Tim Teknis) Ka. PO Teknis| PPAMuda | Ketus Tm DPMPTEP Kelengkapan Durasi (Har Kerja) Output
Pertama
Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi PR Diokumen permohonan 2 Dokumen permohonan izin/nomizin
persyaratan izinnonizin secara elektronik — I I sesual dengan daftar
- J persyaratan
Penerima Berkas/PPA Pertama melakukan pemenksaan mak akses siztem, Dokumen Dokumen pengajuan izin/nonizin sesual
kesesuaian data dokumen pengapan inmonzin permohonan secara dan dilanputkan ke PPA Muda atau
elekironik dikembalikan ke pemohon untuk direwisi
PPA Muda menindaklanjuti pemenksaan keabsahan dan . hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izinfnonizin absah
mengevaluasi kelayakan dokumen pengajuan izin/nonizin | N permohanan secara dan layak dilanjutkan ke tahap kajian
! elektronik teknisiverifikasi lapangan atau
dikembalikan ke pemohon untuk direvisi
PD Tekniz {Tim Teknis) melakukan kajian teknisiverdkasi mak akses sistem, Dokumen Konsep Rekomendasi Teknis
sesual ketentuan teknis atas dokumen pengajuan permohaonan secara (Persetujuan/Penclakan)
zinnonizin elekiranik
5 |Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan elekironik hak gkses sistem, konsep Rekomendasi Teknis (Persetujuan/
tethadap rekomendasi teknis oK rekomtek, fandatangan Penclakan)
1 elekiranik
PPA Muda melakukan validas rekomendasi teknis mak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izin/nonizin dan
terhadap berkas permohaonan, serta mengkonsep permohanan secara rekomtek absah dan layak dianjutkan ke
zin/nonizin elekironik, Rekomiek tehap perumusan konsep izininonizin
Ketua Tim menganalisis rekomendasi teknis terhadap hak gkses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izinfnonizin dan
berkas permohonan dan melakukan finalisasi konsep permohonan secara rekomtek absah dan konsep zinfmonizin
zinlnonizin atau penolakan elektranik, Rekomtek valid
Ka. DFMPTSF menandatangani secara elekiranik Rekomtek, tandatangan |zin/Monizin atau Surat Penolakan
zinlnonizin atau penolakan elekiranik tertandatangan elekironik
Talak/TTE

Catatan:

---------- Dokumen pengajuan dikembalikan untuk dirgvisiiditolak

- Dokumen pengajuan diproses lebih [anjut
* . Besual ketentuan yang beraku




4. Standar

Operasional Prosedur

Rekomendasi Pengeluaran

Great Grand Parent (GGP) Antar Negara

Ternak Unggas Day Old Duck (DOD) Grand Parent (GP) atau

Jenis Waktu
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Standar Biaya hari kers
Nonperizinan (hari kerja)

1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Tidak . Tim Kerja pada
Pengeluaran Pertaniann dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Dikenakan DPMPTSP
Ternak Unggas dan Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Biaya melakukan
Day Old Duck Ketahanan Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah verifikasi
(DOD) Grand | Pangan beberapa kali, terkahir dengan Undang- Undang Nomor 11 administrasi
Parent (GP) | Provinsi Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun paling lama 2
atau Great Bali (Tim 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); (dua) hari kerja
Grant Parent Teknis) sejak berkas
(GGP) antar 2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah diterima;

Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . Verifikasi  teknis
Nomor 5587); pada PD Teknis
dilakukan paling
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang lama 5 (lima) hari
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah kerja sejak berkas
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan diterima dari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor DPMPTSP;
8 .
2) . Penerbitan/penol
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang akan izin paling
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan lambat 5 (lima)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor hari kerja sejak
130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor rekomendasi
5543); teknis yang benar
diterima dari PD
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Teknis.
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran




Jenis Waktu
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Standar Biaya hari kers
Nonperizinan (hari kerja)
1 2 3 4 5
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
6618);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 /M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);
Peraturan Menteri Pertaniann Nomor
29/Permentan/PP.210/7 /2018 Tentang tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
Persyaratan:

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

S0 a0 o

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan;
NIB dan lampirannya;
Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan

Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).

Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp. 10.000,-;




Persyaratan Pengeluaran

a. Melampirkan Rekomendasi Teknis Pemasukan Negara penerima/tujuan serta melengkapi Dokumen Persyaratan Teknis yang diminta oleh
Negara tujuan;

b. Melampirkan Rekomendasi Pengeluaran dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali; dan

c.  Health Certificate dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Nasional Kementerian Pertaniann RI.

Prosedur/Tata Cara :

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id ;
2. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen dinyatakan

lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap,
dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

3. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

4. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP Provinsi Bali
untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan.
Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

S. Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pengeluaran Temak Unggas Day Old Duck (DOD) Grand Parent (GP) atau Grand Grant Parent (GGP) Antar Negara

Mutu Baku

elektronik

- Penerima
Kegiatan Keterangan
= Pemohon BerkasPPA | PPAMuda PPA Muda Kelengkapan Output &=
Pertama
Pemaohon mengajukan permohonan dan melengkapi — Dokumen permohanan Dokumen permahanan izin/nonizin
persyaratan izinfnonizin secara elektronik ET-F - I sesuai dengan daftar
" y persyaratan
]
Penerima Berkas/PPA Pertama melakukan pemenksaan : hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izinfnonizin sesual
kesesuaian data dokumen pengajuan izinfhonizin [ revisi B oK permohanan secara dan dilanjutkan ke PPA Muda atau
: evis elekironik dikembalikan ke pemohaon untuk direvisi
]
PPA Muda menindaklanjuti pemerkeaan keabsahan dan : ! mak aksez ziztem, Dokumen Dokumen pengajuan izin/nonizin absah
mengevaluasi kelayakan dokumen pengajuan izinfnanizin I | permohonan secara dan layak dilanjutkan ke tahap kajian
T T : elekironik teknisiverfikasi lapangan atsu
dikembalikan ke pemohon untuk direvisi
PD Teknis (Tim Teknis) melakukan kajian teknisiverdikasi hak akses sistem, Dokumen Konsep Rekomendasi Teknis
2ezual ketentuan teknis atas dokumen pengajuan permohonan secara {Perzetujuan/Penalakan)
zinfnonizin elekironik
5 |Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan elekironik nak akses siztem, konsep Rekomendasi Tekniz (Persetujuan/
terhadap rekomendasi teknis o rekomtek, tandatangan Penolakan)

PPA Muda melakukan validasi rekomendasi teknis
terhadap berkas permohonan, serta mengkonsep
zinfnonizin

_

'

hak akses sistem, Dokumen
permohonan secara
elekironik, Rekomtek

Dokumen pengajuan izinfnonizin dan
rekomitek absah dan layak dilanjutkan ke
tzhap perumusan konsep izininonizin

Ketua Tim menganalisis rekomendasi teknis terhadap
berkas permononan dan melakukan finalizasi konzep
zin/nonizin atau penclakan

revisi

-

hak akses sistem, Dokumen
permohonan secara
elekironik, Rekomtek

Dokumen pengajuan izin/nonizin dan
rekomtek absah dan konsep izin/nonizin
valid

Ka. DPMPTSEP menandatangani secara elektronik
zin/nonizin atau penclakan

[=]

Rekomtek, tandatangan
elektranik

Izin/Nonizin atau Surat Penolakan
tertandatangan elekironik

Catatan:

---------- Dokumen pengajuan dikembalikan uniuk direvisiditolak

: Dokumen pengajuan diprozes lebik lanjut
*: Besual ketentuan yang beraku




5. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pemasukan Telur Tetas (Hatching Egg) Antar Negara

Jenis .
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Stapdar Waktu‘ (hari
Nonperizinan Biaya kerja)

1 2 3 4 S
Rekomendasi Dinas . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Tidak . Tim Kerja pada
Pemasukan Pertaniann Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Dikenakan DPMPTSP
Telur Tetas dan Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) Biaya melakukan
(Hatching Egg) Ketahanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang- verifikasi
antar Negara Pangan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara administrasi

Provinsi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); paling lama 2
Bali (dua) hari kerja

. Peraturan

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan

Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5543);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6617);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia 6618);

sejak berkas
diterima;

. Verifikasi

teknis pada PD
Teknis
dilakukan
paling lama 5
(lima) hari
kerja sejak
berkas diterima
dari DPMPTSP;

. Penerbitan/pen

olakan izin
paling lambat 5
(lima) hari
kerja sejak
rekomendasi
teknis yang
benar diterima
dari PD Teknis.




Jenis .
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Stgpdar Wallitu. (hari
Nonperizinan laya erja)
1 2 3 4 5
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 /M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan
Produk Hewan,
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); dan
. Peraturan Menteri Pertaniann Nomor
29 /Permentan/PP.210/7/2018 Tentang tata Cara Perizinan Berusaha
Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
873).
Persyaratan:

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:
Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.

a.

"o a0 o

10.000,-;
KTP Pemohon,;

NPWP Pemohon/Perusahaan;

NIB dan lampirannya;

Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan
Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).

Persyaratan Pemasukan
Melampirkan Rekomendasi Pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi

a.

b.
C.

Bali;

Melampirkan Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertaniann RI; dan
Health Certificate dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal.




Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id ;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan,;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP
Provinsi Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis
untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan

Izin /Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.



—e

Proses Bagan Alur Rekomendasi Pemasukan Telur Tetas (Hatching Egg) Antar Negara

Pelaksana Mutu Baku
. Penerima
Mao. Kegiatan ) Ka FD Tekniz . Ka A Keterangan
Pemohan Bn;}rkas-PF'A PPA Muda Ketua Tm DPMPTEP | (Tim Teknis) Ka. PD Teknis| PPA Muda Ketua Tm DPMPTSP Kelengkapan Durasi {Hari Kena) Output
ertama
1 | Pemohon mengaiukan permohonan dan mekengkapi P Dokumen permohanan 2 Dokumen permohonan izin/nonizin
persyaratan izin'nonizin secara elekironik | — I R R sesuai dengan daftar
| = persyaratan
]
2 | Penerima Berkas/PPA Pertama melakukan pemenksaan : hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izin/nonizin sesuai
kesesuaian data dokumen pengajuan izinfnonizin [ revisi |- oK permohanan secars dan dilanputkan ke PPA Muda atau
: evis elekironik dikembalikan ke pemohon untuk direvisi
]
3 | PPA Muda menindaklanjuti pemeriksaan keabsahan dan : ! mak akses ziztem, Dokumen Dokumen pengajuan izinfnonizin absah
mengevaluasi kelayakan dokumen pengajuan izinfnonizin I revisi - | permohonan secara dan layak dilanjutkan ke tahap kajian
T T . oK elekironik teknisiverifikasi lapangan atau
T dikembalikan ke pemohon untuk direvisi
4 | PO Teknis (Tim Teknis) melakukan kajian teknisherfikasi mak akses sistem, Dokumen 5 Konzep Rekomendasi Tekniz
sesual ketentuan teknis atas dokumen pengajuan oK permohonan secara {Persetujuan/Penalakan)
Zininonizin 7 elektronik
5 | Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan elekiranik hak akses sistem, konsep Rekomendasi Teknis (Persetujuan/
terhadap rekomendasi teknis oK rekomtek, Bndatangan Penolakan)
] elekironik
& | PPA Muda melakukan validasi rekomendasi teknis hak akses sistem, Dokumen 2 Dokumen pengajuan izin/nonizin dan
terhadzap berkas permohonan, serta mengkonsep permohanan secara rekomtek abzah dan layak dilanjutkan ke
@n/nonizin 0K - elekironik, Rekomtek tahap perumusan konsep izininonizin
A
7 |Ketua Tim menganalisis rekomendasi teknis terhadap - hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izinfnonizin dan
. - ot revisi 8 A
berkas permohonan dan melakukan finalisasi konsep - oK permohaonan secara rekomtek absah dan konsep zinfnonizin
zininonizin atau penolakan T 1 elekironik, Rekomtek valid
e
& | Kz DPMPTSP menandatangani secara elekironik | Rekomitek, tandatangan lzin/Nonizin atzu Surat Penolakan
@in/nonizin atau penolakan ok elekironik tertandatangan elekironic
revisi 1
Tolak/TTE f
1

Catatan:

- Dokumen pengajuan diproses lebik lanjut
* - Besual ketentuan yang berlaku

Dokumen pengajuan dikembalikan untuk direvisiditolak




0. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pengeluaran Telur Tetas (Hatching Egg) Antar Negara
Jenis Standar Waktu
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Bi hari kerja)
Nonperizinan laya (hari kerja
1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Tidak . Tim Kerja pada
Pengeluaran Pertaniann Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Dikenakan DPMPTSP
Telur Tetas dan 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Biaya melakukan
(Hatching Egg) Ketahanan Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir verifikasi
Antar Negara Pangan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta administrasi
Provinsi Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan paling lama 2
Bali Lembaran Negara Nomor 6573); (dua) hari kerja

. Peraturan

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);

sejak berkas
diterima;

. Verifikasi teknis

pada PD Teknis
dilakukan paling
lama S5 (lima)
hari kerja sejak
berkas diterima
dari DPMPTSP;

. Penerbitan/peno

lakan izin
paling lambat 5
(lima) hari kerja

sejak
rekomendasi
teknis yang

benar diterima
dari PD Teknis.




Jenis
Perizinan /
Nonperizinan

PD Teknis

Dasar Hukum

Standar
Biaya

Waktu
(hari kerja)

1

4

5

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6618);

. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 /M-

DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan
dan Produk Hewan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

. Peraturan Menteri Pertaniann Nomor

29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 873);

Persyaratan:
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:
Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp. 10.000,-;

mo o0 oTp

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan;
NIB dan lampirannya;
Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan

Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).




Persyaratan Pengeluaran

a.

b.

C.

Melampirkan Rekomendasi Teknis Pemasukan Negara penerima/tujuan serta melengkapi Dokumen Persyaratan Teknis yang diminta
oleh Negara tujuan;

Melampirkan Rekomendasi Pengeluaran dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
dan

Health Certificate dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Nasional Kementerian Pertaniann RI.

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan
tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP Provinsi Bali
untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan.
Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan
Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pengeluaran Telur Tetas (Hatching Egg) Antar Negara

Pelakh Mutu Baku
p Pensrima
Mo Kegiatan ) Ka PD Teknis . Ka e Keterangan
Pemohaon Egkas-PPP\ PPA Muda Ketua Tim DPMPTSP | {Tim Teknis) Ka. PD Tekniz| PPA Muda Ketua Tm DPMPTSP Kelengkapan Durasi {Has Kerja) Output
ertama
1 |Pemohan mengajukan permokonan dan mekengkapi . Dokumen permohaonan 2 Diokumen permahanan izin/nonizin
persyaratan izininonizin secara elektronik LT_F_ - I T sesual dengan daftar
b y persyaratan
[}
2 |Penerima Berkas/PPA Pertama melakukan pemenksaan : hak akses sstem, Dokumen Dokumen pengajuan izinfnonizin sesual
kezesuaian data dokumen pengapan izinfnonizin [ revisi | - oK permohonan secara dan dilanjutkan ke PPA Muda atau
: evis elekironik dikembalikan ke pemohon untuk dirswisi
[}
3 | PPA Muda menindaklanjuti pemerksaan keabsahan dan : ! gk akses siztem, Dokumen Dokumen pengajuan izinfnonizin abzah
mengevaluasi kelayakan dokumen pengajuan izinfnanizin 1 revisi - | permohonan secara dan layak dilanjutkan ke tahap kajian
T I : oK elekironik tekmis/verfikasi lapangan atsu
s dikembalikan ke pemohon untuk direwisi
4 1 PD Teknis (Tim Teknis) melakukan kajian teknisverfikasi hak akses sistem, Dokumen 5 Konsep Rekomendasi Teknis
2ezual ketentuan teknis atae dokumen pengajuan oK permohonan secara {Perzetujuan/Penalakan)
zin/nonizin y elekiranik
5 |Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan elekironik gk akses sistem, konsep Rekomendasi Teknis (Persetujuan/
terhadap rekomendasi teknis o rekomtek, fandatangan Penolakan)
T elektronik
& |PPA Muda melakukan validasi rekomendas tehnis hak akses sistem, Dokumen 2 Dokumen pengajuan izinfnonizin dan
terhadap berkas permohonan, serta mengkonsep permohonan secara rekomitek absah dan layak dilanjutkan ke
Zin/nonizin Ok elekironik, Rekomtsk tahap perumusan konsep iZininonizin
A
7 |Ketua Tim menganalisis rekomendasi teknis terhadap o hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izinfnonizin dan
- = — revisi R
berkas permohonan dan melakukan finalizasi konzep - oK permohonan secara rekomitek absah dan konsep izinfmanizin
zin/nonizin atau penolakan -l 1 elekironik, Rekomtek walid
o= == I
2 |Kaz. DPMPTSP menandatangani secars elekironik | Rekomtek, tandatangan Izin/Maonizin atzu Surat Penolakan
zin/nonizin atau penolakan oK elekironik tertandatangan elekirornik
revisi 1
Talak/TTE f ]

Catatan:

: Dokumen pengajuan diprozes lebik lanjut
* - Sesual ketentuan yang berlaku

Dokumen pengajuan dikembalikan untuk direvisiditolak




7. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pemasukan Ternak/Hewan/Satwa Antar Negara

Jenis

Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Stgpdar hW'aEtu‘
Nonperizinan 1aya (hari kerja)

1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Tidak . Tim Kerja pada
Pemasukan Pertaniann dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Dikenakan DPMPTSP
Ternak/Hewan Ketahanan 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Biaya melakukan
/Satwa antar Pangan Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir verifikasi
Negara Provinsi Bali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta administrasi

Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);

paling lama 2
(dua) hari kerja
sejak berkas
diterima;

. Verifikasi

teknis pada PD
Teknis
dilakukan
paling lama 5
(lima) hari kerja
sejak berkas
diterima  dari

DPMPTSP;
. Penerbitan/pen
olakan izin

paling lambat 5
(lima) hari kerja
sejak
rekomendasi
teknis yang
benar diterima
dari PD Teknis.




Jenis
Perizinan /
Nonperizinan

PD Teknis

Dasar Hukum

Standar
Biaya

Waktu
(hari kerja)

1

3

5

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6618);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Pertaniann Nomor
29 /Permentan/PP.210/7/2018 Tentang tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 873);

Persyaratan:

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:
a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.

10.000,-;

~o a0

KTP Pemohon;
NPWP Pemohon/Perusahaan;

NIB dan lampirannya;
Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan
Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).




Persyaratan Pemasukan

a.

b.
c.

Melampirkan Rekomendasi Pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi
Bali;

Melampirkan Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertaniann RI; dan
Health Certificate dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal.

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan,;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP
Provinsi Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis
untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan

Izin /Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pemasukan Ternak/Hewan/Satwa Antar Negara

Pelakeana Mutu Baku
Pencrima
Kegatan ) Ka. PD Tekn ka. Keterangan
o Pemohon Berkas/PRPA | PPA Muda Ketua Tim OPMPTSP | Mm T:k- 2 Ka. PO Tekriz | PPA Mudz Ketua Tim DPMPTSP Kelenghapan Durzsi (Han Kesa) Cutput .
Pertama ' :
Pemohon mengapukan permohonan dan melenghap: ) Diokumen permohonan sesua 2 Diokumen permohonan zminonizin
persyarstan In/nonizin secara elekonk . -~ | dengan dafar persyaratan
| -
[
Penesima Berkas/PPA Perama melakukan pemenkzaan I nak zkzes gistem, Dokumen Dokumen pengajuan izminonizin cecual dan
kesesuaian data dokumen pengauan n/nonizin Ve — i |- - | oK L permohonan secara elekironk dlanjutkan ke PPA Muda ztau dhembalkan
| ke pemohon uniuk direvis:
!
PPA Muda menndaklanus pemenksaan kesbszhan dan | hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengapuan zminonizin absah dan
mengevaluasi kelayakan dokumen pengapan Ennonizn __L__J ... L__L - o permohonan secara elekronik layak dilanputkan ke thap kapan
| revisi oK teknis/venfkasi lapangan atau dikembalikan
| | § ke pemohon uniuk direvis
PD Tekniz (Tim Tekniz) melzkukan kapan =hnis/ventkas e e e p—— ¥ nak zkzes sistem, Dokumen 5 Keonzep Rekomendasi Tekniz
s=cua ketenuan isknis #Es dokumen pengajuan L oKk L permohonan secara shekionk (Perestuuan/Penclakan)
D) —IIIFQF a ]
K. PD Teknis melakukan penandatianganan elskionk hak akses sistem, konsep Rekomendasi Teknis (Persetuuan’
tethadap rekomendast tshns rekomisk, tendatangan Penolakan)
elektronik
& |PPA Muds melakukan vahdasi rekomendssi tshnis rhadap hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengapan mminonizin dan
berkas permohonan, erta mengkongep Zin/nonizin permohonan gecan rekomiek zhesh dan layak dlanjukan ke
elekronk, Rekomesk tzhap perumusan konsep n/nonizin
Y
letuz Tim menganziziz rekomendasi iehnis temadap berkas o v nak zkzes gistem, Dokumen Dokumen pengajuan zminonizin dan
e ] ; revisi ) ’ ] ;
permohonan dan melakukan fnasasi konsep zin/nonizin ——— | oK permohonan secara rekomisk abssh dan konsep mninonizin vald
=z penolakan 1 clekronk, Rekomezk
1
la. DPMFTSF menandsiangant sscara elskironk | Rekomisk, tandatangan |lzm/Nonizin aiau Surat Penolakan
Zninonizin atzu penolakan oK elekronk tenandazngan slekronk
revisi
| ¥
| b
Tolak/TTE Rl )
I I

---------- : Dokumen pengapan dikembalkan uniuk drevisiidiolzk
- Dokumen pengapuan diproses lebih lanput
*: Secual ketenuan yang berdsku




8. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa Antar Negara

Jenis Standar
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan
1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Tidak . Tim Kerja pada
Pengeluaran Pertaniann dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Dikenakan DPMPTSP
Ternak/Hewa/ Ketahanan Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Biaya melakukan
Satwa Antar Pangan 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan verifikasi
Negara Provinsi Bali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran administrasi

Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian
dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

paling lama 2
(dua) hari kerja
sejak berkas
diterima;

. Verifikasi teknis
pada PD Teknis
dilakukan paling
lama S (lima)
hari kerja sejak
berkas diterima
dari DPMPTSP;

. Penerbitan/peno
lakan izin
paling lambat 5
(lima) hari kerja

sejak
rekomendasi
teknis yang

benar diterima
dari PD Teknis.




Jenis

Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Stggda;r Waktu (hari kerja)
Nonperizinan y
1 2 3 4 5

Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia 6618);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Menteri Pertaniann Nomor
29 /Permentan/PP.210/7 /2018 Tentang tata Cara Perizinan Berusaha
Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 873);

Persyaratan:
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.

10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan;

NIB dan lampirannya;

Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan

Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).

o po o

Persyaratan Pengeluaran

a. Melampirkan Rekomendasi Teknis Pemasukan Negara penerima/tujuan serta melengkapi Dokumen Persyaratan Teknis yang

diminta oleh Negara tujuan;

b. Melampirkan Rekomendasi Pengeluaran dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi

Bali; dan
c.  Health Certificate dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Nasional Kementerian Pertaniann RI.




Prosedur/Tata Cara :

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id ;

2. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

3. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

4. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP Provinsi
Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk
perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan permohonan pada
sistem; dan

S. Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa Antar Negara

Pelaksana Muts Baku
Penenma
Kegiatan . N Ka. PD Teknis _ N Ka. ) ; . Keterangan
Pemohoe Berkas/FRA | PPA Muda Ketuz Tim DPMPTSP | (Tim Teknis) Ka. PD Tekniz | PPA Muda Ketua Tim DPMPTSP Kelenghapa Durzsi (Han Kenqa) Ouiput
Pertama
Pemchon mengajukan permohonan dan melengkap prm— Diokumien permohonan seaua 2 Diokumen permohonan zn/aonizin
pEroyEraian iZn/nonizin secars elekionk - _._Il' | dengan dafar peroyaratan
|
|
Penenama Berkas/PPA Perama melakukan pemenksaan I hak aks=s sistem, Dokumen Dokumen pengauan iznfnonizin sesual dan
kesesuaan data dokumen pengaman @n/nonizin [ - | oK L permiohonan secara elekironk dlangutkan ke PPA Muda zizu dhembalkan
| revst ke pemohon uniuk direvis
I
FPPA Muda menindaklanus pemenksaan kezhoshan dan I hak akses sistem, Dokumen Dokumen pengauan @ninonizin abssh dan
mengevaluzal kelayakan dokumen pengajuan izn/nonizin - __L__. revisi - — — |- - A permohonan eecara elekionk ayak dlanputkan ke zhap kajan
I oK teknis/ventkas lapangan atau dikembalikan
I I . ke pemohon uniuk direvis
PO Tekniz (Tim Teknis) melzkukan kapan ehnis/vertkas e e e e e == == o n—— ¥ hak akses sistem, Dokumen 5 Konsep Rekomendasi Teknis
sesua ketentuan ihnis aias dokumen pengauan || ok L permiohonan secara elekironk {Persetupsan/Penclakan)
) lllllol )
Ka. PD Teknis melakukan penandstanganan elebironk ¥ hak akses sistem, konsep Rekomendasi Teknis (Persstupan/
temadap rekomendasi iskniz oK rekomizk, tendatangan Penolakan)
1 1 elektronik
6 [PPA Muda melakukan vahdasi rekomendasi ieknis temadap hak akzes sistem, Dokumen 2 Dokumen pengauan zninonizin dan
berkas permohonan, serta menghonsep @n/nonizn permiohonan secara rekomizk shesh dan layak dlanutkan ke
OK -‘ elzkionik, Rekomezk tahap peruniusan konsep n/nonizin
F
Ketua Tim menganabss rehomendas: tehnis terhadap berkas . ¥ hak aksss sistem, Dokumen Dokumen pengapan zminonizin dan
. ) ; revisi ] ) ) ,
parmohonan dan melakukan inaksasi konsep izinnonizin —— || oK permohonan secara rekomésk abesh dan konsep izinfnonizin valid
#zu penolakan 1 elekirontk, Rekomask
1
Ka. DPMPTSP menandatangani secara elekironik I Rekomiek, tandatangan |zin/Nonizin atzu Surat Penolzkan
Zn/nonizin atau penclakan oK elekironik tenandatangan elekironk
revisi
| ¥
L [
L Tolak/TTE il )
I I

Catatan: :!

---------- : Dokumen pengajuan dikembalikan uniuk dirsvisi/diolak
: Dokumen pengajuan diproges lebi anjut
" Sesua ketentuan yang bedaky




. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pemasukan Ternak/Hewan/ Satwa untuk Keperluan Konservasi Antar Negara

Jenis Waktu
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Standar Biaya . i
.. (hari kerja)
Nonperizinan
1 2 3 4 5

Rekomendasi Dinas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan| Tidak 1. Tim Kerja pada
Pemasukan Pertaniann Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun| Dikenakan DPMPTSP
Ternak/Hewan/ dan 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia| Biaya melakukan
Satwa untuk Ketahanan Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir verifikasi
Keperluan Pangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta administrasi
Konservasi Provinsi Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan paling lama 2
Antar Negara Bali Lembaran Negara Nomor 6573); (dua) hari kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);

sejak  berkas

diterima;

. Verifikasi

teknis pada PD
Teknis
dilakukan
paling lama 5
(lima) hari kerja
sejak  berkas
diterima  dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/pe

nolakan izin
paling lambat 5
(lima) hari kerja
sejak
rekomendasi
teknis yang
benar diterima
dari PD Teknis.




Jenis
Perizinan /
Nonperizinan

PD Teknis

Dasar Hukum

Standar Biaya

Waktu
(hari kerja)

1

2

3

4

5

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6618);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Pertaniann Nomor
29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 873).

Persyaratan:

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:
a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.

10.000,-;
KTP Pemohon,;

» o a0 o

NPWP Pemohon/Perusahaan;
NIB dan lampirannya;
Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan

Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).

Persyaratan Pemasukan
a. Melampirkan Rekomendasi Pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi

Bali;

. Melampirkan Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertaniann RI; dan
c.  Health Certificate dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal.




Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP
Provinsi Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis
untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan

Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id..



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pemasukan Ternak/Hewan/ Satwa untuk Keperluan Konservasi Antar Negara

Pelaksana Wty Baku
Penenma
K egiatan § Ka. FD Tekn Ka. K eterangan
= Pemchon Berkas/PPA | PPA Muda Ketua Tim OPMPTSP | Mim T:k' z'- Ka. PD Tekns| PPA Muda Ketua Tim OPMPTSP Kelenghapan Durasi (Han Kena) Cuiput §
Perama ' '
Pemchon mengajukan permohonan dan melenghkap prm— Diokumen permohonan seaua 2 Dokumen permohonan n/nonizin
pereyarsian mn/nonizn secars elekionk . _Hl' | dengan dafiar peroyaraEn
|
|
Pensnma Berkas/PPA Perama melakukan pemenksaan I hak akses sistem, Dokumen Diokumen pengapan @n/nonizin sesua dan
kesecuaian data dokumen pengajuan @n/nonizin - — . L oK - permohonan secara elekionik dilanutkan ke PPA Mudz atsu dkembalikan
I revist ke pemohon untuk direvis
I
PPA Muda menndaklanpt pemenksaan keabsshan dan I hak akses sistem, Dokumen Diokumen pengaman @n/nonizn sbsah dan
mengevaiuasi kelayskan dokumen pengauan n/nonizin :_ b o= reyisi b= =] - ) permohonan eecara elekonk atrak:c a‘}&f- ke tahap kay a-k e
oK teknisvenfikasi lapangan atau dikembalikan
I 1 . ke pemchon untuk dirsvis
PO Teknes (Tim Teknis) melakukan kapan ehnsdventhas: R i Eli it R I L — =T ¥ hak aksss sistem, Dokumen 5 Konssp Rekomendasi Teknis
2ezual ketentuan ek Ztae dokumen pengauan L ok L permohonan eecara elekonk {Perzctuyuan/Penclakan)
7] —Il'-oa Zin
Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan eekronik y hak akses sistem, konsep Rekomendasi Teknis (Persstuuan/
tefadap rekomendasi skniz oK rekomizk, EndatEngan Penclzkan)
I 1 elektronik
FPA Muda melzkukan vahdasi rekomendasi ieknis terhadap hak aksss sistem, Dokumen 2 Diokumen pengajuan @n/nonizin dan
berkas permohonan, serta menghonsep m/nonizin permohonan secara rekomizk abezh dan layak dlanptkan ke
OK elekronik, Rekomesk tehap perunwsan kongep imn/nonizin
ry
Kewa Tim menganaisis rekomendasi teknis tefadap berkas o ¥ hak akzes sitem, Dokumen Dokumen pengapuan mn/nonizin dan
permohonan dan melakukan finalisasi konsep @ninonizin revist || || oK permohonan secara rekomick abeah dan konsep n/nonizin valid
i3y penolakan 1 elekronk, Rekomizk
1
Ka. DPMFTSF menandstangan secara elekronik ] Rekomisk, andatangan |zmiMonizin atzu Surat Penclakan
Zm/nonizin sy penolakan oK elekronk terandatangan slekrond
revisi
¥
' @
Tolak/TTE l— = /}
I I

Catatan: :!

---------- : Dokumen pengapuan dikembalikan uniuk desvisi/diolak
: Dokumen pengajuan diproses lebi lanput
* . Sezual ketenuan yang bedzkuy




10. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa untuk Keperluan Konservasi Antar Negara

Jenis

Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Standar Biaya ngtu'
. (hari kerja)
Nonperizinan
1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan ([Tidak Dikenakan | 1. Tim Kerja pada
Pengeluaran Pertaniann Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [Biaya DPMPTSP
Ternak/Hewan/ dan 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia melakukan
Satwa untuk Ketahanan Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir verifikasi
keperluan Pangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja administrasi
Konservasi Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran paling lama 2
Antar Negara Bali Negara Nomor 6573); (dua) hari kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian
dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara

sejak  berkas

diterima;

. Verifikasi

teknis pada PD
Teknis
dilakukan
paling lama 5
(lima) hari kerja
sejak  berkas
diterima  dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/pe

nolakan izin
paling lambat 5
(lima) hari kerja

sejak
rekomendasi
teknis yang

benar diterima
dari PD Teknis.




Jenis Waktu

Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Standar Biaya . .
. (hari kerja)
Nonperizinan
1 2 3 4 5

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6618);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Menteri Pertaniann Nomor
29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 873).

Persyaratan:
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:
a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;
. KTP Pemohon;
NPWP Pemohon/Perusahaan;
NIB dan lampirannya;
Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan
Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).

mo R o

Persyaratan Pengeluaran

a. Melampirkan Rekomendasi Teknis Pemasukan Negara penerima/tujuan serta melengkapi Dokumen Persyaratan Teknis yang
diminta oleh Negara tujuan;

b. Melampirkan Rekomendasi Pengeluaran dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi
Bali; dan

C.  Health Certificate dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Nasional Kementerian Pertaniann RI.




Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id ;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP Provinsi
Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk
perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan permohonan pada
sistem; dan

Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa untuk Keperluan Konservasi Antar Negara

Pelaksana Mty Bahu
Penenma
Kegiatan n Keterangan
= Pemohon Berkas/PPA | PPA Muda Ketua Tim DPhl:'I{;TSP ’rn[: Et_ z'- Ka. PD Teknis| PPA Muda Ketuz Tim DPhl:'IQ;TSP Kelenghkapan Durasi (Hari Kerja) Output E
Perama ' '
Pemiohon mengaukan permohonan dan melsngkapi — Dokumen permohonan cecus 2 Dokumen permohonan mn/nonizin
persyarsian @n/non@n secara elekironk - . | dengan dafar persyaraian
N
|
Peneama Berkas/PPA Perama melakukan pemenksaan I nak akzes sistem, Dokumen Diokunizn pengajuan iZn/nonizin sesual dan
kesesuaian data dokumen pengauan mn/nonizin [ — . L oK - permohonan secara elekionk dilanputhan ke PPA Muda asu dkembalkan
| revist ke pemohon untuk direvis:
|
3 [PPA Muda menindaklanud pemenksaan keshsshan dan | hak akses sistem, Dokumen Diokumen pengajuan izninonizin absah dan
mengevaluzs kelayakan dokumen pengapan @ninonizn :_ S s T - L A permohonan secara elekironk a{ak.{: a:f_&a' ke tzhap ka_a'k -
oK tekniz/venfkasi lapangan atau dikembalkan
| 1 . ke pemohon untuk direvis
PD Tekniz (Tim Teknis) melzkukan kapan =hnis/ventkas R s it eI I L — =T ¥ nak zkzes sistem, Dokumen 5 Konzep Rekomendasi Teknis
cecum ketenuan i=knis s dokumen pengajuan || oKk L permohonan secara slekonik (Perzstuuan/Penclzkan)
¥ -lllaoa Zn
Ka. PD Teknis melakukan penandstianganan elekionik ’ hak akses sistem, konsep Rekomendzsi Teknis (Persstuuan/
termadap rekomendast iskns oK rekomizk, tendatangan Penolakan)
I I eiekironik
6 |PPA Mudz melakukan vahidasi rekomendasi tehnis terhadap hak akzes sistem, Dokumen 2 Diokumen pengajuan izn/nonizin dan
berkas permohonan, serta mengkonsep Zin/nonizin permohonan secara rekomizk abezh dan layek dlanutkan ke
K -‘ elekironk, Rekomizk tzhap perumusan konsep zm/nonczn
F
Ketuz Tim menganahss rekomendas iehnis emadap berkas o ¥ hak akses sistem, Dokumen Diokumen pengaman mm/nonizn dan
permohonan dan melakukan finalsasi konsep izin/nonizin rE\_'_'s'_ | || oK parmohonan secara rekomiek abeah dan konsep izinfnonizin valid
atau penolakan 1 elekironik, Rekomiek
1
Ka. DPMFTSF menandstangani secara elekionk ] Rekomisk, andatangan |zmiMonizin stz Surat Penclakan
Tn/nonizin atau penolakan elekironk terandztangan elekionik
revisi oK
| ¥
L S
— Tolak/TTE = == )I
I I

---------- - Dokumen pengapuan dikembalikan untuk drevisidolak I I
L]

: Dokumen pengajuan diprozes lebih lanjut
* : Sequa ketentuan yang bedaku




11. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pemasukan Ternak/Hewan/Satwa untuk keperluan Lomba Hewan Kesayangan Antar Negara

Jenis
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Stgpdar thlﬁtu.
Nonperizinan laya (hari kerja)

1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Tidak . Tim Kerja pada
Pemasukan Pertaniann dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Dikenakan DPMPTSP
Ternak/ Ketahanan 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Biaya melakukan
Hewan/ Pangan Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir verifikasi
Satwa untuk Provinsi Bali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta administrasi
keperluan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan paling lama 2
Lomba Hewan Lembaran Negara Nomor 6573); (dua) hari kerja
Kesayangan sejak berkas

Antar Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);

diterima;

. Verifikasi teknis

pada PD Teknis
dilakukan

paling lama 5
(lima) hari kerja
sejak berkas
diterima  dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/pen

olakan izin
paling lambat 5
(lima) hari kerja

sejak
rekomendasi
teknis yang

benar diterima
dari PD Teknis.




Jenis Standar Waktu

Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum . . .
N . Biaya (hari kerja)
onperizinan
1 2 3 4 5

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6618);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Menteri Pertaniann Nomor
29 /Permentan/PP.210/7/2018 Tentang tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 873);

Persyaratan:
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

KTP Pemohon,;

NPWP Pemohon/Perusahaan;

NIB dan lampirannya;

Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan

Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).

mo oo

Persyaratan Pemasukan

a. Melampirkan Rekomendasi Pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
b. Melampirkan Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertaniann RI; dan

c.  Health Certificate dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal.




Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id ;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan,;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP
Provinsi Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis
untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan

Izin /Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pemasukan Ternak/Hewan/Satwa untuk keperluan Lomba Hewan Kesayangan Antar Negara

Pelaksana Wt Baku
Penenma
No. Kegiatan S . Ka. PD Teknis ] . Ka. i ] i Keterangan
Pemoho Berkas/PPA | PPAMuda | KetwaTim DPMPTSP | (Tim Tekmis) Ka. PD Tekniz| PPAMudz | KewaTim DPMPTSR Kelenghapa Durasi (Han Kena) (Ouiput
Periama
Pemohon mengaukan permohonan dan melenghap — Diokumen permohonan sesusa 2 Dokumen permohonan n/nonzn
persyaraian n/nonizn secara elekironik - o | dengan dafiar persyaraian
M
|
2 |Penenma Berkas/PPA Perama melakukan pemenksaan I hak akses sisiem, Dokumen Dokumen pengajuan ninonizn sesual dan
kesesuaian data dokumen pengajuan mn/nonizn - — . | oK L permohonan secara elekironik dianutkan ke PPA Muda atau dikembalikan
| revist ke pemohon uniuk devisi
J
3 |PPA Muda menindaklaniud pemenksaan keabsahan dan | hak akses sistem, Dokumen Diokumen pengajuan mninonizin abezh dan
mengevaluasi kelayakan dokumen pengapan ninonzn | . | permohonan secara slekironik ayak dlanjutkan ke tahap kapan
=== === rayig] === ™ T
| oK tekmisiventkasi lapangan atau dikembalikan
I | . ke pemohon uniuk direvisi
4 |PD Tehniz (Tim Tekeiz) melahukan kapan teknisfventhas R s s s — ! hak akses sistem, Dokumen 5 Komsep Rekomendas: Teknis
secum ketenfuan iekniz 38s dokumen pengauan ok L permononan secara elekironik (Perectupan/Penolakan)
Z FII.FOF Z .
5 |Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan slekonk y hak akses mistem, konsep Rekomendasi Tekniz {Persetupan/
terhadap rekomendast eknis oK rekomisk, tandatangan Penclakan)
1 1 elekironik
6 |PPA Muda melakukan valdasi rekomendas ehns temadap hak akses sistem, Dokumen 1 Dokumen pengauan @ninonzn dan
berkas permohonan, sera mengkonsep Eninonmon permohonan secara rekomiek abssh dan layak dlanutkan ke
0K -| elekironik, Rekomiek tahap perumusan konsep mn/nonizn
A
T |Ketua Tim menganaks:s rekomendast ehnis eradap berkas . ¥ hak akses siztem, Dokumen Dokumen pengajuan @ninonzmn dan
permohonan dan melakukan finafisasi konsep zin/nonizin rexlr_|5|_ - L oK permohonan secara rekomiek absah dan konsep iznnonizin vallid
#ou penolakan 1 elekironik, Rekomiek
t
& |Ka. DPMPTSP menandatangan secara elekironk 1 Rekomigk, tandatangan |zmn/Nonizin atau Surat Penolakan
Tm/nonizn oy penolakan oK elekironik teriandatangan elekironik
revisi
| +
[ b
Tolak/TTE == )

- Dolumen pengapuan diproses bebih lanpt
*: Sesual ketentuan yang berdaku

- Dokumen pengapuan dikembalikan uniuk diwevisyditolak




12. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa untuk Keperluan Lomba Hewan Kesayangan Antar
Negara
Jenis Standar Waktu
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum B; hari keri
Nonperizinan 1aya (hari kerja)

1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Tidak . Tim Kerja pada
Pengeluaran Pertaniann dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Dikenakan DPMPTSP
Ternak/ Ketahanan Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Biaya melakukan
Hewan/ Pangan 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan verifikasi
Satwa untuk Provinsi Bali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran administrasi
keperluan Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor paling lama 2
Lomba Hewan 6573); (dua) hari kerja
Ke sayangan S ej ak berkas

Antar Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan,;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6617);

diterima;

. Verifikasi

teknis pada PD
Teknis
dilakukan
paling lama 5
(lima) hari kerja
sejak  berkas
diterima  dari

DPMPTSP;
. Penerbitan/pe
nolakan izin

paling lambat 5
(lima) hari kerja
sejak
rekomendasi
teknis yang
benar diterima
dari PD Teknis.




Jenis
Perizinan /
Nonperizinan

PD Teknis

Dasar Hukum

Standar
Biaya

Waktu
(hari kerja)

1

5

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia 6618);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); dan

Peraturan Menteri Pertaniann Nomor
29/Permentan/PP.210/7 /2018 Tentang tata Cara Perizinan Berusaha
Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 873).

Persyaratan:
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:
Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.

a.

o po T

10.000,-;
KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan;

NIB dan lampirannya;

Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan

Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan yang masih aktif (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).




Persyaratan Pengeluaran

a. Melampirkan Rekomendasi Teknis Pemasukan Negara penerima/tujuan serta melengkapi Dokumen Persyaratan Teknis yang

diminta oleh Negara tujuan;

b. Melampirkan Rekomendasi Pengeluaran dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi

Bali; dan

Cc. Health Certificate dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Nasional Kementerian Pertaniann RI.

Prosedur/Tata Cara :

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id;

2. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

3. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

4. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP Provinsi
Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk
perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan permohonan pada
sistem; dan

5. Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman
prestise.baliprov.go.id



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa untuk Keperluan Lomba Hewan Kesayangan Antar Negara

Pelaksana Wty Baku
Penenma
No. Kegisan . Ka. FD Tekn Ka. K eterangan
= Pemchon Berkas/PPA | PPA Muda Ketua Tim 0PMPTSP | Tm T:k' z Ka. PD Teknis | PPA Muda Ketua Tim OPMPTSP Kelenghapan Durasi (Han Kena) Cuiput §
Pertama ' '
Femohon mengajukan permohonan dan melenghan: — Diokumen permononan secus 2 Diokumen permohonan Zn/aonizin
persyarsian @n/nonizn secara elekionk - - | dengan dafar persyarstan
| 4
|

2 |Penenma Berkas/PPA Perama melshukan pemenksaan I hak akees sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izn/nonizin secual dan

kesesusan data dokumen pengamian @nnonizn P R | oK permohonan secara elekirondk ddanutkan ke PPA Muda atzu dhembabkan
| revel ke pemohon untuk direvic:
I

3 [PPA Muds menindaklanius pemenksaan keshsshan dan | hak akees sisiem, Dokumen Dokumen pengauan imninonizn sbsah dan

mengevahuasi kelayakan dokumen pengauan @n/nonizn :_ S R T . - ) permohonan secara elekironk a{aklc a:f_&a' ke tzhap kay a'k e
oK tekmis/ventkasi lapangan atsu dikembaikan
I 1 . ke pemiohon uniuk direvis:

4 |PD Teknis (Tim Teknis) melakukan kajian tehnisfverfhas e e e e e e = = == = o - =1 + hak akses sistem, Dokumen 5 Konsep Rekomendas: Teknis
zesua keteatuan tzhnis 2ias dokumen pengajuan L ok L permononan secan elekvonk (Persetupuan/Penclzkan)
Fi FIIIFOF Zin

5 [Ka. PD Teknes melakukan penandatanganan elskironk hak akses sisiem, konssp Rekomendasi Teknis (Persetupan’
temadap rekomendasi isknis oK rekomizk, tandatangan Penolakan)

I eleltonik

& [PPA Muda melskukan vaidasi rekomendast ks terhadap hak akses sisiem, Dokumen 2 Dokumen pengapan izn/nonizin dan

berkas permohonan, seda mengkonsep @n/nonizin permohonan Secara rekomisk sbeah dan layak dlanjutkan ke
OK elekironik, Rekomigk fzhap perumusan konsep mminonizn
[

T [Ketuz Tim menganakess rekomendasi tohnis tedadap berkas . ¥ hak akzes sistem, Dokumen Dokumen pengajuan izn/nonizin dan
permohonan dan melakukan fnalisasi konsep izin/nonizin revist | | oK permohonan secara rekomick absah dan konsep izin/nonizin valid
=tz penolakan 1 elekmonik, Rekomisk

t

8§ |Ka. DPMPTSP menandatangan secara slekonk I Rekomigk, tandatangan lzin/Nonizin atau Surat Penolakan

nnonizin aau penolakan oK elekironk tenandatangan elekironik
revisi
¥
' [
Tolak/TTE = = )
I

- Diokumen pengapuan diproses lebih lanpt
*: Sesua ketentuan yang berdaku

- Dokumen pengapan dikembalikan untuk drevisi/diolak




13. Standar Operasional Prosedur

Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan Antar Negara

Jenis
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Standar Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan
1 2 3 4 S
Rekomendasi Dinas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Tidak 1. Tim Kerja pada
Pemasukan Pertaniann dan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Dikenakan DPMPTSP
Produk Pangan Ketahanan Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Biaya melakukan
Asal Hewan Pangan Provinsi Nomor 3821); verifikasi
Bali administrasi

Antar Negara

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terkahir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun

paling lama 2
(dua) hari kerja
sejak berkas
diterima;

. Verifikasi teknis

pada PD Teknis
dilakukan paling
lama S (lima)
hari kerja sejak
berkas diterima
dari DPMPTSP;

. Penerbitan/peno

lakan izin
paling lambat 5
(lima) hari kerja

sejak
rekomendasi
teknis yang
benar diterima

dari PD Teknis.




Jenis

Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Standar Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan
1 2 3 4 5

10.

11.

2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Kesejahteraan Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6618);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
dan

Peraturan Menteri Pertaniann Nomor
29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 873).




Persyaratan:
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:
a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp. 10.000,-

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan;

NIB dan lampirannya;

Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan

Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).

;o oo

Persyaratan Pemasukan

Melampirkan Rekomendasi Pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
Melampirkan Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertaniann RI;

Health Certificate dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal;

Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis
di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Indonesia khususnya Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asah Hewan
tidak diizinkan sampai negara tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat yang
berwenang; dan

e. Melampirkan persyaratan lain yang dipersyaratkan Negara RI.

poop

Prosedur/Tata Cara :

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id;

2. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan,;

3. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

4. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP
Provinsi Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis
untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan

S. Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan Antar Negara

Pelzksana Mutu Baku
Peneama
No. Kegiatan . . Ka. PO Teknis . Ka. ; ) Keterangan
Pemohor Berkas/PPA | PPAMuda | KewaTim DPMPTSP | (Tim Tekic) Ka. PO Tekres| PPAMuda | Kela Tm DEMETSR Kelenghapa Durasi (Han Kena) Dhuiput
Perama
Pemohon mengajukan permohonan dan melenghap — Dokumen permohonan sesua 2 Dokumen permohonan zn/nonizn
persyarsian mnnonizn secars elekironik - i~ | dengan dafar persyaraian
| -
|
2 |Penznma Berkas/PPA Perama melakukan pemenksazn I hak akses simem, Dokumen Dokumen pengapan mninonizin sesual dan
kesssuaian data dokumen pengajuan ninonizin —— B _ L oK . permchonan secara slekironk dlznjutkan ke PPA Muda ziau dhembalkan
I revis! ke pemohon unsuk direvis:
|
3 |PPA Muda menindzklanud pemenkeazn kesheahan dan I hak akees sistem, Dokumen Dokumen pengapan zninonizin zbeah dan
mengevahiasi kelayakan dokumen pengapan ininonizin P L__ revisi - = = |- - . . permchonan secara slekironk ayak dlanutkan ke tzhap kapan
I oK teknis/venthasi lapangan sty dikembabkan
I I \ ke pemohon unuk direvis:
4 |PD Tehnis (Tim Teknic) melakukan kajan ehnsiverfhas s i R — [ hak akees sistem, Dokumen 5 Konzep Rekomendasi Tekns
sesua ketentuan his sies dokumen pengajuan ok L permchonan secara slekironk (Persatuuan/Penolzkan)
Z IIIIIIIOF Z .
5 |Ka. PO Tekns melakukan penandatanganan elekionk v hak akees sstem, konsep Rekomendazi Teknis (Fersstupuan
terhadap rekomendas hnis oK rekomigk, tandziangan Penolakan)
lektronk
b |PPA Muda melakukan vahdasi rekomendas: tshnis tethadap hak akses sistem, Diokumen 2 Dokumen pengapan mninonizin dan
berkas permohonan, sefa mengkonsep Zn/nonizin [ ok permohonan secara rekomisk abeah dan layak dlanutkan ke
-‘ elekironik, Rekomesk tshap perumusan konsep izminonizin
F Y
1 |¥etua Tim menganakisis rekomendast tekmis ferhadap berkas . ¥ hak akses sisiem, Dokumen Dokumen pengauan mninonon dan
permohonan dan melakulan finaiasi konsep Zininonizin re":_m_ | L oK permohonan Secara rekomigk abeah dan konsep Zm/nonizin valid
sy penolzkan 1 elekironik, FRekomizk
t
§ |Ka DPMPTSP menandaiangan secara elekionik | Riekomiek, tandatangan |zm/Monzm atau Surat Penolakan
mninonion azu penolakan ok elekironik terandatangan slekironik
revisi
¥
.y
Tolak/TTE | == |
I

—————————— - Diokumen pengapuan dikembalkan uniuk drevisy'diolak
- Dokumen pengauan diproses lehih lanut

*: Sesua ketentuan yang bedaku




14. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Antar Negara

Jenis
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Sta}ndar W:aktu‘
Nonperizinan Biaya (hari kerja)
pe a
1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas Pertanian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Tidak . Tim Kerja pada
Pengeluaran dan Ketahanan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Dikenakan DPMPTSP
Produk Pangan Pangan Provinsi Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Biaya melakukan
Asal Hewan Bali 3821); verifikasi
Antar Negara administrasi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomorll Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012

paling lama 2
(dua) hari kerja
sejak  berkas
diterima;

. Verifikasi

teknis pada PD
Teknis
dilakukan
paling lama 5
(lima) hari kerja
sejak  berkas
diterima  dari

DPMPTSP;
. Penerbitan/pen
olakan izin

paling lambat 5
(lima) hari kerja
sejak
rekomendasi
teknis yang
benar diterima
dari PD Teknis.




tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian
dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5543);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6618);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); dan

11. Peraturan Menteri Pertaniann Nomor
29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertaniann (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 873).

Persyaratan:
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp. 10.000,;
b. KTP Pemohon;

c. NPWP Pemohon/Perusahaan;

d. NIB dan lampirannya;

e. Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan

f. Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).




Persyaratan Pengeluaran

a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima penerima/tujuan serta melengkapi Dokumen Persyaratan Teknis yang
diminta oleh Negara tujuan;

b. Melampirkan Rekomendasi Pengeluaran dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi
Bali;

c.  Health Certificate dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Nasional Kementerian Pertaniann RI; dan

d. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Sertifikat Halal yang masih berlaku serta melampirkan hasil Surveilen NKV terakhir
yang masih berlaku.

Prosedur/Tata Cara :

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id ;

2. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

3. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

4. Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP Provinsi
Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk
perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan permohonan pada
sistem; dan

S. Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Antar Negara

Pelaksana Mutu Baku
Penenma
No. Kegiatan i Keterangan
= Pemohon Berkas/PPA | PPAMuda | KewaTim DPhtIL;I'SP ,.F n[: Et z'- Ka. PO Tekniz| PPAMuda | KewaTim DPh}:;:I'SF K elengkapan Durasi (Han Kena) Ouiput g
Periama ' '
Pemohon mengapukan permohonan dan melengkap — Diokumen permohonan secua 1 Diokumen permohonan n/nonizn
pereyaraton mnnonzn secana clekionik - _Hf 1 dengan dafar pereyaratan
|
|
2 |Penenma Berkas/PPA Periama melakukan pemenksaan I hak akses sistiem, Dokumen Diokumen pengajuan @n/nonizn sesual dan
kesesyaian data dokumen pengamian @n/nonzn N . L OK L permohonan secarm elekironik dilanputkan ke PPA Muda atau dikembalikan
| FEVSI ke pemohon uniuk direvis:
|
3 |PPA Muda menindaklaniud pemenksaan keabsahan dan | hak aksss sisiem, Dokumen Diokumen pengajuan mminonizn abszh dan
mengevauasi kelayakan dokumen pengapuan iznnonizin I A - A permohonan secara slekironk ayak dlanputkan ke tzhap kapan
I revisi oK teknesvenbkas: lzpangan atau dkembalkan
I I . ke pemohon uniuk direvis:
4 |PD Teknis (Tim Teknis) melakukan kapan tehnis/venthas e s Bt B R - =1 | hak akses sistem, Dokumen ] Komzep Rekomendas: Teknis
sesual ketenuan ks #as dokumen pengauan | ok L permohonan secara slekironik (Persetupan/Penolakan)
Z lllllﬂl Z B
5 |Ka. PD Teknes medakukan penandatanganan elekionk v hak akses sistem, konsep Rekomendzs: Teknes (Percelupan/
terhadap rekomendas: teknis oK rekomizk, tzndatangan Penolakan)
I 1 elekironik
6 |PPA Muda medakukan vahdasi rekomendssi tekmis eadap hak akees sistem, Dokumen ] Diokumen pengajuan @ninonzn dan
berkas permohonan, sera menghonsep @n/nonizn [ ok permohonan secara rekomizk sbeah dan layak dianjutkan ke
-‘ elekronik, Rekomisk tahap perumusan konsep izn/nonizin
Iy
T |Ketua Tim menganaksts rekomendas: ks tehadap berkas . ¥ hak akses sitem, Dokumen Diokumen pengajuan @ninonizn dan
permohonan dan melakukan nalisasi konsep En/nonizin rE\_r_ISI_ | L oK permohonan secara rekomigk absah dan konsep zin/nonizin valid
aau penolakan 1 elebironik, Rekomisk
1
8 |Ka DPMPTSP menandsizngan secars dlekionk I Rekomizk, tandatangan lzniMonzm atou Surat Penolakan
@ninonzm atau penolzkan oK elelironik feriandatangan elekironik
revisi
¥
.y
Tolak/TTE el = |
1

. Diokumen pengapuan diproses lebih lanpt
* . Sesua kelentuan yang bedahy

- Dokumen pengapan dikembabkan uniuk drevisidiolak




15. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan Antar Negara

Jenis
Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum Stapdar W'aktu'
. Biaya (hari kerja)
Nonperizinan
1 2 3 4 S

Rekomendasi Dinas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Tidak . Tim Kerja pada
Pemasukan Pertaniann dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Dikenakan DPMPTSP
Produk Hewan Ketahanan 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Biaya melakukan
Non Pangan antar | Pangan Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, verifikasi
Negara Provinsi Bali terkahir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang administrasi

. Peraturan

Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);

paling lama 2
(dua) hari kerja
sejak  berkas
diterima;

. Verifikasi

teknis pada PD
Teknis
dilakukan
paling lama 5
(lima) hari
kerja sejak
berkas
diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/pe

nolakan izin
paling lambat 5

(lima) hari
kerja sejak
rekomendasi

teknis yang

benar diterima
dari PD Teknis.




Jenis Standar Waktu

Perizinan / PD Teknis Dasar Hukum . . .
.. Biaya (hari kerja)
Nonperizinan
1 2 3 4 5

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6618);
dan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

Persyaratan:
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp. 10.000,-;
KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan;

NIB dan lampirannya;

Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan

Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).

o a0 o

Persyaratan Pemasukan
Melampirkan Rekomendasi Pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;

Melampirkan Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertaniann RI;
Health Certificate dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal; dan
Melampirkan persyaratan lain yang dipersyaratkan oleh Negara RI.

a0 o




Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id ;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan,;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP
Provinsi Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis
untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan
permohonan pada sistem; dan

Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id.



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan Antar Negara

Pelaksana Mutu Baku
Penzrima
Kegiaian . . Ka. PD Teknes . Ka. ; : Keterangan
Pemoho Berkas/PPA | PPAMudz | KetaTm DPMPTSP | (Tim Teini) Ka. PD Tekniz| PPAMudz | KeuaTim DPMPTSP Kelenghapa Durzsi (Han Keqa) Cuiput
Perzma
Pemohon mengajukan permohonan dan melenghap: — Dokumen permohonan sesua 2 Diokumen permohonan izninonizin
persyaraian Zninonizn secara elekivonik . _._If | dengan dafar persyaraian
|
|
Pensnma Berkas/PPA Periama melakukan pemenksaan ! hak akses sizem, Dokumen Dokumen pengapan mn/nonzn sesual dan
kesecuaian daa dokumen pengauan zn/nonzn N L. _ L oK L permohonan secara elekionk dlanputkan ke PPA Muda alzu dkembaltkan
I revisl ke pemohon untuk dievis:
|
PPA Muda menindzklanjus pemenksaan keshashan dan I hak akses siztem, Dokumen Dokumen pengauan zn/nonizin shazh dan
mengevahizsi kelayakan dokumen pengauan mn/nonzin I . L, permohonan secara elekironk ayak dlanutkan ke tzhap kapan
il el B €'/ -1 il T ,
I ok tekms/venthasi lapangan tau dhembalkan
I I . ke pemohon uniuk dircsvis:
PO Teknis (Tim Teknis) melskukan kapan teknis/venthas: IR s bl Rttt [ = =T [} hak skses sisiem, Dokumen ] Konsep Rekomendas: Teknis
seoya ketentuan ehis sies dokumen pengauan ok L permchonan secara elekironk (Persatujuan/Penclakan)
Z !IIIFD! Z "
Ka. PD Teknes melakukan penandaianganan elekironk v hak akses sictem, konsep Rekomendaa Teknis (Fersetuuan
ferhadap rekomendas tehns 0K rekomigk, andatangan Penolakan)
I I elektronk
PPRA Muda melahukan vahdas rekomendast eknis hadap hak akses siztem, Dokumen 2 Dokumen pengauan mn/aonizin dan
berkas permohonan, seria mengkonsep Zn/nonizin ok permohonan Secara rekomviek absah dan layak dlanutkan ke
-‘ elekironik, Rekomesk tshap perumusan konsep mninonizin
FY
Ketua Tim menganalsis rekomendasi tehnis terhadap berkas - ¥ hak skses sisiem, Dokumen Dokumen pengapan zn/nonizin dan
permohonan dan melakukan fnaliszsi konsep in/nonizin rEVsl || L oK permohonan secara rekomiek absah dan konsep Znfnonizin valid
#iau penolzkan 1 elekironik, Rekomizk
t
Kz DFMFTSF menandaiangan secars slekironk | Rekomizk, andziangan |zn/Nonzm atzu Sural Penclakan
mnnonizin atau penolakan oK elekironik tertandatangan elekironik
revisi
|
I Ir_\
| Tolak/TTE el /I
I I
Caiaian

—————————— - Diokumen pengapuan dikembalikan uniuk drevisidiiolak I I

- Dokumen peagapuan diproses lebin lanput

" Sesual ketentuan yang bedsky




16. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan Antar Negara

Jenis Per}z%nan / PD Teknis Dasar Hukum Stapdar W?ktu.
Nonperizinan Biaya (hari kerja)

1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Tidak . Tim Kerja pada
Pengeluaran Pertaniann dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Dikenakan DPMPTSP
Produk Hewan Ketahanan 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Biaya melakukan
Non Pangan Antar | Pangan Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir verifikasi
Negara Provinsi Bali dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja administrasi

(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran paling lama 2
Negara Nomor 6573); (dua) hari kerja
sejak berkas

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diterima;

. Peraturan

. Peraturan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012

tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan,;

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian

dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5543);

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);

. Verifikasi teknis

pada PD Teknis
dilakukan paling
lama S5 (lima)
hari kerja sejak
berkas diterima
dari DPMPTSP;

. Penerbitan/peno

lakan izin
paling lambat 5
(lima) hari kerja

sejak
rekomendasi
teknis yang
benar diterima

dari PD Teknis.




Jenis Per}z%nan / PD Teknis Dasar Hukum Stapdar Wjaktu.
Nonperizinan Biaya (hari kerja)
1 2 3 4 S
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6618); dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
Persyaratan:

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a.

mo oo

Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp. 10.000,-

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan;

NIB dan lampirannya;

Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan; dan

Kartu/Sertifikat Ketenagakerjaan (apabila pemohon bekerja pada badan usaha).

Persyaratan Pengeluaran

a.

b.

Melampirkan Rekomendasi Pemasukan dari Negara penerima penerima/tujuan serta melengkapi Dokumen Persyaratan Teknis yang
diminta oleh Negara tujuan;

Melampirkan Rekomendasi Pengeluaran dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Dinas Pertaniann dan Ketahanan Pangan Provinsi
Bali;

Health Certificate dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Nasional Kementerian Pertaniann RI; dan

Memiliki NKV dan Sertifikat Halal yang masih berlaku serta melampirkan Hasil Surveilans NKV terakhir yang masih berlaku.




Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id ;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen
dinyatakan lengkap, lanjut mohon rekomendasi teknis ke Perangkat Daerah Teknis terkait. Apabila dokumen permohonan
dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis
ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP Provinsi Bali memeriksa Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP Provinsi
Bali untuk penerbitan Izin. Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk
perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja melakukan penolakan permohonan pada
sistem; dan

Izin/Nonizin dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada PRESTISE melalui laman prestise.baliprov.go.id



Proses Bagan Alur Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan Antar Negara

Pelzkzana Myt Baky
Penenma
No. Kegiatan ) Ka. PO Tekn Ka. Ksterangan
“ Pemohon Berkas/PPA | PPAMudz | HewaTim DPMPTSP | Tm T:k' z,l Kz PD Tekrs| PPAMuds | KeuaTm DPMPTSP Kelengkapan Durasi (Han Kena) Cuiput :
Perama ) '
Pemahon mengaukan permohonan dan melengkap ) Diokumen permohonan sesua 2 Diokumen permohonan @a/nonzn
pereyaraian iIninonizin secan Slekirontk - _”f | dengan daftzr persyarsian
|y
[

2 |Penenma Berkas/PPA Pertama melakukan pemenksaan | hak zkees sisiem, Dokumen Dokumen pengajuan imm/nonizin sesual dan

kesssuzizn data dokumen pengauan @anonizn [ revisi _ L oK L peMononan secan lskironik dlanjutkan ke PPA Mudz sz dkembaikan
| ke pemohon uniuk direvis
|

3 |PPA Muda menindaklanis pemenkeazn keabeahan dan | hak zkges siziem, Dokumen Dokumen pengajuan izm/nonizin ahsah dan
mengevauasi kelayakan dokumen pengauan mnnonzn I revisi - — |- L, | permohonan secara elekironk ayak dlanutkan ke tzhap kapan

I oK tekniz/ventkas [zpangan stz dkembaikan
I I . ke pemohon untuk direvic

4 |PD Teknes Tim Teknis) medakukan kapan teknis/venfhas e e I - =1 ] hak akses sisiem, Dokumen 5 Konzep Rekomendasi Tekns
s2aual ketentuan ehnis s dokumen penguan | ok L pemononan secan lekionik (Persetupan/Penclakan)
z !IIIFDF z "

5 |Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan elekironik y hak akses sisiem, konsep Rekomendasi Teknis (Persstuuan
tefadap rekomendasi iehnis oK rzkomizk, tandaangan Penclakan)

elekironk

b |PPA Muda melzkukan validasi rekomendasi iehnis teshadap hak zkges siziem, Dokumen 2 Dokumen pengajuan im/nonizin dan
berkas permohonan, geria mengkonsep mninonizn oK penmohonan secars rekomigk haah dan [ayak dlanutkan ke

-‘ elekironk, Rekomesk tzhap perumusan konszp @m/nonizn
&

1 |Keta Tim menganafisis rekomendasi isknis terhadap berkas . ¥ hak akzez sisiem, Dokumen Dokumen pengapan mn/nonizn dan
permohonan dan melakukan fnalisast konsep in/nonzn rexlr_|5|_ iR L oK permohonan secar rekomiek absah dan konsep En/nonizi vald
azu penolzkan 1 elekironik, Rekomesk

1

B |Ka DPMPTSP menandaizngani secara elekironik | Fizkomisk, tandatangan |zimn/Nonizin a3y Surat Penolakan

Zn/nOREN 33U penolakan oK lekronk terandatangan ehkironk
revisi
| ¥
L i )
Tolak/TTE - =

- Dokumen pengajuan diprozes lebih lanput
"+ Sesua ketentuan yang bedahu

- Dokumen pengajuan dikembalikan uniuk deevisiidiolak




1.

J. SEKTOR PERHUBUNGAN

Standar Operasional Prosedur Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Sewa Khusus (ASK)

J.e.nis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
N . Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

Kartu Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Tidak . Tim Kerja pada
Pengawasan Perhubungan Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Dikenakan DPMPTSP  melakukan
(KP) Angkutan Provinsi Bali Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Biaya verifikasi administrasi

Sewa Khusus
(ASK)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak berkas
diterima;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lama S5 (lima) hari kerja
sejak berkas diterima
dari DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

izin  paling lambat 2
(dua) hari kerja sejak
rekomendasi teknis yang
benar diterima dari PD
Teknis




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan
di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun

2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 4);




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 S
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
Persyaratan

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a.

®Ho oo

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

KTP Pemohon.

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

Persyaratan Teknis :

mao o

o

STNK yang masih berlaku;

SWDKLLAJ yang masih berlaku;

Buku KIR yang masih berlaku/surat keterangan service kendaraan dari Bengkel Resmi;

Foto kendaraan yang dimohonkan;

Surat Perjanjian antara pemilik kendraaan dan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang
berbentuk Badan Hukum Koperasi untuk bergabung menjadi anggota koperasi;

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi/Penilaian Kesehatan Koperasi
dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun;
Perjanjian Kerja Sama dengan pihak penyedia Aplikasi yang Masih berlaku.



Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui lamanprestise.baliprov.go.id ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Sewa Khusus (ASK). Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke
Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP
melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Sewa Khusus (ASK) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem
perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Kartu P engawasan (KP) Anghutan Sewa Khusus [ASK)

Pelakzana Wk Baku
- Hetiten Perh Bepe;szn:n PPAMua | Kt Ti Ka. P Telais | o Tekns| PPamua | ket T Ka. Helengla Durasi (Hari Ker Ouput fekrangzn
errohon I Lda a Tinn DEMPTSE | (Tim Tekis) a. ekni [IGE] 3 Tim DEMETSP elengkapat urasi [Hati Ketja) Lk
Perarra

1 |Pernohon meng apkan perriohonan dan relengkapi L akurmen petmiohohan 2 Hari Drokurmen perrohonan inonizin

per syaratan Endhonizin secara ekekironk i ! =ezuai dengan daflar

5 .-'I hersyarakn

2 |Penerma BerkasPPA Pettarra rielakukan permeriksaan hak akses sEEm, Dokumen Drokurmen pengapian ianfionizn sesuai dan

kezezyaian data dokumen peng apan izhfhanizin permohanan secara dilanptkan ke PRA Muda atau dikerbalizan

e kekironk ke pemohon urdik direvis

3 |PPA Wuda rienhdakianjul permetikzaan keabsahan dan hak akses sEEm, Dokumen Drokurmen pengaiian idnfionizin b sah dan

rmenyevaluas kelyakan dokuren pengajuan iznhonizh | | | permohanhan secara layak dilanjutikan ke tahap kajan

| e ekironk teknizterikazi Bpangan atau dierbalikan
ke werohon wnkik direvis

4 |PD Tekni [Tirn Tekniz) melakukan kajan tekniAerfikas hak akses sEEm, Dokumen 5 Hari Kons=p Rekormendasi Teknis

=esual ketentuan tebnis atas dokurien pengapian hettohonhan secara [PerssujuanPenolakan)

izind anizin & ki nik
5 |Ka.PD Tekne mekkukan penandaianganan elekronik hak akzes sEEm, konsep Rekormendas Tekniz [Persetupand

erha dap rekormendasi teknis rekortek, B ndaknyan Penalakan)

& ki hik

6 |PPA Kuda relakukan validas rekomendas teknisterhadap hak akzes sEem, Dokumen 2 Hari Drokurnen pengapian izinhonizin dan

berlas perrmohonan, serl menghkonzep izinhonizin

permohonan zecara
ekkironk, Rekortek

K.etua Timmenganaliss rekomendas teknis Brhadap
berkas permohanan dan melakukan fhalisasi konsep
izind onizin =l penolalan

i

hak akzes sEEm, Dokumen
permohonan secara
ekelironk, Rekortek

K.z, DPNPTSP rienandatangani =ecara elekronik
izin onizin akbu penalakan

8¢

Rekormtek, tahdatangan
& ki nik:

rekorrek absah dan kbyak diknptkan ke
tahap perurmusah konssp Bhfnonizin

Drakurmen pengapian ianfonizn dan
rekomiek absah dan konsep Endhonizin
wialid

| Andonizin atau Surat Penolakan
tertandatangan ekkionk

---------- - Dakurren pengajuan dkeralikan unik direwisitiogk

Drokurmen pengajuan diproses lebib lanjut
*: Sesyai keteruan yang bedaku




2. Standar Operasional Prosedur Peremajaan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK)

Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Jel\ll’us PeI"1z‘1nan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
onperizinan Biaya (Rp)

1 2 3 4 5
Peremajaan Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Tidak . Tim Kerja pada
Kendaraan Perhubungan Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Dikenakan DPMPTSP
Angkutan Sewa Provinsi Bali Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Biaya melakukan
Khusus (ASK) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia verifikasi

administrasi paling
lama 2 (dua) hari
kerja sejak berkas
diterima;

. Verifikasi teknis
pada PD Teknis
dilakukan  paling

lama 5 (lima) hari
kerja sejak berkas

diterima dari
DPMPTSP;
. Penerbitan/penola

kan izin paling
lambat 2 (dua) hari
kerja sejak
rekomendasi teknis
yang benar diterima
dari PD Teknis




Jenis Perizinan/
Nonperizinan

PD Teknis

Dasar Hukum

Standar
Biaya (Rp)

Waktu (hari kerja)

1

2

3

4

5

Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan
di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 4);




J (;IIHS Per.lz.man/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
onperizinan Biaya (Rp)

1 2 3 4 5

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai
Rp. 10.000,-;

KTP Pemohon.

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

@O Qo0 o

Persyaratan Teknis :

STNK yang masih berlaku;

STNK Yang Diganti/Kartu Pengawasan yang akan diganti;

SWDKLLAJ yang masih berlaku;

Buku KIR yang masih berlaku/Servis Kendaraan dari Bengkel Resmi;

Foto kendaraan yang dimohonkan;

Kartu Pengawas Kendaraan yang diganti (Asli);

Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan dan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang
berbentuk Badan Hukum Koperasi untuk bergabung menjadi anggota koperasi;

Surat Perjanjian dengan pihak penyedia Aplikasi yang masih berlaku;

SR a0 o

[y



Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi/Penilaian Kesehatan Koperasi
dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun.

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap,
dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Peremajaan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK). Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat Daerah
Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan
penolakan permohonan pada sistem; dan

Peremajaan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan
terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Peremajaan Kendaraan Anglatan Sewa Fhusus (ASE)

Pelkzana WLl Baku
. Hegatan Peroh Bepelra:stPrrF?n PPAMUa | Ketm Tr fa- PO TETIS o PD Tekis| PPAMUR | Keba Ti ka. Kelenga Buras (Hari Kerg Ouput Reterangan
ermohiok t [IE] m BPMPTSP | (ThnTekmis) a. ekniz I ERL] DPMPTSE elehykapan uras [Hati Keti) i1
Petarm
1 |Perrohon mengajukan petrrohonan dah melengkapi [ okurmen petrnohonan 2Hari Dokurren petrmohona izhdonizh
perzyarakn Endhonin 2cara elkkronik | =esua detgan dafar
JII nersyaratan
2 |Penetime BerkamPPh Perbrra rmelakukan permeriksaan hak ak=es sigern, Dokuren O okurmen pengajuan iznkonizn sesuai dan
kez=zyzian data dokuren pengaiian Bnfharizin nerrrohonan secara dilanitkan ke PPA Muda atau dikerbaliban
elektronik ke permohan urtuk direvis
3 |PPA Nuda menindaklanidi pemerikzaan keabsahan dan hak akzes sisem, Dokumen [ akumen pengajuan izinkonizn absah dan
menyevalias kebyakan doluren pehgapian Ehdnonin | | | nerrrohonan secara lzyak dianjuban ke tahap kajan
elekironik teknisfetfikas lapangan atau dikerchalkan
| ke pemohan uriuk direwis
4 |BD Tekniz[Tim Teknis) melakukan kajan teknisheriikas I hak ak=es sigem, Dokuren 4Han konzep Pekomendas Tekniz
sesyai kekrtuan teknis sl dokurmen pengajuat perrrohonan secars [ PetsshujianiPenalakan)
izinhanizi elekiranik
5 |Ka.PD Teknk mekkukan penandatnganan ekkironik hak akzes sigerm, konssp Rekormendasi Teknis [Persebijuand
tethadap rekomendas Bknis rekorrtek, andakngan Penolakan)
elekironik
B |PPA Muda rrelakulan validas rekorendas Elnis Brhadap hak ak=es sisern, Dokuren 2Hari [ okurmen petgajuan iznkonizn dan
betkas petmnohonan, =sta rengkonssp Endonizn perrrohonan secara rekartek absah dan Byak dignjukan ke
J elekdronik, Pekorek [tahap perurmizan konsep Bndonizn
T |Kewa Tinrrenganalks rekormendasiteknis tethadap hak akzes sigern, Dokuren [ okurmen petgajuan iznkonizn dan
berkas permohonan dan relakukan inalszasi konsep permohonan mecara rekorrtek abzah dan konzep iankonizn
izinhonizi #bu penokkan elekironik, Pekorek valid
& |Ka.DPMPTSP menandatargani secara eklronik Rekormek, tahdatangan | inddonizi glbu Surat Penoklzn
iinnonizi #Bu penokkan elekironik [terandatanyan elekkonk

g ¢

- Dokumen pengajuan diproses ebib lanjut
* : Fesuai keterdian yang hetaku

: Dokurieh penygajuan dikerrbalkan itk dieevisiidiolak




3. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Sewa Khusus (ASK)

(KP) Angkutan
Sewa Khusus
(ASK)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)

1 2 3 4 5
Perpanjangan Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tidak 1. Tim Kerja pada DPMPTSP
Kartu Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Dikenakan melakukan verifikasi
Pengawasan Provinsi Bali Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Biaya administrasi paling lama 2

(dua) hari kerja
berkas diterima;

sejak

Verifikasi teknis pada PD
Teknis dilakukan paling
lama 5 (lima) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

izin paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak
rekomendasi teknis yang
benar diterima dari PD
Teknis




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 S

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018
tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada  Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 257);




Jenis Standar

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 3);

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai
Rp. 10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

® ™0 Q0 o



Persyaratan Teknis :

a0 TP

STNK yang masih berlaku;

SWDKLLAJ yang masih berlaku;

Buku KIR yang masih berlaku/Servis Kendaraan dari Bengkel Resmi;

Surat Perjanjian dengan pihak penyedia Aplikasi yang masih berlaku;

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi/Penilaian Kesehatan Koperasi
dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun.

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap,
dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk
penerbitan Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Sewa Khusus (ASK). Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis
dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim
Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Sewa Khusus (ASK) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem
perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Pempanjangan Kartu Pengianasan (KP) Anghutan Sevn Khusus (ASK)

Pelakzana hiluha Biaku
) Penetiim .
Mo, Keyiztan . Ka. PD Teknk: ) . Ka. . N Kekratgan
Pemahan BerkasPPL | PPA huda Ketua Tim OPMPTSR | [Tim Telaii] Ka.PD Tekniz| PPA hida Ketua Tim DRMPTSE Kekngkapan Curas [Han Kerja) Cngtput
Pettatra
1 |Pemohan mengajukan permohonan dan melengkapi Drakurren permahonan 2Hari Do kurren permohanan Endonizin
perzyarakn idhmonizn zecara ekkionik = 3al dengan daftar
3 persyaratan
2 |Penerim BerkamPPA Perfarm melakukan perrerikzaan hak akzes sdem, Dokumen Drokutmen peny ajdan iandonian sesuai dan
kezesuaian data dokumen pengapan inmonian permohaonan e cara dilanjukan ke PPA Muda atau dikerrbalkan
elekronik ke prerahio by urdak dlive wizi
3 |PPL Wuda renindakinp peretikez an keabsahan dan hak akses sigerm, Dokuren Drokurmen peng ajdan idndonidn absah dan
mengeva lia s kelayakan dokuren pengajuan Ehdhonian | | | pertmohaonan secara layak: dilanjukan ke fahap kajan
elekironik tekniztverfikas Bpangan atau dikerbalian
| ke pernoho b uribuk dive Wi
4 |PD Tekniz( Titn Teknis) melakukan kajian knizdrerifkas | hak akses sigerm, Dokuren S Hari Konzep Rekorendasi Teknis
se3ual kekniah tebnis absdokimen pengapan pertmohionah s cara [Pe reetujuznPenolakan)
idnfonin elekranik
5 |Ka.PD Tekniz rekkukan penandatangana nelekkonik hak akses sidetn, kans=p Rekamendas Tekniz [ Persetupand
terhad ap rekotmend agstelni rekotriek, andatn gan Penolakan)
elekironik
b |PPA Muda rrelakukan waldasi re komendasi tekniz terhadap hak akzes siderm, Dokumen 2 Hari Drokutren perg aldan idndonizin dan
berkas perfrohonan, setta rERgkonzep Ehdonidn permohonan = carm rekortek abzah dan layak diknjkan ke
elekironik, Rekarmiek tahap perurzan konsep ianhonian
T |Ketua Tm menganalisiz rekorendas Bknisterhadap hak akses sgem, Dokurmen Drokurmen peng ajan iandanian dan
berkazs perirohonan dan mekkukan finalsas konsep permohonan = carm rekortek abzah dan konzep Enmonidn
iAnhioneh atau penolakan \\ elekironik, Rekornbek walid
g |Ka.DPMPTSP menandatangani =ecara ek lronik Rekartek, Bndatangan landanian atay Surat Penalakan
ianhionien atau penalakan elekironik tertandatan gan ekkironik

---------- :Dakurren pengajuan dikerbalikan urduk direvisi/diolak

Drokutren petg ajan dprozss lehib Bnt
*: Gezuai ketentuan yang berlaky




4. Standar Operasional Prosedur Permohonan/Penambahan Kuota Angkutan Sewa Khusus (ASK)

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)

1 2 3 4 5
Permohonan/ Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang | Tidak 1. Tim Kerja pada DPMPTSP
Penambahan Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara | Dikenakan melakukan verifikasi
Kuota Provinsi Bali Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, | Biaya administrasi paling lama 2
Angkutan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (dua) hari kerja sejak

Sewa Khusus
(ASK)

Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

berkas diterima;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lama S (lima) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan izin

paling lambat 2 (dua) hari
kerja sejak rekomendasi
teknis yang benar diterima
dari PD Teknis




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N - Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 4);




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 5

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor
3);

Persyaratan

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

®Ho a0 o

Persyaratan Teknis :

Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir;

Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Rencana usaha (business plan) Perusahaan Angkutan umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen;

Surat Kerjasama dengan Pihak Aplikasi Yang Masih Berlaku;

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk Koperasi (NIK) yang masih
berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi/Penilaian Kesehatan Koperasi

dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun.

mao o



Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Permohonan/Penambahan Kuota Angkutan Sewa Khusus (ASK). Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke Perangkat
Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan
penolakan permohonan pada sistem; dan

Permohonan/Penambahan Kuota Angkutan Sewa Khusus (ASK) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem
perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Perm ohonan/P enambahan Kuota Anghkutan Seva Khusus (ASK)

Pelakzana hiii Baku
. Penetirm )
Mo, Keiatan ' ka. FD Tekniz ) ) Ka. s Keteratugan
Permohion BedazfPL | PRA huda Ketua Tirm OPMPTSE | [TimTekni] Ka PD Tekniz| PPO Muda Keda Titn DPWETSE Kelengkapan Durasi [Hari Kerja) Ouput
Perrm
1 |Permohon mengajukan permohonan dan relengkapi Dokurren permohanan 2 Hanr [ akutren permohanan idnsonizn
persyarakn ianMonian secara ek kronik ! 1 sesuai dengan datar
L JI perzyaratan
2 |Penerire BerkasPPA Pettatm melakukan permerikzazn hak akse s sREm Dokumen Dokiren pengajuan idnonidn seswal dan
kesesiaian data dokumen pengajlan ignhonian penmahonan secara dianjutikan ke PPL iz atau dikerrbalikzn
el Mronik ke petmohon uriuk direwisi
3 |PPA Muda rrenindakia il petrerksaan keabzahan dan hak akze = sEEm Dokimen Dokurren pengajuan iansonizn absah dan
rengevalia s kebyakan dokuren pengajuan Ehonizin | | | perrohonan w=cara kryak dianjutkan ke tahap kajian
ele Hronik Ekniziveriflas lapangan abu dikerrbalkan
! ke petnohon uriuk direws
4 |PD Tekniz|Tim Tekni] e kkukan kajian Bknisirerflkas Y hak akze s sEkm Dokumen 5 Han Konsep Fekomendas Telknis
sesual keknliantelnk atas dobumen pengapan penmahonanh secara [PerzahijuanPenalakan)
idno nizin ek Hronik
5 |Ka.PD Tekniz melkikan penandatanganan elekionik hak akze =z sekm konmsp Fekomendazi Tekn i [ Persshijuan/
terhad ap rekomen dasi teknk rekoprtek, B ndatangan Penolakan)
ek kronik
B |PPA Wluda melakukan valida s rekomendasi teknis terhad ap hak akze s sEkm Dokumen 2Han Dakuren pengajuan idndonizn dan
berkazs perirohonan, seta rengkon =g Ehdonizn perrohonan w=cara rekorrtek abzah dan Byakdianjutkan ke
eleHronik, Rekormek hap petutrisan konsep idndonizh
T |Ketua Tim menganalisiz rekomendas € knisterhadap hak akze s sEkm Dokumen Dakuren pengajuan idndonizn dan
berkas perrrohonan dan melakukan finalsas konsep perrmhonan scara rekorrtek absah dan konsep iznmaonian
ianhionen atau penolakan ek Hronik, Fekamik walid
il
8 [Ka.DPMPTSP menandstanyani soata ek kronik Fe kortek, fandatang an |@nddonizn atu Surat Penolakan
idndonien atau penolakan el Hronik Ertandatangan elekdronik

J

---------- : Dakurmen pengajuan dikerbalikan untak direvidio bk

Drokutren penigajuan diproses lebih Bt
*: Sesuai ketentuan yany betaku




5. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan/Pengembalian Kuota Angkutan Sewa Khusus (ASK)

Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)

onperizinan

1 2 3 4 5

Perpanjangan/ | Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tidak 1. Tim Kerja pada DPMPTSP
Pengembalian Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Dikenakan melakukan verifikasi
Kuota Provinsi Bali Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Biaya administrasi paling lama 2
Angkutan 96, Tambahan Lembaran Negara Republik (dua) hari kerja sejak

Sewa Khusus
(ASK)

Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

berkas diterima;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lama 5 (lima) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

izin paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak
rekomendasi teknis yang
benar diterima dari PD
Teknis




. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 257);




8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 3).

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a.

® S0 Q0T

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

Persyaratan Teknis :

a.
b.

Pemberian Kuota dari Dinas Perhubungan Provinsi;
Laporan Penggunaan Kuota yang telah dipergunakan.

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa keesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;




Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Perpanjangan/Pengembalian Kuota Angkutan Sewa Khusus (ASK). Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke
Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP
melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Perpanjangan/Pengembalian Kuota Angkutan Sewa Khusus (ASK) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem
perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alwr Pelayanan Perpanjangan! Pengembalian Kuota Angkutan Sema Khusus (ASH)

Pelakzana Nl Baku
. Penetirm .
Mo, Kegiatan ' ka. PD Tekniz ) ) Ka. o Keteranijan
Pernohan BerkamPPL | PPL Wuda Ketua Tim DPNRTSE | [TimTekni) Ka. PD Tekniz| PPO Muda Ketua Tim DPMETSE Kek ngkapan Durasi [Har Kerja) Cuput
Pettarm
1 |Permohon mengajkan permohonan dan ek ngkapi Drakurren pernohon an 2 Hari Drakurnen permohonan iznmonizin
persyaratan idnmonian secara elekronk se syl dengan daftar
sl persyaratan
2 |Penerrm BerkamPPL Peranma rekkukan perreriksaan hak akses sigem, Dokumen [ okuren pengajuan igndonign zesuai dan
kesesuaian data dokumen pengajuan 2hhonigh permohonan secara dianjutian ke PPA hiud 3 atu dikerrbaikan
eledraonik ke pemohon urtuk dires
3 |PPA huda menindaKanjul permerikzaan keabsahan dan hak ak=es sistern, Dokumen [ okurmen pengajuan iandonidn absah dan
mengevallas kel yakan dokumen pengajuan iandonian | | | permohonan secara layak dianjutkan ke tahap kajian
eledraonik [eknide dika s lapatg an atau dikerdralkan
ke b ernohoh wrduk diresis
4 |PD Tekniz [Tirm Tekni) melakukan kajan teknisterfikas hak akses sigem, Dokumen % Han Konsep Fekomendasi Teknis
szUal keRrlantekne atas dokurmen pe ngajuan permohonan s&cara [ Persetujsanfenolakan)
idndianizin elebranik
5 |Ka.PD Tekniz melakukan penandatang anan elekronik hak akzes sigetm, kohsep Rekorendasi Teknis [Persdjuand
terhadap rekonendas Bkniz rekorrtek, andatangan Pernalakan)
elebranik
G |PPA huda rrelakukan validas rekomendas teknis terhadap hak akses sigem, Dokumen 2 Han [okurnen pengajuan iandonian dan

berkas permohonan, wra mengkonzep idndonidn

permohonan s&cara
elekraonik, Rekarmtek

Ketua Tim mengana sz rekormendasi tekniz terhad ap
berkas permohonan dan melakukan finalisas konzep
iAnhoniin atau penokkan

i

hak akz=s sigem, Dokumen
permohonan secara
eledraonik, Rekortzk

Ka. DPMPTSP renandatangani scara elekronk
iAnhoniin atau penokkan

Rekordek, B ndatangan
elebranik

rekorriek abzah dan layak dianjulkan ke
[tahap perurmuzan konsep idndonian

Dakurmen pengajuat idndonidn dan
rekarriek abzah dan kanze p ignmonian
wald

| dnMonidn atau Surat Penalkkan
Jtertndatangan elekronk

---------- - Dokurmen pengapan dikerrbalian uriik direvisititolak

:Dokiren pengajuan diproses kb lanjut
* : Gesuai kelenian vang bedaky




6. Standar Operasional Prosedur Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5
Kartu Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu | Tidak . Tim Kerja pada DPMPTSP
Pengawasan Perhubungan Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara | Dikenakan melakukan verifikasi
(KP) Angkutan Provinsi Bali Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, | Biaya administrasi paling lama 2
Antar Kota Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (dua) hari kerja sejak

Dalam Provinsi
(AKDP)

Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

berkas diterima;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lama 5 (lima) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan izin

paling lambat 2 (dua) hari
kerja sejak rekomendasi
teknis yang benar diterima
dari PD Teknis




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan
di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 4);




Jenis Standar

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Biaya Waktu (hari kerja)
Nonperizinan (Rp)
1 2 3 4 5

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

® S0 Q0T

Persyaratan Teknis :

a. STNK yang masih berlaku;

b SWDKLLAJ yang masih berlaku;

C Buku KIR yang masih berlaku;

d. Foto kendaraan yang dimohonkan;

e Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi / Penilaian Kesehatan Koperasi
dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun;

f. Surat Perjanjian antara pemilik kendraaan dan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang
berbentuk Badan Hukum Koperasi untuk bergabung menjadi anggota koperasi;



Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis
dikembalikan ke Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja
pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alwr Pelayanan Hartu Penganasan (KP) Anghutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Pelakzana hilai Eiabu
] Penetira .
Ma. Kediatan ] Ka. PD Tekniz . : Ka. . - Keterangan
Pemohan BerkazfPPL | PPA Muda Ketua Tim BPMPTSP | (TimTekns) Ka.PD Tekni| PPO huda Kebia Tim DPMPTSE Kelengkapan Durasi [Hari Kerja) Ouput
Periang
1 [Permahan rengajukan permohon an dan melengkapi Dakurmen permohotan 2 Hari Drakuarren permohohan idndonian
persvara@n idnmonian secara ek Hronik sesuaidengan datar
N 3 perzyaratah
2 |Penerira BerkasPPA Perarma melakukan pererkzaan hak akse s sEEm Dokumen D kuren pengajuan idndonidn sesuai dan
kezesuaian data dokummen pengapan ignhonizin permoho nan weara dianjutkan ke PP b da atau dikerrbalikan
ek Mronik ke pernahon uribik direwizi
3 [PPA Muda menindakknjd perrerkzaan keabsahan dan hak akze = =Rk m Dokumen Dokuren pengajuan idnmonizn absah dan
rrengevallia s ke lyakan dokiren pengajuan Ehdonidn | | | permoho nan weara Eryak dianjutkan ke tahap kajian
el Mronik EknizAerias lapangan sy dikerrbailan
ke perohoh urdak divesis
4 [PD Tekniz[ Tim Tekni) relkukan kajian Eknizerifias 9 hak akze = =Rk m Dokumen 5 Hari Konzsp Rekomendasi Teknis
=ezual kebnbanteknk atas dokumen pengapian permoho nan weara [PerzshijuanPenolakan)
idndianizh el kronik
5 [Ka.PD Teknis rmekkukan penandatanganan elekionik hak akze = sREm konzsp Fekarmendasi Tekn ks [Persehijuand
terhad ap rekormen das teknks rekorrek, b rdatangan Penolakan)
ek kronik
G [PPA huda melakukan valida s rekomendasi eknis terhad ap hak akze = =Rk m Dokumen 2 Hari Do kuren pengajuan idnmonidn dan

berkas pernohonan, zera mengkonsep Ehhonizn

permoho nan scara
ek Hronik, Rekorek

Ketua Tim menganalisis rekomendasi € knizterhadap
berkas pernohonan dan melakukan finalsas konsp

a

hak akze = s m Dokumen
permoho nan weara

ianhonih sty penolakan ek dronik, Rekotrek
& [Ka. DPMPTSP menandatangani secara ek Kronik Rekortek, andatang an
ianhioneh tau penalakan ek Hranik

rekorrek abzah dan byakdianjutkan ke
thap perirmzan konsep idnd onidn

D kuren pengajuan idnonidn dan
rekorrek abzah dan konsep idndonidn
walid

Idndonidn atu Surat Penolakan
Ertandatangan elektronik

---------- - Dakumen pengajuan dikerrbalikan untuk direvisidio Bk

: Dokurren pengajuan dproses lehih Bt
*: Gesuai ketertuan yvang beraky




7. Standar Operasional Prosedur Peremajaan Kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N . Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5
Peremajaan Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang |Tidak . Tim Kerja pada DPMPTSP
Kendaraan Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara | Dikenakan melakukan verifikasi
Angkutan Provinsi Bali Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, |Biaya administrasi paling lama 2

Antar Kota
Dalam Provinsi
(AKDP)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

(dua) hari kerja sejak
berkas diterima;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lama 5 (lima) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

izin paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak
rekomendasi teknis yang
benar diterima dari PD
Teknis




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 4);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun

2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 S
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor
3);
Persyaratan

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

RSO Q0T

Persyaratan Teknis :

STNK Yang Diganti/Kartu Pengawas;

STNK Pengganti yang masih berlaku,;

SWDKLLAJ yang masih berlaku;

Buku KIR yang masih berlaku;

Foto kendaraan yang dimohonkan;

Rekomendasi Perubahan Sifat;

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk

Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi / Penilaian Kesehatan Koperasi

dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun;

h. Surat Perjanjian antara pemilik kendraaan dan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang
berbentuk Badan Hukum Koperasi untuk bergabung menjadi anggota koperasi;

@O Q0o



Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Peremajaan Kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Apabila terdapat kesalahan, Rekomendasi Teknis dikembalikan ke
Perangkat Daerah Teknis untuk perbaikan. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP
melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Peremajaan Kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem
perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Peremajaan Kendaraan Anghkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Pelakzana sy Biaku
. Penering f
Ma. Kegiatan . Ka. PD Tekniz ) . Ka. ! o Keterangan
Permahan BerkasPPA | PPL Muda Ketua Tim PMPTSP | [Tin Tekni) Ka.PD Tekniz| PPA Muda Kela Tim DEVETSP Kekngkapan Duras [Had Kera) Ottt
Pettatra
1 |Permohon rrengajukan perirohonan dan rrekengkapi Dokutren perrmohonan 2 Hari [ akurren perriohonan Ehdonidn
persyaratan idntonzh mwmeara elekronk t ) =2 5ual dengan daflar
; perzyaratan
2 |Penerira BerkasPPL Perfarma melakukan perrerksaan hak akzes sigdern, Dakumen [ okurren pengajuan gndonian =suaidan
kese muaian data dokurmen penaajuan gnhhonizn permohonan secara dilanjutian ke PPA Wuda atau dkerbaikan
elekironk ke perrohan urdik direis
3 |PPA huda rrenindakanjuli permerksaan keabsahan dan hak akzes sigdern, Dakumen [ okurren pengajuan gndonidn absah dan
rrengevaliasi kelayakan dokuiren pengajuan idndon el | | | perrohonan sBcara lzyak dilanjutian ke &hap kajan
elekironk HeknEAerfikasi lapangah atau dkerrbalikan
ke e brobyon widk diresds
4 |PD Tekni [ Tm Teknis] melakukan kajan teknistvernifkas hak akzes sigdern, Dakumen 5 Hani Konsep Fekarmendasi Teknis
sesual keterduan teknis atas dokuren pe ngajuan permohonan secara [ Perzelyjuan Penalakan)
Ehhonidn elekronk
5 [Ka.PD Teknizrelakykan penandatang anan ek dronik hak; akses sistem, konsep Fekorrendasi Teknis [Persetupand
Ethadap rekormendasi teknis rekarrtek, tandatanigan Penokkan)
elekronk
B [PPL Muda melabukan walidasi rekomen dasi teln i terhadap hak akses sigern, Dokutren 2 Hari [ okutren pe ngajuan Ehonidn dan
berkas perrmohonan, erta mengkonsep ianhonzh permohonan secara rekorrek absah dan layak diknuian ke
elekironk, Fekorrtek [lhap peruruzan kohsep idnonidn
T |Ketua Timmenganales rekomendasi tekniz Brhadap hak akzes sigdern, Dakumen [ akurren pengajuan gnmanian dan
berkas perrrohonan dan rrelaklkan inalizsas konsep perrohonan sBcara rekortek abzah dan konssp Ehhonizin
Ehhonidn atau penolakan elekironk, Fekorrtek va i
2 [Ka.DPMWPTSP menandatangani secara elekronk Rekorrtek, ndatangan | andonih atau Surat Penalakan
Ehhonian atau penolakan elekronk Jerlandatangan ek kronik

---------- s Dok rren penajuan dikerd aika n unduk direyEidio bk

_ :Dakureen pengajuan diprozes kb lanjut
* Sesuai keterduan yang beraky




8. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

J?\IIHS Per.lz.man/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
onperizinan Biaya (Rp)

1 2 3 4 5
Perpanjangan Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tidak 1. Tim Kerja pada
Kartu Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Dikenakan DPMPTSP melakukan
Pengawasan Provinsi Bali Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Biaya verifikasi administrasi
(KP) Angkutan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia paling lama 2 (dua) hari
Antar Kota Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan kerja  sejak  berkas

Dalam Provinsi
(AKDP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

diterima;

. Verifikasi teknis pada

PD Teknis dilakukan
paling lama 5 (lima) hari
kerja  sejak  berkas
diterima dari DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

izin paling lambat 2
(dua) hari kerja sejak
rekomendasi teknis
yang benar diterima
dari PD Teknis




J ?\IIHS Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
onperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 5

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);




J ?\IIHS Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
onperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 5

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 3);

10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);




J ?\IIHS Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
onperizinan Biaya (Rp)

1 2 3 4 5

12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 3);

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

b. KTP Pemohon;

c. NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);



NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

w® o

Persyaratan Teknis :

STNK yang masih berlaku;

Kartu Pengawasan AKDP;

SWDKLLAJ yang masih berlaku;

Buku KIR yang masih berlaku;

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi / Penilaian Kesehatan Koperasi
dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun;

oo o

Prosedur/Tata Cara :
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan

pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

2. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

3. Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

4. Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan
izin/nonizin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan




Bagan Alur Pelayanan Perpanjangan Kartu Pengavasan (KP) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Pelakzana Mt Baku
- Heaatar Perih BP:;erEPﬁn PPAMuda | KetiaTi a. PDTEKNE | o PD Teknis| PPA Muda | Keb Ti Ka. Kelengka Durasi [Hari Kerf ouput Heterangan
errohon erkas Lda 3 Tim DPMPTSP | [TirmTeknk) a. ekniz a 3 Tim DPEMETSR elengkapan urasi [Hari Kerg) h o}
Perbre
1 |Perrohon rrengajukan perrohonan dan relengkapi Drakurren perriohanan 2 Hari Dakurren perrohonan izinhonizi
petzyaratan iznfmonizh secara eledronik s sual deng ah daftar
JII persyaratn
2 |Penetitra BerkasPPA Pedarma rrelakikan perrerikzaan hak akzes sz, Dokuren Dokurren pehgajdan idndonizih sesuai dan
kezezuakn data dokurmen pe ngajuan idndonizin pertnohonan secara dianjutian ke PP Muda atau dikercbalizn
eledrank ke perrohon uniik direwis
3 |PPA Muda renindakianjuli perreriksaan keabzahan dan hak akmes msern, Dokuten Diakutren pengajian izind onzin abzah dan
rreng evaluas kelayakan dokuren pengapan izindhonzin | | | permahonan secara By ak dianjutkan ke fahap kajian
elelronk EkniAeriikas Bpangan abu dikerbalian
| ke pernohot undk divewisi
4 [P0 Tekniz (Tim Tekniz) rmelakukan kajian teknizterfikas ! hak akmes sz, Dokuten 4 Hari Konzep Rekormendas Teknks
seaal keteriban teknis atas dokurmen pengajuan pErohonan sEcara [Persetupan Penolakan)
Binfmonizin elelronk
5 |Wa.PD Teknis reRkukan penandatanganan elekdronik hak akzes gk m konsep Fekarendas Teknis [ Persstujuand
Erhadap rekorenda s teknis rekorek, fandatangan Penalakan)
elelronk
G [FPA Muda melakukan validasi rekomendas Bkni terhadap hak akses sk, Dokuren 2 Hari Dakurien pengajian izindionzin dan
betkas permohonan, sera mengkon sep i@ndnonizin permahonan secara rekorriek absah dan Byak dilanjutkan ke
eledrank, Fekomiek hap perurmusan kansep idntonEn
7 |Kebia Tirnrrenganalist rekormendas knk tethadap hak akzes sizgetn, Dolurmen Dokurren pengajdan idndonizin dan
betkas pertrohonan dan relakukan finalsas konsep pertnohonan secara rekarrek absah dan konsep idndonEn
Einfnonizin atau penalakan eledrank, Fekormiek wialid
4 |Ha.DPMPTSP menandatangani secara ekekironk Rekoritek, landatangan IznManizin atau Surat Penalakan
Einfnonizin atau penalakan elekronk Ertandatangan ekekironik

---------- :Dokureen penga pan dikerbalkan uruk direwisifdinlak

:Dokuren pengajuan dproses lebh lanjut
*: Sesuai kekertuan vang berlaku




9. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Kota Dalam
Provinsi (AKDP)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

J?\?ls Per‘lz.man/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
onperizinan Biaya (Rp)

1 2 3 4 5
Rekomendasi Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tidak 1. Tim Kerja pada DPMPTSP
Perubahan Sifat Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Dikenakan melakukan verifikasi
Angkutan Antar Provinsi Bali Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Biaya administrasi paling lama 2

(dua) hari kerja sejak
berkas diterima;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lama 5 (lima) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

izin paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak
rekomendasi teknis yang
benar diterima dari PD
Teknis




J ?\IIHS Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
onperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 5

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
257);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran




J ?\IIHS Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
onperizinan Biaya (Rp)

1 2 3 4 5

Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 3);

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

®MO Q0T

Persyaratan Teknis :

a. STNK yang masih berlaku/Faktur;

b.  Surat Perjanjian antara pemilik kendraaan dan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang
berbentuk Badan Hukum Koperasi untuk bergabung menjadi anggota koperasi;

c. Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi / Penilaian Kesehatan Koperasi
dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun;



Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin,
maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada
sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Rekomemndasi Perubahan Sifat Anghutan Antar Keta Dalam Provinsi (AKDP)

Pelakzana hutl Ezku
. Penetitra .
Mo. K.egitan Ka. PD Tekniz . . Ka. . A Kekrangan
Permahon BerkaxPPAL | PPA Muda Ketua Tim CPMPTSP | [Tin Telaiia Ka.PD Tekne| PPAMuda Ketua Tim DEMETSP Kelengkapan Ciuras [Hari Kerf) Output
Pertarra
1 JPerahon mengap kan perohanan dan relengkapi Drakurmen permhanan 2 Hari Drokurien permohanan Endhanizin
persyaratan iZinhoniain secara elekronik sesuai dengan daflar
! perzyaratan
2 |Penerine BerazPA Perfarma mekkukan pe rerkzaan — hak akzes siEtern, Dokumen Dakurien pengajuan Zhdhonizin sesuai dan
kezzruaian date dokuren pengajuan izinfonzin pertroh araEn e cara dianjutian ke PP Muda abu dikerbalian
elekronilk ke pernohon urduk; di-evisi
3 JPPA Nuda menind akanpdi perreri=aan keabsahan dan hak akzes sitern, Dokumen Dakurien pengajuan Zhdhonizin absah dan
rengevaluas kelavakan dokumen pengapan izndoniin | L | | perrroh anan e cara lavak dilanptkan ke Bhap kajian
elekronik EknEdfverfikas lapangan stau dikermbalian
| ke pernoboh urduk di-evisi
4 |PD Teknk [ Titn Teknis) rmelakuka n kajian teknisterifias I 9 hak akses sk, Dokurmen 5 Hari Konzap Rekotrendasi Teknis
=esual ketertuan Ekni 2Bs dokuren pengajuan peertroh anan s cara [PerzziijuanPenokkan)
izinfonizin elekronik
5 |Ka. PD Tekni melakukan penandatanganzan elekionik hak akses sitetn, konsep Rekorrened asi Teknis [Persebjuans
ferhadap rekotendasi teknis rekarrek, Brdatngan Penoklkan)
elebraonik
6 JPPL Muda rmekkukan valdas rekomendas Bkni terhadap hak akses siEtern, Dokurmen 2 Hari Dokurren pengajuan Ehdhonizin dan
e ras perrmohonan, s=Ha mengkonssp iznfonizi pertroh araEn e cara rekorrtek abzah dan layak dianjutkan ke
eledronik, Rekorntek thap perruzan kohzep iznhonizh
T |ketua Timrenganalsiz rekomendas Bkni terhadap hak akzes sitern, Dokumen Dakurien pengajuan Zhdhonizin dan
beras permohanan dan relakukan finalzasi konsep perrroh anan e cara rekorrtek absah dan konzep izinhonin
izinfonzin atau peno Bkan elekronik, Rekarmbek vald
\\
& Jka. DPMPTSP renandatangani s2cara ekelronk T ,.r-/ Rekoriek, fandatangan IzinMonizin alau Surat Penokkan
izin/monzin atau peno Bkan elekranilk Ernd alingan elekironik

---------- :Dokurnen pengapan dikerrbalkan urtuk di-evisidiolak

. > Dokuren pengajuan dproses lebh lanpt
*  Sesuai keteriuan vang berkkuy




10. Standar Operasional Prosedur Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)

Antar Jemput
Dalam Provinsi
(AJDP)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
N . Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 S

Kartu Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tidak . Tim Kerja pada DPMPTSP
Pengawasan Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Dikenakan melakukan verifikasi
(KP) Angkutan Provinsi Bali Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Biaya administrasi paling lama 2

(dua) hari kerja sejak
berkas diterima;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lama 5 (lima) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

izin paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak
rekomendasi teknis yang
benar diterima dari PD
Teknis




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 S

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun

2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Bali Nomor 3);
Persyaratan

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

RSO Q0T



Persyaratan Teknis :

a.

b.
c.
d
e

f.

STNK yang masih berlaku;

SWDKLLAJ yang masih berlaku;

Buku KIR yang masih berlaku;

Foto kendaraan yang dimohonkan

Surat Perjanjian antara pemilik kendraaan dan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk Badan Hukum
Koperasi untuk bergabung menjadi anggota koperasi

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk Koperasi (NIK) yang masih
berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi/Penilaian Kesehatan Koperasi dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan
kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP). Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka
Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Kartu Fengawasan (KP) Anghutan Antar Jemput Dalam Frovinsi (AJDF)

Pekkzana Wt Baky
. Keghtzn Perioh Bpsger;r:n PPANME | KeaTh ta- PD TEKIE | o PD Tekvis| PPAMU | KetaTi ka. Kelengia Durasi [Hari Kerj Oupt Heeranyar
enohioh etkas 3 a Tim BPMPTSP | (TinTekris) a. eknis Lida a Tim DPVETSP elenykapan urasi (Har Kerfa) Lk
Pertama
1 |Pemahon mengapkan permohanan dan relengkapi Dakunen permabonan 2Han Dakurien permohonan izhdmonizn
persyaraan iznhonzn secara ekkdronk sesai dengan datar
! petsyaratgn
2 |Penetine Berka=PPh Pedans relakukan perrerkzazn hak akses sistern, Dokurmen [ okurnen pengzjuan iznhonizin ssuai dan
kezesimian dab dokunen pehgapian izkonei petrohohan scara dilanjtizn ke PP Muds atau dikerbalikan
ekkronk ke pernahon untuk direvist
3 [PPA Muda renidzaldanjud perrerikzaan keabsahan dan hak akses sisterm, Dokurmen [ okurnen pengzjuan iznkonizn absah dan
rengevabias kelayakan dokumen pengajuan izinhonizin | | | petmohonan secara layak dianptian ke tahap kajan
ekekronk knisherfikas lapangan atau dikermbailan
permohon urtk divenis]
4 [PD Tekniz( Tinn Tekniz) relakukan kajisn knisherilas hak ak=es sistern, Dokurnen SHan Konzep Rekornendas Teknis
sesuai kelentuan teknizs ates dokurieh pengajuan perrohohan s=cara [ PersetupianPenolakan)
izindhianizh ekekionk
5 |Ka. PD Tekni melkukan penandatanganan elekronik hak akses sigem, kansep Fekormendas Teknis [ Perselijuand
terhadap rekomendasi Bkne rekormiek, ndatangan Penolakan)
ekkonk
6 [PPA Muda relkukan walidasi rekormendasi Bkni terhadap hak akses sistern, Dokurmen 2Han [ okurnen pengzjuan iznkonizin dan
berkaz permohionan, s=ra mengkonsep izhhonzin permohonan scara reborek absah dan Byak diknjullan ke
J ekkronk, Rekoniek [tahap perurysan konsep Endhonin
T |Ketua T rrenganalise rekorendas eknizterhadap hak akzes sigern, Dakurmen [y akurren pengajuan izindwnizin dan
hetkas permnohonan dan mekkukan fhalisas konssp perrohohan s=cara rekorrtek absah dan kohsep idnhonizin
izinonizi atau penolakan ekekionk, Pekonek walied
4 |ka. DPMPTSP renandatangani secara elekkonik "“-.k Rekontek, fandakngan |ainddonizin alau Surat Penokkan
iZnhwonizh atau penalakan ekekronk Jtertandatargan elekironk

---------- :Dokurnen pengjuan dkerbalian untuk diredssiblak

: [okurmen pengajuan diproses lebh Bnjut
* : Sesuai keterdian yany berkhu




11. Standar Operasional Prosedur Peremajaan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)

Jenis

Dalam Provinsi
(AJDP)

96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N . Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5
Peremajaan Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tidak . Tim Kerja pada DPMPTSP
Angkutan Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Dikenakan melakukan verifikasi
Antar Jemput Provinsi Bali Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Biaya administrasi paling lama 2

(dua) hari kerja sejak
berkas diterima;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lama 5 (lima) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

izin paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak
rekomendasi teknis yang
benar diterima dari PD
Teknis




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Waktu (hari kerja)

Nonperizinan Biaya (Rp)

1 2 3 4 5

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada  Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 257);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 3);

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

RSO Q0T



Persyaratan Teknis :

B @rmo Qoo

STNK/Kartu pengawasan Yang Diganti;

STNK Pengganti yang masih berlaku;

SWDKLLAJ yang masih berlaku;

Buku KIR yang masih berlaku;

Foto kendaraan yang dimohonkan;

Rekomendasi Perubahan Sifat;

Surat Perjanjian antara pemilik kendraaan dan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang
berbentuk Badan Hukum Koperasi untuk bergabung menjadi anggota koperasi;

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi/Penilaian Kesehatan Koperasi
dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun.

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Permohonan Peremajaan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP). Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin,
maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Permohonan Peremajaan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem
perizinan terintegrasi secara elektonik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Peremajaan Anghutan Antar Jem put Dalam Provinsi (AJDP)

Pelakzana M Baku
- Hedktan Pernohan BZ:!}:]:;:SR PPAMuda | Hewa Tim Ka. POTERIES | PD Tenis| PPAMua | Ketus Tim ra. Helengkapan Durasi(Hari Kera) Ouput Heterangan
DPMPTSP | [Tin Teknig) | DPMPTSP Hap! B
Petarna
1 |Perohon mengajukan perrmohonan dan relengkapi [ akurmen penrmhonan 2Hari Drakurmen permohonan izndo ngn
perzyaratat idnonizin secara elekronik e al dengan dafar
)I persyaratan
2 |Penerira BerkasPPA Pedarma mekkukan permerikzaan hak akses srem, Dokumen Dokurren pengajian ignhonzh sesuaidan
kesemuain data dokurmen pengajuan iznonizn pernahonah secara dianjutian ke PP Muda atu dkerrbalkan
elebronik ke prectrobio t urdu; divevisi
3 |PPA Muda reenindaklanjut pererikzaan keabsahah dan hak akses s, Dokurmen Dakurren pengajian izndonzh absah dan
rrengevaluas ke lyakan dokurmen pe ngajuan ianmonen | | | perrmahonan secara kyak; dilanjukan ke tahap kajrn
eledronik EkniAerfikas Bpan gan atay dikermbalian
| ke e trobio b urdul; divesis
4 |PD Teknis [Titn Teknis) relakukan kajiah Bkniierfikas f hak akses siEtern, Dokurmen S Hari Konzep Fekormendas Teknks
sesual keterbantelnis atas dokumen pengajuan permohonan secara [Perselijuan/Penalakan)
zhhonidn elekranik
4 |Ka.PD Teknis melkukan penandatanganan elekronik hak akses sEem, kansep Fekorrendas Teknis [Persetujuand
Erhadap rekormend asi teknis rekarrtek, Bnd 2Bngan Penokkan)
elekronik
B |PPA Muda rrelakukan validas rekormendasi teknizterhadap hak akses sitern, Dokurmen 2Hari Dokurren pengajian ignhonzh dan
berkas perrohanan, sara rmengko neep Ehfonizin perrnohon an Secara rekortek abzah dan Byak dilanjukan ke
J eledronik, Rekortzk hap peruruzan kohsep izndwonizin
T |Keba Timmenganalisis rekotrendas Bknisterhadap hak akses sktem, Dokurmen Dakurren pengajian ignhonzh dan
bertas perrohanan dan relakukan finalizas konsep perrmahonan secara rekoritek absah dan konsep izindonizin
Fh/Manizin atau penalakan / eledronik, Fekarmiek wald
8 |Ka. DPMPTSP renandating ani secara ekkionik ,/ Rekortek, tandatangan lzinAdon Ein atau Surat Penalakan
ehhonizin ataw penolakan elekronik et datin gan eleklronl

---------- : Dokuren peng apan dikermbalikan umik direyiitdiolak

s Drakurren pengajuan diproses lebik lanjut
* : Sesuai keentuan vang beraku




12. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)

(KP) Angkutan
Antar Jemput
Dalam Provinsi
(AJDP)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
N . Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

Perpanjangan Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tidak 1. Tim Kerja pada DPMPTSP
Kartu Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Dikenakan melakukan verifikasi
Pengawasan Provinsi Bali Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Biaya administrasi paling lama 2

(dua) hari kerja sejak
berkas diterima,;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lama 5 (lima) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan izin

paling lambat 2 (dua) hari
kerja sejak rekomendasi
teknis yang benar diterima
dari PD Teknis




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 5
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 3);
Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).
Persyaratan Administrasi:
a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.

10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

® ™SO0 T



Persyaratan Teknis :

poop

STNK yang masih berlaku

SWDKLLAJ yang masih berlaku;

Buku KIR yang masih berlaku;

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi/Penilaian Kesehatan Koperasi
dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun;

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP). Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan
izin/nonizin, maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada ystem; dan

Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Pemanjangan Kartu Pengawasan (KP) Anghutan Artar Jem put Dalam Provinsi (AJDP)

Pelakzana Mui Baku
. Penerima .
M. Kegigtan ) Ka. PD Teknis . ' Ka. AP K eterangan
Permhon BerbamPPA | PPA Muda Ketua Tin DPMPTSP | (Tim Teknis) Ka PD Teknis| PPL Muda Kewia Tim DEMETSP Kelengkapan Drurasi [Hari Kerja) Output
Pertarra
1 |Perrohon rengajukan petrnohonan dan rekngkapi Dokurren permohonan 2Hari Drakurren permohonan Ehhonizn
persyaratan idnhonezhn secara ekekionik sezual dengan daftar
\ ,'I persyatatan
2 |Penerirma Berkas/PRL Pertarma melakukan perrerkzaan hak akzez silerm, Dokumen [ akuren pengajuan Ehdnonizin sesuai dan
kezesua ik data dokurnen peng apan idndon in pertiohonan secara dilahjukan ke PPA Mudz atau diketrbalikan
elekronik ke pernohion urduk direvisi
3 |PPA Muda renindaklanjuli permeriksaan keabsahan dan hak aksez siEm, Dokumen [ akurien pengajuan Ehdnonizin absah dan
rreny evald as kelayakan dokuren pengzjuan idnbonizin | | | pertiohonan secara layak dilenjtikan ke Bhap kajan
elekronik elnistverificas lapanyan st dikernbaliban
| ke permohon urituk direwisi
4 |FD Teknis [Tim Teknis) melkukan kejan teknisheriflkas ! hak aksez siEm, Dakumen 4Han Konzep Rekomendasi Teknis
=esuai kel ribian tekniz atas dokurmen penyajuan pertrohonan secara [ PersstjuanPenokkan)
@nfhanizn elekironik
5 |Ka.PD Teknis relakukan penandatanganan el kronik hak akzes sEEm, konsep Rekarmendazi Teknis (Perselpans
Erhadap rekormendasiteknis rekornek, hdakngan Penolakan)
elekironik
6 [PPO Muda melakukan walidasi rekotiendasitebn B terhadap hak akzes sk, Dokurmen 2Hari Drokurnen pengajuan Ehdnonizin dan
hetkas perrrohonan, sl mengkonzep idnbongi pertiohonan secara rekortak absah dan layvak diknjutian ke
elekironik, Reka ritek [tahap perimusan konsep iznonian
T |Rebia Tirnmenganalss re komendas eknis terhadap hak akzez sk, Dokurmen [ akurien pengajuah Ehdhonizn dan
hetkas pertrohonan dan relakukan halsas konsep pertiohonan secara rekorntak ahsah dah konssp idndonizn
Einfhonizin atau penolakan elekironik, Reka ritek alid
__,/
& |Ka. DPMPTSP mrenandatangani mcara elekiron k \-. _a Rekoritek, fandatangan | inddonizin 2k Surat Penoklan
Einfhonizin atau penolakan elekironik Jtertandatangan elekronik
1
Cafatan:

---------- s Dakurren pengajuan dikerbaikan untuk di-evisisitoak

: Dokurreh pengajuan diproses kb lanjt
*: Be suai keterduan vang berdaku




13. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)

Antar Jemput
Dalam Provinsi
(AJDP)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
N e Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

Rekomendasi Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tidak 1. Tim Kerja pada
Perubahan Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Dikenakan DPMPTSP melakukan
Sifat Angkutan Provinsi Bali Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Biaya verifikasi administrasi

paling lama 2 (dua)
hari kerja sejak
berkas diterima,;

. Verifikasi teknis pada

PD Teknis dilakukan
paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak
berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolaka

n izin paling lambat
2 (dua) hari kerja
sejak rekomendasi
teknis yang benar
diterima  dari PD
Teknis




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 S

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun

2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Bali Nomor 3);
Persyaratan

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

o a0 o

Persyaratan Teknis :

a. STNK yang masih berlaku/Faktur;

b.  Surat Perjanjian antara pemilik kendraaan dan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang
berbentuk Badan Hukum Koperasi untuk bergabung menjadi anggota koperasi;

c. Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi/Penilaian Kesehatan Koperasi
dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan Kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun;



Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan
kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP). Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin,
maka Tim Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada ystem; dan

Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada
sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alor Pelayanan Rekomendasi Perubahan Sifat Angleutan Antar Jemput Dalam Provinsi (RJODP

Pelaksana My Baku
e- K egaten Pemoh BPE:ET;":A PPAMub | KeuaTi a. PO Tekns o PO Teknis| PPAMus | KeuaTi ka. K elengh Durasi [Hari Kerj Oulput ¥ ekrangen
em ook erkas u aTim DPMFTSP | [TimT eknis) a eknis ui aTm DFMETSP ekngkapan urasi [Hari keja) Ly
Ferema
1 |Pemokon mensgjukah permabonah dan melengkapi L' ckium er) pzim akakan 2 Hari Crokumen permohorah izikdhohizi
persy arsln izidbonizi secara elekionik ! 4 seslai dengan dafter
L 3 ety araln
2 |Pererima BerkasP P L Pedama mdakukan pemarksaan et hak akses sisem, 0 okumen Crokumen pengapian izibhohein sesuai den
kesesusEan datl dokumen pengajush zinkorizin permohongn secare diEnpkan ke PPL Muda ateu dkembaikan
elekironk ke pemahan urdik direy ki
3 |PPO M wia merindzklanpd pemerksaah keaksahan dan hak akses sisem, Ookumen Crokumen pergapiah izidonzin absah dan
mengen duasi kday shan dokumen pendgjuan ginhonizin | | | permohongh seara layak dlanjukan ke Bhap keian
elekironk ftekrish eriikasi Bpancan atau dkembalkan
ke pemohan uriik direv i
4 PO Teknis [Tim T eknis| mekkukan kajan Eknish erfikasi hak akses sisem, 0 okumen a5 Hari kK orsep R ekomendasi T eknis
sesuai kaenbian teknis das dokumen pehgajuan permohongh seara (P ersebjuanPenokkan]
izifmonizin elekronk
5 Ika. PL Teknis melakukan penandatnganan dekkonik hak akses sisem, konsep F: ckom endasi Teknis (P ersejuand
terhadap rekomendasi Eknis rekomtzk, Endaangn F erolakan)
elekronk
6 |PPA M uda meEkukan vdlidesi rekomendasi Bkni Erhadap hiak akses sisem, D okumen 2 Har Crokumen pengajian izikongin dan
herkas permohonan, seda mengkonsep izhdhonizin permohonzan secara rekomtek absah dan By ak dianptkan ke
elekironk, Fekomiek Ehap perimusan konsep Rinkonzin
T [RebaTm mengandist rekom endasi hnis tethadap hak akses sisem, 0 okumen Crokum e petdajian izidohzin dan
hetkas permohonan den meBkukan inaisasi konsep permohongn secare rekomtek absah dah kohsep izihdhonizin
izh!ronizin gtau penolzkan / elekironk, B ekomik uald
g |Ka.DFPMFT 5P merandabngani secara elddronk \“\. > |k ekomik, Brdakngan |zt orizin @y S urat Penokkan
izh!ronizih gtau penolzkan elekironk terErdakrgan deklonik

CaleiEn:

- === - - Dokumen pengapah dikem balikan unbuk diresisildiobk

: D okumen pengapan diproses kb Bt
*: Sesuai kaenian yary betaku




14. Standar Operasional Prosedur Penambahan/Perpanjangan Kuota Angkutan Taksi

Jenis

Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N . Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

Penambahan/ Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tidak 1. Tim Kerja pada DPMPTSP
Perpanjangan Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Dikenakan melakukan verifikasi
Kuota Angkutan | Provinsi Bali Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Biaya administrasi paling lama 2
Taksi 96, Tambahan Lembaran Negara Republik (dua) hari kerja sejak

berkas diterima;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lama 5 (lima) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

izin paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak
rekomendasi teknis yang
benar diterima dari PD
Teknis




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018
tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 828);




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Waktu (hari kerja)

Nonperizinan Biaya (Rp)

1 2 3 4 5

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 257);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 3);

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.

oo o



f.

g.

Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);
Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

Persyaratan Teknis :

a.
b.
c.

Surat Permberian Kuota dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali;

Laporan Penggunaan Kuota;

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi/Penilaian Kesehatan Koperasi
dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun,;

Surat Kerja Sama dengan Pihak Aplikasi yang masih berlaku;

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap,
dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Permohonan Penambahan/Perpanjangan Kuota Angkutan Taksi. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim
Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Permohonan Penambahan/Perpanjangan Kuota Angkutan Taksi dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem
perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Penambahan! Perpanjangan Kuota Anghutan Tahsi

Pelaksana Wi Eaku
. Hegiatan Peroh BP:]E;PWPEA PPAMUda | Hebia Ti Ka. PLTEhIS | PO Tekms| PPAMua | KetiaTi Ka. Kelengha Durasi [ Hari Ker] Ouput Heterangan
errohah etk Lida a T DPMPTSP | (Tim Teknis) a. ek [IEE] a Tirn DEMPETSR ekngkapan Lras [Hari Kerja) L
Pertarma
1 |Permohon rehgapkan perrohonan dan rmekeng kapi Dyakurmen perrahanan 2Hari Dakurren petrnahonan idndionizn
persyaraln izh/honizn secara ek kkonik I sea ai dengan datar
_J persyaratan
2 |Peneriva BetazPPa Perbima rrelakikan perretikzaan hak akses sigern, Dokurren Drakurren petgapian iznhonizin sesuai dan
kesesyaian dab dokurmen petyalan izhhonizin petrohonan secata dilanptan ke PP Muda stau dikerrbaliban
elekironik ke permahan uniik divevisi
3 |PPA Muda rmenidakinjul pernetikzaan keabsahan dan hak akzes sigdern, Dokurren Crakurmen petgapan izinhonizin abssh dan
rmengevaluas kelayakan dokumen pengajuan Ehdonizin | | | permohonan secata layak dianjulan ke mhap kajin
elekironik teknisfwetikas Bpangan st dkerdalikan
| ke perohan wiidk diresis
4 |PD Teknk [ Tir Tekn &) relakukan kajian teknisteeikas f hak akzes sidern, Dokurren SHari Konzzp Rekarmendas Teknis
sesuai ketentuan Ekn i als dokumen pengajuan permohonan =ecara [Persetupanfenolakan)
izironzi elekironik
5 [Ka. PD Tekni melakukan penandatanganan ekekionk hak akzes e, konsep Rekomendasi Teknis [Persetupand
[tethadap rekornendas teknis rekontek, andatangan Penolakan)
elekironik
6 |PPA Muda melakukan vaidas rekomendas tekniz Brhadap hak akzes migemn, Dokumen 2Hari Lrokurmen pengapan iznhonizin dan

herkas permohonan, setk menghonzep iznhon En

petrohonan secata
elekironik, Rekorek

T |Fehiz Tromenganalisis rekomendas eknis tethadap hak akzes sigdern, Dokurren
herkas permohonan dan relakukan fiaisas konssp perohonan sscata
izinhonizi ataw penolakan elekironik, Rekorek

& |Fa. DPMPTSP rena ndabngani s=cara elekironik Rekorek, tndabngan
idrhonizi ataw penalakan elekironik

D9

re komek absah dan Byak dilanptian ke
tahiap peturmusan konsep Ehdhonizn

Crakurmen petgajia n iznhonizin dan
re komek absah dan konssp Ehdhonian
wwalicd

|zindonizin atau Surat Penolakan
terandatzngan ekkionk

---------- :Dokurnen penaajuan dikertbailan urtuk dive wisiidialak

— s Dokurren pengajuan diproses kbib Bojut
* : Sestai ketenbl an yang betaky




15. Standar Operasional Prosedur Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Taksi

Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 5
Kartu Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tidak 1. Tim Kerja pada DPMPTSP
Pengawasan Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Dikenakan melakukan verifikasi
(KP) Angkutan Provinsi Bali Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Biaya administrasi paling lama
Taksi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 (dua) hari kerja sejak

berkas diterima;

. Verifikasi teknis pada PD

Teknis dilakukan paling
lama S5 (lima) hari kerja
sejak berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

izin paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak
rekomendasi teknis yang
benar diterima dari PD
Teknis




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
71195);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
257);




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 3);

Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

o a0 o

Persyaratan Teknis :
a. STNK yang masih berlaku;
b. SWDKLLAJ yang masih berlaku;




Mo a0

Buku KIR yang masih berlaku;

Foto kendaraan yang dimohonkan;

Konfirmasi status BPJS kesehatan dengan memuat status valid pemilik kendaraan;

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi/Penilaian Kesehatan Koperasi dari
Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun;

Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan dan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang
berbentuk Badan Hukum Koperasi untuk bergabung menjadi anggota koperasi, sedangkan untuk Perseroan Terbatas
(PT) tidak perlu ada surat perjanjian;

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap,
dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan,;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Permohonan Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Taksi. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim
Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Permohonan Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Taksi dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem
perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur P elayanan Kartu Pengawasan (KP) Anghkutan Taksi

Pekkzana Mut Baku
hlo. et Petnah BP:;erJPWPﬁn PPA Mu Ketsa Ti Ka. FD Telaiis Ka.PD Teknk| PPA MWud Hetua Ti Ka. Heken ghal Durasi [Han Kerj Ouout Heterangan
eriohon etk Lida 3 Tirn DPMPTSP | [Tim Tekni) a. elnfE ] a Tin DPMETSP eknikapah urasi [Har Kerja) Lk
Perbirna
1 |Permhon rengajukan perrohonan dan relengkapi [ akurmen perrmhonan 2Han [ akurmen permahionan idntonizn
nersyaratan i@nhoniin secara elekdronk sesuai dengan datar
( JI persyaratan
2 |Penerire BetkasPPA Perara melakukan pemerikzaan hak akzes sigtemn, Dokumen Drakurmen pengapan idnhonidn sesuai dan
kesesuaian data dokurren pengajuan izk honizin perrmahonan secara dilanjutian ke FPA Muda atau dikerdalikan
elekironik ke perrohon untuk direwisi
3 |PPA Muda menindaklanjui permeriksaan keabsahan dan hak akses sstem, Dokumen [rakurmen pengapan izinhonizin absah dan
renye vabiasi kelayakan dokuren pengajuan Ehdnanizn | | perrmahonan secara kvak dilanjukan ke fahap kajen
elekironik E knizirerTikas lpangan atau dikerdbaikan
! ke pero bon urduk direis
4 PD Tekniz( Tin Teknis) mekkukan kajin tekniste dikas __ hak akses sigtern, Dokurmen 5 Hari Konzep Rekormendasi Telnk
=esuai kekrtuan teknis atas dokumen pengapan perrmhonan secara [PerzeipianPenalakan)
izindhonizin elekronik
5 |ka. D Teknismelakukan penandainganan elekronk hak akzes "sterm, kansep Rekorendasi Tekni [Persetujuand
Jterhadap rekormendas Ekne rekaritek, ndatangan Penalakan)
elekronik
G |PPA Mudamelakukan valias rekorre ndasi teknis Erhadap hak akzes sigtermn, Dokumen 2Han [rakurmen pengapan idnhonian dan
b erkas perrohonan, serta mengkonsep iZnhanizin perrmahonan secara rekaoritek absah dan Byak dilanplkan ke
elekironik, Rekornek [t hap peruriuzan konsep Ehfhonizin
7 |ketua Tim menganalisis rekone ndasi teknis Erhadap hak akses sstem, Dokumen [rakurmen pengapan izinhonizin dan
berkas perrohonan dan melakukan inalisas konsep perrmahonan secara rekaoritek absah dan konsep Ehfnonizin
izin/nonizin ataw penokkan _\\ elekironik, Rekormbek walid
4 |Ka. DPMPTSP renandatangani secara elekronik / Rekarnek, fndatan gan lzhMoniEn atau Surat Penalakan
izindnonizin atau penokkan elekiranik E Handatangan elekronk

---------- :Dokurren pengajuan diserrbalikan unduk diresisidiolak

_ :Dokurnen pengapian diprozes lebib Bojut
*: Bezuai ketertvan yany betakuy




16. Standar Operasional Prosedur Peremajaan Kendaraan Angkutan Taksi

Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N . Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5
Peremajaan Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Tidak 1. Tim Kerja pada
Kendaraan Perhubungan Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Dikenakan DPMPTSP melakukan
Angkutan Taksi Provinsi Bali Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Biaya verifikasi administrasi

Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

paling lama 2 (dua)
hari kerja sejak
berkas diterima;

. Verifikasi teknis pada

PD Teknis dilakukan
paling lama S (lima)
hari kerja sejak
berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolaka

n izin paling lambat
2 (dua) hari kerja
sejak rekomendasi
teknis yang benar
diterima dari PD
Teknis




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2019

tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di
Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun

2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 4);




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 S

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Persyaratan

(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).

Persyaratan Administrasi:

a.

o0 o

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.
10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

Persyaratan Teknis :

@eoQa0 o

STNK Yang Diganti/Kartu pengawasan,;

STNK Pengganti yang masih berlaku;

SWDKLLAJ yang masih berlaku;

Buku KIR yang masih berlaku;

Foto kendaraan yang dimohonkan;

Rekomendasi Perubahan Sifat;

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi/Penilaian Kesehatan Koperasi
dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun;



h.

Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan dan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang
berbentuk Badan Hukum Koperasi untuk bergabung menjadi anggota koperasi, sedangkan untuk Perseroan Terbatas
(PT) tidak perlu ada surat perjanjian;

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa keseuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap,
dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk
penerbitan Permohonan Peremajaan Kendaraan Angkutan Taksi. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim
Kerja pada DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Permohonan Peremajaan Kendaraan Angkutan Taksi dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan
terintegarasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Perpanjangan P eremajaan Kendaraan Angkutan Taksi

Pelakzana Muls Baku
hlo. Heyatan Pernoh BP:;e:PWPEA PP Mud Kedia Ti Ka. FD Telaies Ka.PD Tekniz| PPAMud Kedsa Ti a. Hekngk Durasi [Hari berj Output Hekeranyan
ermohan & ] a Tim OPNPTSE | (Tim Tekis) a. eknis LIl a T DPMETSP ekngkapan uras [Hati Ketja) Ltk
Pertars
1 JPermohon rengajukan pemohonan dah melengkapi Drakurre perrohonan 2Hari Drokurren permohonan indonizin
herzyaratn idnbonizin secara elebronik J =esual denyan datar
5 J persyaratan
2 |Penerine BerkazPPA Perare mekkukan pererikzaan hak akzes sistern, Dokurren Dakurmen pengajuan idndonzi mesuai dan
kesezuaian dal dokumen pengajuan izndoniin permahonan secara dilanjudan ke PPA Muda atau dikermbalkan
elekianik ke peroohon urik direws
3 |PPA Nuda menndalanpdi perrerkisaan keabsahan dan hak akses sistemn, Dokurren Drakurmen pengajuan izindonzin absah dan
mengeva biasi kelavakan dokumen pengagan ianhonzn | | | permahonan secara layak dilanjutian ke Bhap kajian
elekronik teknistveifia 5 lapangan s dikerbalkan
| ke pernobion ur K direw
4 |PD Tekniz( T Teknk) melalukan kajian teknisterfias | hak akses sigern, Dokuren SHari Kohzep Rekormendasi Teknis
=esual keertuan Bknk b dokuren pengajuan petrahonan seoara [PersetujuanPenalakan)
izinfnonizin elekionik
5 |Ka. PD Teknizrrelakukan penandatanganan elekronik hak akses sigdern, konsep Rekorrendasi Tekniz [ Persstujuand
ferhadap rekomendas teknis rekoritek, tandatangan Penalakan)
elekronik
6 JPPA Muda mekkukan valdas rekormendasi Bkni tethadap 9 hak akzes mstern, Dokurren 2Hari Dakuren pengajuan izndonzin dan
e ras permohonan, sata mengkonsep Bnhonizin perrmohonah secara rekorek abzah dan layak dianjukan ke
elekronik, Fekomek fahap perurusan konse pizndonizn
T |Ketua Tin rrenganalss rekomendasi B knk tethad ap hak akzes sigdern, Dokuren Drokurnen pengajuat iz@ndonizi dan
e thas permmohionan dan e Bk kan finalkz = konsep perrahonan soara rekariek ahsah dan konssp idndonizn
izinfonzin ataw penolkan elekkanik, Rekomik walid
- .y
4 Jka. DPMPTSP menandatangani secara ekklonk "\ Rekankek, Bndatengan |aindanizin gtau Surat Penalakan
izinfonzin atau penolkan elekianik tertandatangan elekronik

---------- - Drokurnen pengajan dikermbalian untuk diresisisitosk

. - Dokurren pengajuan divroses lebi lanjut
* : Sezuai ketertuan yvany berkku




17. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Taksi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)

1 2 3 4 5
Perpanjangan Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tidak . Tim Kerja pada
Kartu Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Dikenakan DPMPTSP melakukan
Pengawasan Provinsi Bali Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Biaya verifikasi administrasi
(KP) Angkutan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia paling lama 2 (dua)
Taksi Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan hari kerja sejak

berkas diterima;

. Verifikasi teknis pada

PD Teknis dilakukan
paling lama S (lima)
hari kerja sejak
berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

izin paling lambat 2
(dua) hari kerja sejak
rekomendasi teknis
yang benar diterima
dari PD Teknis




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
257);




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 5
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 3);
Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).
Persyaratan Administrasi:
a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai Rp.

10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

mHho a0 o

Persyaratan Teknis :

a. STNK yang masih berlaku;

b. SWDKLLAJ yang masih berlaku;
C. Buku KIR yang masih berlaku;



d.

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi/Penilaian Kesehatan Koperasi dari
Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun;

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada sistem periznan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap,
dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan,;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Taksi. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja pada
DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Taksi dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem PRESTISE
melalui laman prestise.baliprov.go.id. .




Bagan Alur Pelayanan Perpanjangan Kartu Pengavasan (KP) Anglatan Taksi

Pelakzana Mt Baku
. Penetirma .
Ma. Kedizan . Ha. PD Teknk . . Ka. . A Kefrangan
Perohon BerazPPL | PPA Nuda Ketua Tim DPMPTSP | (TimTetnis) Ka. PD Tekniz] PPO Muda Ketua Tim DREMETSP Kelengkapan Durasi (Hari Kerja) Output
Petarma
1 |Pernahon mengajukan petrmohonan dah mrelengka pi Dokutien perrmohohat 2Han Dokutren perrrohonat iindonizi
persyarakn idnhonin =oara elekronk sesual dengan dafar
J' per syaratn
2 |Penerre BerkasPPA Pertarna relakukan permeriksaan hak akzes sEm, Dakurmen Drakurnen pengajuan iznmoneh s2:uai dan
kesesuaian data dokurren pengajuan Endhonizin perrmohonan secara dilanptikan ke PPA Muda abu dikermbaikan
elekronk ke pernohon urik direi
3 |PPA Muda rrenindakianjud perreriksaan keabsahan dan hak akzes sEm, Dakurmen Drakurnen pengajuan iznfmoneh abzah dan
rengealiasi kelayakan dokumen pengajuan Enhonizin | | | perrmohonan secara layak: dilanjutizan ke tahap kajian
elekronk teknistverikazi lapangan sbu dikermbalkan
ke petiohon uridk direw i
4 PD Tekniz| Tin Tekniz) e kkukan kajan € knisherfikas hak akzes sEm, Dakurmen SHan Honzep Fekormendas Teknis
sesual kekntuan tekniz atasdokumen pengapian perrmohonan secara [ Perstujuanfenalakan)
i@indhanizi elektronk
5 |Ka. FD Teknizrelabukan penand zing anan elekon i hiak akzes sk, konssp Rekorrendasi Tekniz [ Persetujuand
terhadap rekormendasi Bkng rekore k, fandatngan Penolakan)
elektronk
B |PPL Muda relakubkan walidazi rekorren dasi tekniz Brhadap hak akzes sk, Dokurnen 2Hari Dokurmen pengajuan iznonih dan
hetkas perrrohonan, s e ngkonssp izhhonizin perrnahonan secara rekarriek absah dan layak dianjutkan ke
J elekironk, Rekortek fahap perurrisan konss pizindon o
T |Fetua Tinrenganalks rekorrend as tekniz Brhadap hak akzes sk, Dokurnen Dokurmen pengajuan iznonih dan
herkas perrrohonan dan mekkikan inalizas konsep perrnahonan secara rekariek absah dan kangs pidnhonizin
i@indhanizi ataw penokkan elekironk, Rekortek walid
& JKa. DPMPTSP renandatangani secara elekronik ,-’/ Rekoritek, fandatangan |Zinddanizin stau Surat Penalakan
izinMnanizih atau penakkan elekronk tertandatangan elekkonik

---------- - Dokurmen pengajuan diermbalikan unik direwsfdiolak

_ - Dokurren pengapian diprose s lebib lanjut
* : Sesuai keterduan yang berlaki




18. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Taksi

Jenis Standar

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
N o< Biaya (Rp)

onperizinan

1 2 3 4 5

Rekomendasi Dinas 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang | Tidak . Tim Kerja pada
Perubahan Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran | Dikenakan DPMPTSP melakukan
Sifat Angkutan Provinsi Bali Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor | Biaya verifikasi administrasi

Taksi

96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

paling lama 2 (dua)
hari kerja sejak
berkas diterima;

. Verifikasi teknis pada

PD Teknis dilakukan
paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak
berkas diterima dari
DPMPTSP;

. Penerbitan/penolakan

izin paling lambat 2
(dua) hari kerja sejak
rekomendasi teknis
yang benar diterima
dari PD Teknis




Jenis

Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum Standar Waktu (hari kerja)
N < Biaya (Rp)
onperizinan
1 2 3 4 5

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1675);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk  Pada  Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 257);




Jenis Standar
Perizinan/ PD Teknis Dasar Hukum . Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Biaya (Rp)
1 2 3 4 5
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 3);
Persyaratan
(Dokumen asli diunggah dalam format (pdf atau jpeg dengan ukuran maksimal 5 mb).
Persyaratan Administrasi:
a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai

Rp. 10.000,-;

KTP Pemohon;

NPWP Pemohon/Perusahaan (Valid);

NIB dan lampirannya

Kartu BPJS Kesehatan pemilik kendaraan/pemohon dan sertifikat BPJS Kesehatan koperasi/badan usaha yang bersatus aktif.
Kartu/Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (apabila bekerja pemohon bekerja di badan usaha);

Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

® Moo T



Persyaratan Teknis :

a.
b.

STNK yang masih berlaku/Faktur;

Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terakhir disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Nomor Induk
Koperasi (NIK) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan kesehatan koperasi/Penilaian Kesehatan Koperasi
dari Pejabat yang berwenang Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum wajib RAT belum berusia 2 Tahun;

Surat Perjanjian antara pemilik kendraaan dan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang
berbentuk Badan Hukum Koperasi untuk bergabung menjadi anggota koperasi

Prosedur/Tata Cara :

1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan pada sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id. ;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan; apabila dokumen dinyatakan lengkap,
lanjut mohon rekomendasi teknis ke perangkat daerah teknis terkait. Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap,
dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi dengan disertai alasan;

Perangkat daerah teknis melakukan verifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi teknis ditindaklanjuti
dengan menerbitkan rekomendasi teknis berupa persetujuan/penolakan dan dikirim ke Tim Kerja;

Tim Kerja pada DPMPTSP memeriksa kesesuaian Rekomendasi Teknis, apabila sudah sesuai diajukan ke Kepala DPMPTSP untuk penerbitan
Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Taksi. Apabila rekomendasi teknis menolak permohonan izin/nonizin, maka Tim Kerja pada
DPMPTSP melakukan penolakan permohonan pada sistem; dan

Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Taksi dapat diunduh melalui akun yang dimiliki oleh pemohon pada sistem perizinan terintegrasi
secara elektronik melalui laman prestise.baliprov.go.id.




Bagan Aluwr Pelayanan Rekomendasi Perubahan Sifat Anghkutan Taksi

Felaksana i Baku
) Penetima FD Teknis . .
Mo Kegitan Perm ohan BemkasitPPA | PPAMuda | Ketua Tim Dphz(sfsp Tim :ae;i[; PPA Muda | Ketua Tim DPh-i'I(s.T o Kelenghapan Durli':;j;:ta” OutpLt Heterangan
Perarma Teknis)
1 |Pemohon mengajukan penm chanan dan Dokumen permohonan 2 Hani Dakum en perm ohanan izindonidn
melengkapi persyaratanidnhonizn secara _j. sesLai dengan dattar
elektronik persyaratan

2 |Penerima Berkas/PPA Pertam amelakukan ,—| hak akses sistem, Dokumen pengajuanidnhonian
e eriksaan kesesuaian data dokumen Dokumen permohonan sesuai dan dilarjutan ke PPA Muda
pengEjLan iannonizin secara elekironik atau dikembalikan ke pemobion untuk

3 |PPA Muda m erindaklanjull pem eriksaan | | hak akses sistem, Dokumen pengajuan idnhonisn
keakeahan danm engenaluasi kelayakan dokumen Dokumen permohornan abzah dan layak dilanjutkan ketahsp
pengajLan idnnonizin secara elekironik kajian teknistrenfikasi lapandgan atau

4 |PD Teknis (Tim Teknis) melakukan kajian hiak akses sistem, & Hari Konsep Fekamendasi Teknis
teknisherifikasi sesuai ketentuanteknis atas Dokumen permohonan (Persetujuanfenolakan)
dok L en pengajuan izindhonian secara elekironik

& |Ka. PD Teknis melakukan penandatanganan hak akses sistem, konsep Rekomendasi Teknis (Persetujuand
elektronik terhadap rek om endasi teknis retamtek, tandatangan Penolakamn)

el ekironik

& | PPA Muda m elakukan walidasi rekom endasi teknis hak akses sistem, 2 Hari Dokumen pengajuanidnmonian dan
terhadap berkas permohonan, seta m engkonsep Dokumen permohonan rekamtek absah dan layak dilanjutkan
i@nfwonidan sexara elekironik, ke tahap perumusan konsep

T |Ketua Tim menganalisis rekomendasi teknis = hak akses sistem, Dokumen pengajuanidnmonizn dan
tethaciap berkas pertnohonan dan melakukan Dakumen permnohanan rekomtek absah dan konsep
finalisasi konsepidnhonizin atau penolakan secara elekironik, idnhanizin walic

% |Ka. DPMPT 5P menandatangani secara elektronik Fekomtek, tandatancgan lansMorian atau Surat Pendlakan
idnhanidn atau penclakan elekironik tertandatangan elekironik

---------- . Dokumen pengajuan dikembalikan uniuk diresisiditalak
: Dokumen pengajuan diproses lebihlanjut

*: Gesual ketentuan yang beaku

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
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